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KATA PENGANTAR

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat merupakan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) vang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan
urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil  yang
menjadi kewenangan provinsi dan yang ditugaskan kepada provinsi. Sebagaimana yang
dituangkan dalam dokumen rencana strategis, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk  mewujudkan database kependudukan sebagai
salah satu basis data pembangunan daerah yang dirumuskan dengan 2 (dua) Tujuan berikut
3 (tiga) indikator tujuan serta 4 (empat) Sasaran Strategis berikut | (satu} indikstor Kinerja
per sasaran yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dinas dalam hal pengelolaan
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun untuk menyajikan kinetja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang
dilihat melalui capaian ndikator kinerja yang telah ditetapkan. Dari data uraian atas
capaian indikator kinerja akan diketahui keberhasilan maupun kegagalan SKPD dalam
pencapaian target yvang telah ditetapkan pada rencana strategis. Evaluasi dan pengukuran
pencapaian indikator kinerja dilakukan dengan menggunakan pendekatan manajemen
berbasis kinerja secara menveluruh vang artinya pengelolaan atau manajemennya harus
dapat digunakan untuk meogerahkan seluruh sumber daya vang tersedia dalam upava

merealisasikan tujuan vang telah direncanakan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIF) Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Provinsi Sumatera Barat yang disusun merupakan informasi atas perbandingan dan atau
pencapaian antara target dalam rencana strategis dengan realisasi dilanjutkan analisis
kinerja dan akuntabilitasnya. Gambaran proses pencapaian target Kinerja tersebut
dilakukan melalui analisa atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan
selama Tahun Anggaran 2025 dengan dukungan sumber daya berupa sumber daya manusia
serta sarana dan prasarana baik terkait dengan urusan maupun penunjang yang ada dan
dikelola pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provmsi Sumatera Barat.

Akhimya kami berharap laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi yang konstrukiif
agar memberikan manfaat yang optimal terutama seluruh aparatur lingkup Dinas
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dan dapat dimaknai secara
positif oleh seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera
Barat untuk selalu meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.
Padang, Jnnuun Il}Iﬁ

Pembine Eitarie Madkva
Nip. 19660919 198602 1006
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan laporan kinerja hun ke-lima dari
periode pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Sumaters Barat 2021-2026. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
dokumen renstra, bahwa pada Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat yang menjadi salah satu perangkat daerah lingkup provinsi yang
rut  mengemban  tugas  untuk  mewujudkan  misi  kepala  daerah  telah
mengimplementasikannya dalam bentuk perjanjian kinerja yang terdiri dari 4 (empat)
sasaran strategis vang pencapaiannya diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran.

1. Keberhasilan/Kegagalan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Sirategis

Berdasarkan analisis din evaluasi capaian indikator kinerja sasaran strategis yang
dijelaskan dalam Bab [, Dinas Kependudukan dan Pencaiatan Sipil Provinsi
Sumatera Barat melaksanakan Misi Kepala Daerah yang diemban dapat dijelaskan
sebagai berikut:

Misi 7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang
bersih, akuntabel serta berkualitas

Keberhasilan'kegagalan pencapaian kinerja sasaran strategis misi 7 diukur dengan
rata - rata indikator kimerja. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Sumatera Barat secara eksplisit bukanlah menjadi organisasi perangkat daerah yang
mendukung langsung pencapaian Mist 7 tersebut. Namun demikian karena,
pengelolaan dan pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
merupakan salah satu fugas pemenntahan vang berkaitan dengan pelayanan publik
baik langsung maupun tidak langsuang, maka tugas pokok dan fungsi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat turut mendukung Kinerja

dan pencapaian Misi 7 Gubermnur berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun
2021-2026.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi tersebut, pada tahun 2025 Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat memperoleh capaian
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rata-rata seluruh indikator kinerja (3 indikator tujuan dan 4 indikator sasaran sirategis)
schesar 101,36%, Dengan capaian tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Prowvinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025 berhasil dalam mencapai target indikator

kinerja dengan kategori  sangat tinggl Capaian indikator Kinerja sasaran strategis
dapat dilihat pada tabel | berikut:

Tabel 1
Capaian Indikator Kinerja Dinas Tahun 2025
dalam lingkup Misi 7 RPIMD Tahun 2021-2016

e T

No | TujuanSasran Strategis Tndikator Kiserja Target | Reslisasi | Capalan
(%)
1 Mlewujud kan databose Jumbal penambahan il il VUHE, 1)
kependud ukan sehagai informasi data
salah snin hasis dois kependuduokan
pembsngunas decrah
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e mermil ke dlaknenon hiskusmen kepenatuduton
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3 Meninghatmyva orpanisasi 1, Milzi skmaiakilitas A A 10152
yang akunts himerjn (HUDS) | (LD
mclayani
1. Tinghal kepuasan Sangni Samgai 18356
terhadap pelaysnan Baik Balk
misasi tm (93,20)
20 | Mewinghawrvg alioebilings | Nkt ehkumtobilitar Eaerio A faj3d
Minerja nrgominas) (1Y f-’iir () L
22| Meringtmirya fufitas it keynuva ferhndap | Samget | Sengar 103,56
Pelavaamn orgamiras] el onganisis] aik Bk
(Tl 2320
Huta-ruls copaian indikotor kinergo (3 Dndilks tor Tojean) 10 53 %
Rutp=-rutn capaisn imdiknior kinerjs (4 Indikator Sazaran Stra 1,17 %
Mals-ratn capuinn indikator kinerjs (3 Indikator Tujuas + 4 Indikator Sasaran Strategis) | 100,306%

Sumber data: dorg olabaa
Dari tabel | dapat dilihat capaian masing-masing indikator kinerja per sasaran
strafegis maupun secara rata-rata, dapat diperoleh besar-sama dengan 1002 kecuali
uniuk Sasaran Strategis 1.2 dengan capaian kinerja 99,78%. Secara umum capaian
indikator kinerja ini menunjukkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Sumalera Barat pada Tahun 2025 memiliki kinerja yang sangat baik.

Permasalahan

Dalam peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Sumatera Baral ke depan masih ditemui beberapa permasalahan, antara lain schagai
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1} Terjadinya musibah/bencana hidrometeorologi pada pertengahan Triwulan IV
Tahun 2025 di hampi seluruh kabupaten'kota se Provinsi Sumatera Barat, sangat
bardampak pada pelaksanaan  pengelolaan  dan  pelayanan  administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil baik di tingkal provinsi maupun
kabupaten/kota;

2) Kebijakan atas wajibnya pencrapan ISO 27001 sebagai amanat dari Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019, memerlukan dukungan anggaran
yvang lebih, Kondisi ini berbanding terbalik dengan alokasi anggaran yang
mengalami efisiensi selama tshun 2025 Hal! ini berimbas pada penyediaan
sarana/prasarana minimal sebapai syarat dukungan penerapan 150 27001 belum
dapat dipenuhi sepenuhnya sampai dengan akhir tahun anggaran 2025, walaupun
sertifikat penerapan IS0 tersebut telah diperoleh dengan beberapa catatan;

3) Terdapat perubahan kebijakun'regulasi dari Direktorat Jenderal Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait
pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, vang mempengaruhi
pencapaian Kinerja di masa yang akan datang;

4) Komitmen seluruh aparatur lingkup dinas baik unsur pimpinan dan karvawan
dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja masih membutuhkan perhatian.
Hal ini dapat diamati dari penerapan pola pikir dan budayva kerja yang berorientasi
hasil dalam setiap program dan kegistan yang akan dilaksanakan belum
sepenuhnya terfaksana dengan baik;

5} Sampai dengan 31 Desember tahun 2025, ketersediaan ASN pada Dinas
kKependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumaters Barat hanyva tlersedia
sehesar 41,43% dari total kebutuhan personil (berdasarkan Keputusan Gubernur
Provinsi Sumatera Barat Nomor 060-539-2023), juga mempengaruhi Kinerja dinas
secara  keseluruhan. Dalam  hal peningkatan  kualitas masih  dibutuhkan
pelaksanaan maupun pengikutsertaan ASN lingkup Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat untuk mengikuti bimbingan teknis
terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing personil; dan

6) Adanyva kondisi eksternal yang tidak serta merta bisa diintervensi langsung oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat. Diantaranya
ketersediaan sumber daya (balk manusia, sarana/prasanara, dan anggaran) yang
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ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota s Sumatera

Barat. Bagaimanapun, kondisi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota terutama yang berkaitan langsung dengan progres kinerja urusan
akan berpengaruh kopada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat

Provins.

3. Langkah-langkah Tindaklanjut

)

2)

3)

4)

)

Secara intensif melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal i
Dircktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam
Megeri dan  seluruh  jajaran  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil
kabupaten/Kota se Sumatera Baral terkait dengan tanggap bencana dalam lingkup
pelaksanaan pelayanan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
bagi masyarakat terdampak;

Mengoptimalkan selurub sumber daya yang ada, setidaknya untuk memenuhi
catatan dari tim asesor terkait penerapan 150 27001 dalam pengelolaan keamanan
pemanfaatan data kependudukan;

Secara berkala melakukan penyesuaian langkah-langkah pencapaian target kinerja
yang menjadi tugas pokok dan fungsi dinas terkait perubahan kebijakan'regulasi
baik dari sisi kinerja maupun anggaran;

Ditengah kondisi keterbatazan sumber daya (sumber dayva manusia dan terlebih
pada keterbatasan anggaran), upaya monitoring dan evaluasi untuk peningkatan
komitmen unsur pimpinan dan pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tetap dilakukan secara konsisten dalam
rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secarn
sungguh-sungguh, konsisten dan berkelanjutan;

balah satu dampak dan efisiensi anggaran adalah minimnya penginman ASN
untuk mengikuti kegiatan pelatihan, bimbingan teknis sesuai tugas pokek dan
fungsi, kegiatan peningkatan kapasitas (capacity building) dan tidak adanya
kegiatan untuk peningkatan kualitas aparatur  pelayvanan  lingkup Dinas
kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian,
upaya-upaya yang dilakukan berkaitan dengan peningkatan dan atau
pengembangan kapasitas, seluruh personil lingkup dinas selalu dinrahkan untuk
mengikuti segala bentuk kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis ataupun sejenisnya
vang dilaksankan oleh pihak penyelenggara secara daning;
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6) Dalam hal penvediaan PNS, akan dilakukan koordinasi dengan Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat agar ketersediaan aparatur
lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dapat
dipenuhi sesuai dongan kebutuhan; dan

Ty Mengupayakan melakukan koordinasi maupun konsultasi lintas instansi dalam
ranpka perbaikan dan atau pemenuhan kebutuhan akan kekurangan sumber daya
yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten'Kota se
Provinsi Sumatera Barat.
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1.1 GAMBARAN ORGANISASI
a.  Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumaters Barat
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tabun 2021 tentang
perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur
Organisasi Perangkat Dacrah Provinsi Sumatera Barat. Turunan dari peraturan
daerah tersebut telah diterbitkan beberapa kali melalui Peraturan Gubernur
Sumaters Barat, sebagaimana perubshan terakhir yang ditwangkan dalam
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
Secara de facto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera
Barat yung mengampu kewenangan urusan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil dikukuhkan pada tanggal 22 Mei 2021 sebagai tindaklanjut dari
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021.

Dari sisi aturan yang lebih tinggi, pembentukan [Jinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil di tingkat provinsi berlandaskan pada ketentuan perundang-
undangan sebagai berikut:

1} Undang-Undang Momor 24 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman
MNomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

4) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/3481/5) tanggal 14 September
2006 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Menangani Urusan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

5) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/9007/5] tanggal 04
September 2019 tentang Kelembagaan yang Menyelenggarakan Urusan
Administrasi Kependudukan di Provinsi.
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b, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat
Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat diberi kewenangan terkail tugas dan
fungsi sebagai berikut:
1] Dinas
Dinas mempunyai fugas membaniu Gubernur melaksanakan urusan
pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan
kepada daerah.
Dalam hal menjalankan tugas tersebut, Dinas mempunyai fungsi:
a) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di Bidang Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah;
b) Penvelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah;
¢} Penyelenggaraan administrasi dinas;
d) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di Bidang Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
¢) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas fungsinya.
2} Sekretariat
Sekretarial  mempunyai tugas  merencanakan,  melaksanakan,
menghoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi  umum,
kepogawaian, perlengkspan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan
program dan keuangan,
Adapun fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut:
a) pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas;
bl pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan
di lingkungan dinas;
¢} pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang
meliputi ketatausshaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumah-
tanggaan, asel, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di
lingkungan dimas;
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d)

&)

g
h)

1

k)

1}

pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata

laksana di lingkungan dinas;

pelaksanaan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian  inlern
pemerintah dan pengelolaan informasi;

pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan
pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas;

pelaksanaan pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan
pelaksanann  program dan anggaran tugas pembantuan  Bidang
Adminisirasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota;
pelaksansan pembinaan dan koordinasi Pengelolaan Barang Milik
Mepara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil da
Kabupaten/Kota;

pelaksanaan pembinaan dan koordinasi urusan Aparatur Sipil Negara
meliputi proses pengangkatan, pemberhentian dan penilaian Kinerja
pejabal yang menangani  erusan  administrasi  kependudukan  di
kabupaien/kota;

pelaksanaan pembinaan dan koordinasi perangkat dacrah vang
menangani urusan adminisirasi kependudukan dan pencatatan sipil di
kabupaten/kota; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam memjalankan tugas dan fungsi kesekretariatan, terdapat Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian yang mempunyai fugas melakukan urusan

persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi kepegawaian,

urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara.
Sub Bagian Umum dan Kepegawman mempunyai fungsi:

a)

k)

c)

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan
Kepegawaian;

penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan
kepegawaian di lingkungan dinas;

penyiapan hahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan,
analizis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan dinas;
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d)

g}

g}
h)
i}
il

k)

m)

fnj

penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan tekms di

Bidang Umum dan Kepegawaian;

penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan dinas;
penyiapan bahan pengelolaan rumah tangga;

penyiapan bahan pengelolaan asel;

penyiapan bahan kerja sama dan kehumasan;

penyiapan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

penviapan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan  ketata
laksanaan;

penyiapan bahan pengoordinasian dan pembinaan Pengelolaan Barang
Milik Negara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan sipil
di kabupaten/kota;

penyiapan  hahan  pengoordinasian  dan  pembinaan  urusan
pengangkatan, pemberhentian dan penilaian Kinerja pejabat yang
menangani urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di
kabupaten/kota;

penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas dukungan teknis kepegawaian di lingkungan dinas; dan
pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh pimpinan,

3) Bidang Fasilitasi Pendafiaran Penduduk
Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan
penviapan bahan penyusunan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan
umum di Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk.
Untuk melaksanakan tugas, Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
miampunyai fungsi sebagai berikui:

i}

b)

penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan
dan pengendalian teknis di Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk;
penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Fasilitasi Pendaftaran
Penduduk meliputi urusan fasilitasi sarana dan prasarana pendaflaran
penduduk, bina aparatur pendafiaran penduduk, monitoring evaluasi
dan dokumentass;

penyiapan penyusunan perencanaan, pembinaan umum dan koordinasi
di Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk meliputi  identitas
penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk, pengelolaan
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dokumen pencdaliaran serta monitoring, evaluasi dan dokumentasi;

d) penyviapan penyusunan kebijakan teknis di  Bidang Fasilitasi
Pendaflaran Penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang
penduduk, pendataan penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran
serta monitoring, evaluasi dan dokumentasi;

¢) pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan di Bidang
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk meliputi identitas penduduk, pindah
datang penduduk, pendataan penduduk dan pengelolaan dokumen
pendaftaran;

[} pelaksanasn pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk meliputi identitas penduduk, pindah
datang penduduk, pendataan penduduk dan pengelolaan dokumen
pendaftaran penduduk;

2) pelaksanaan kebijakan di Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
meliput: identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan
penduduk dan pengelolaan dokumen pendafitaran penduduk;

h) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di
Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk; dan

i) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan,

4) Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil

Bidang Fasilitasi Pencatatan  Sipil mempunyai tugas melaksanakan

peryiapan penyusunan kebijakan tcknis, fasilitasi dan pembinaan umum di

Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil mempunyai

fungsi sebagai berikut;

a) penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan
dan pengendalian teknis di Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil;

b) penyelenggaraan wrusan pemerintahan Bidang Fasilitasi Pencatatan
Sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian,
perubahan status anak, pewargancgaraan. monitoring, evaluasi dan
dokumentasi;

¢} penyiapan penyusunan perencanaan, pembinaan umum dan koordinasi
di Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil meliputi pencatatan kelahiran,
kematian, perkawinan, percernian, perubahan  status  anak,
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pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
d) penyiapan penvusunan kebijakan teknis di Bidang Fasilitass

Pencatatan Sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan,
perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, monitoring,
evaluasi dan dokumentasi;

¢} pelaksansan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan di Bidang
Fasilitasi Pencatatan Sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian,
perkawinan, perceraian, perubahan status anak. pewarganegaraan,
monitoring, evaluasi dan dokumentasi;

f) pelaksanasn pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang
Fasilitasi Pencatatan Sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian,
perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaradn,
monitoring, evaluasi dan dokumentasi;

g) pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil meliputi
pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan
status anak, pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;

h) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di
Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil; dan

1) pelaksanaan tugas kedinasan bain yang dibertkan pimpinan.

5) Bidang Pengelolaan Informasi  Administrasi  Kependudukan dan

Pemanfaatan Data

Ridang Pengelolaan Informasi Administrasi  Kependudukan dan

Pemanfaatan Data mempunyal f(ugas merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan

yang meliputi pengelolaan informasi administrasi Kependudukan dan
pemanfaatan data.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan dan Pemantaatan Data mempunyai fungsi sebagai berikout:

a) penvelenggaraan  pengksjian  bahan  kebijakan  teknis  Bidang
Pengelolaan Informasi Adminisirasi Kependudukan dan Pemantaatan
Data;

b} penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan
dan pengendalian teknis di Bidang Pengelolaan Informasi administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
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c) penyelenggaraan urusan pemerintzhan Bidang Pengelolsan Informasi
Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data meliputi aspek
Fengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, Kerja sama dan
Inovasi Pelayanan, Monitoring dan Evaluasi Data;

d) penyiapan penyusunan perencanaan, pembinaan umum dan koordinasi
di penyusunan perencanaan pengelolasn  informasi  administrasi
kependudukan yang meliputi  sistem  informasi  administrasi
kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata
kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia
teknologi informasi dan komunikasi sera kerja sama administrasi
kependudukan, pemanfaatan data;

¢} pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan sistem
informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian dats
kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan
sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta kerja
sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan di kabupaten/kota;

f)  pelaksansan pongelolaan informasi administrasi kependuduksn vang
meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan
penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber dava
manusia teknologi informasi dan komunikasi;

2) pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data
kependudukan: dan

) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

e.  Struktur Organisasi
Merujuk pada Peraturan Gubernur Sumatern Barat Nomor 29 Tahun 2023,
struktur organisasi  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Sumatera Barat terdiri dari:
L) 1 {satu) orang Kepala Dinas;
2) 1 (satu) orang Sekretaris yang dibantu oleh | (sat) orang Kepala Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian:
3) 1 {satu) orang Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk;
4) | (satu) orang Kepala Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil, dan
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3) | isatu) orang Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
kependudukan dan Pemanfantan Data.
Selain pejabat struktural sebagaimana diuraikan di atas, dalam rangka
menjalankan tugas dan fungsi non  wusan maupun urusan, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat juga dilengkapi
dengan unsur pejabat fungsional analis kebijakan yang berasal dari penyetaraan
eselon IV yang berjumlah 6 {enam) orang,

Dalam hal nugas pokok dan fungsi pejabat fungsional, merujuk pada Pasal
28 ayat | Permen PAN dan BB nomor 17 Tahun 2021, pejabat fungsional vang
beralih dari jabatan pengawas (eselon IV) tetap melaksanakan mekanisme dan
pengelotaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan
yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi diterbitkan.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Sumatera Barat, schagai berikut:

Gambar 1.1,
Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
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d. Sumber Dava Manusia
13 SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Keseluruhan

Berdasarkan kondisi per 31 Desember 2025, jumlah personil kescluruhan
(ASN/MNon ASN) berjumlsh 45 orang yang terdiri dari 29 (dua puluh
sembilan) orang berstatus ASN/PNS dan 16 (enam belas) orang berstatus
tenaga owsowrcing’kontrak. 15 Tenaga owutsourcing dibawah naungan
Sekretariat (4 orang tenaga sopir, & orang tenaga pengamanan, 5 omng
tenaga kebersihan) dan | orang di Bidang Pengelolaan PIAK & PD sebagai
tenaga IT.

Grafik 1.1
Scharan SDM Dinas Dukeapil per 31 Desember 2015

Sekretaniat W Biudang Fasiiitas) Dafduk = Bidang Fadlitasd Capll @ Sidang FLAK & FD
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2y Jumlah ASN/PNS berdasarkan Pangkat'Golongan
Dilihat berdasarkan pangkat/golongan, maka ASN/MPNS pada Dinas
Kependudukan dun Pencatatan Sipil Provinsi Sumatern Baral dapat
dikelompokkan menjadi:
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Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

N0 NAMA PANGKAT GOLONGAN RUANG JUMLAH

GOLONGAN IV

1 Pembina Utama I E -
2 Pembina Utama Madya v D !

3 Pembina Utama Muda v C .
4 Pembina Tingkat I 1w B 4
O S o 2 :
1 Penata Tingkat I 1 D 10
2 Penata 1 C 4
3 Penata Muda Tingkat [ I B 2
4 Penata Muda |l A 3

GOLONGANTL

1 Pengatur Tingkat | i =T 1

2 Pengatur ! ] c 3

3 Pengatur Muda Tingkat I B =

1

4 Pengatur Muda 1l A =
= lixia GOLONGANT
1 JuruTingkatl 1 D -

2 Juru _ 1 C .

3 Juru Muda Tingkat | [ B -

4 Juru Muda Lan A -

Jumiah: 9
Sumber data: Subbag Usm dan Kepegawaian '
Secara grafik, dapat disajikan sebagai berikut:
Grafik 1.2
Jumlah ASN/PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan
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Sumber data: Subbgg, Umum dan Kepegawaian
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3) Data ASN/PNS berdasarkan tingkat pendidikan

Dari segi pendidikan terakhir, ASN/PNS lingkup Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 (dua belas) orang
dengan pendidikan master (strata 2/82), 14 (empat belas) orang dengan
pendidikan sarjana (strata 1), dan 5 (lima) orang dengan pendidikan

diploma.

Grafik 1.3
ASN/PNS berdasarkan Pendidikan Terakhir

Jumlah Pegawai

Masker (521 farjana (S1/0NV] Depdoma (D)

m— [yrnia b Pegawal

Sumber dit; Subbap. Umum dan Kepeponeriarn

4) Perbandingan Kebutuhan yang Scharusnya dengan Ketersediaan ASN/PNS

Berdasarkan Anjab/ABK

Dari  sisi  kebutuhan/kondisi ideal jumlah ASN/PNS, berdasarkan
Keputusan Gubernur Nomor 060 - 539 - 2025 tentang Hasil Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Sumatera Baral, kebutuhan ideal ASN/PNS seharusnya
berjumlah 70 (tujuh puluh) orang. Hal ini dapat dilibat pada tabel berikut:
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Tabel 1.2
Kebutuhan dan Ketersediaan ASN/PNS

NO. NAMA IABATAN KEBUTUMAN  KETERSEDIAAN
¥ = —— Y
1| Kepala Dinas 1 1|

2 | Sekretarls Dinas . 1 1
3 | Wasubbag Umum dan Eapegawaian 1 A
. 4 | Peréncana Miuda N - o N i o -
5 P:H:m:.llﬂ Petama 2 _I:I
& | Penelaah Teinis nh].at-: 5 4
| _I i Wh Data dar infonmas 5 4
& | Pengadministrasi Perkantoran 5 @
* Bidang Fasiitasi Pondaftaran Penduduk 15 s
| @ Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk 1 1
10 | Analis Kebyakan Madya 1 o :
11| Analis Kebiakan Anl Muda o BETEE
12 | Analis Kebijakan Pertama 3 0
|13 Penelaah Tekns Kebijskan 3 2
| 14 | Pengnlah Data dan Informasi 1 e
| 15 | Pengadministrasi Perkantoran 3 0
| Bidang Fasilicasi Pencatatan Sipi 15 7
| 18 :n;nh Bidang Fasiinasl Pencatatan Sipil 1 1
17 | Al kobigakan Matys 1 | o
18 | Analis Kebgakan Ahli Muda - - 3. i 1 —
19 | &nalis Kebigakan Pertama . ] a
20 | Penelaah Teknis Kebijakan 3 3
21| Pengoiah Data dan Informasi K F
? Pergadministrasi P:rnninun - | i |
l-I.lI.ll'tl Pengetolamn Inl'nl'm-l Adrmindstras] 18 & ]
m dan Pemanfaatan Data
13 | Wepala Bidang Pengeiolaan informasi Administrasi ¥ ' g
Kependudubkan dan Pemanfastan Data
24 | Analls H.ehui!k.in hh:l'ﬂ o - : | o -
25 | Analis Kebijakan Ahli Muda . 1
26 | Anslis Kebgakan Pertams a o
17 | Penslaah Teinis l:hlllh: ? x 1
18 le_uhh Oatas dlan hfl:l'l'l-f B 5 i':
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T
29 | Pengadministrasi Perkantoran 3 0

= jumkah N
Sumber data; Subbag. Lmum dan Kepepawaian
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase ketersediaan ASN/PNS
atas kebutuhan vang seharusnya hanya sebesar 4143%. Kekurangan
personil ini lebih banyak dari jabatan fungsional dan pelaksana.

1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat merupakan
unil organisasi vang bertanggung jawab dalam urusan wajib non pelayanan dasar
dalam hal administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sehubungan dengan
sasaran kepala dacrah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera
Barat secara cksplisit tidak masok dalam unit organisasi yang secara langsung
mendukung sasaran kepala dacrsh. Namun demikian, urusan administrasi
kependudukan dan pencatstan sipil merupakan dasar dani seluruh lavanan terkait
dan atau membutuhkan data kependudukan,

Secara unit organisasi pemerintah dacrah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil tetap menunjang visi dan misi kepala daerah yang dirumuskan dalam
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPIMD) Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2021-2026. Dengan tugas pokok dan fungsi vang diemban, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu
unit kerja pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menunjang kinerja Gubernur
Sumatera Barat pada Misi 7 vaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan
Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitus dengan Tujuan
Terwujndnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani.
| (satu) dari 3 (tiga) Sasaran yang berkaitan dengan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat pada misi dan tujuan tersebut adalah
Meningkamya kualitas pelayanan publik.

Dalam hal menunjang capaian sasaran kepala daerah di atas, dan merujuk pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman
Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan
Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat provinsi
mempunyai wewenang sebagai sebagai berikut:

a. Koordinasi antar lembaga pemerintah lembaga non pemerintah di provinsi dan
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antar kabupaten/kota secara berkala;
b. Penyvusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantapsan, evaloasi, dan

pengendalian urusan administrasi kependudukan di provinsi;
c. Penyusunan tata cara pengelolaan data kependudukan yang bersifat data
perseorangan, data agregat, data pribadi di provinsi dan kabupaten/kota;

d. Fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;

e. Pemyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan;

f. Sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;

g.  Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;

h. Komuntkasi, nformasi, dan edukasi kepads pemangku kepentingan dan

masyarakat;

i. Pembinzan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, termasuk
pembinaan  pendokumentasian  penyelenggaraan  urusan  administrasi
kependudukan;

J- Bimbingan tcknis pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan
informasi kependudukan, dan pendayagunaan data kependudukan;

k. Supervisi kegiatun verifikasi dan validasi data  kependudukan serta
penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;

l. Pemantavan dan evaluasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan:

m. Pemberian konsultasi penyelenggaraan wrusan administrasi kependudukan;

n. Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
dan

o, Pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.

Secara garis besar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat provinsi
mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan/pengelolaan urusan administrasi
kependudukan termasuk melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan
dengan fembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah tingkat provinsi, serta
bertanggungjawab uniuk penyajian data kependudukan yang diharapkan menjadi
salah satu ascvan perumusan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat provinsi juga bertanggungjawab atas
pelaksanaan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi terhadap
Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
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Kewenangan untuk pemanfaatan data kependudukan, pelaksanaan pemanfaatan
data kependudukan merupakan amanah dari Peraturan Mentenn Dalam Negeri
Momor 17 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data
Kependudukan, Dalam Permendagr ini telah diatur secara detail aluritata cara
pemanfaatan data kependudukan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi
(dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat provinsi), maupun
kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat provinsi sebagai
perwakilan pemenintah pusat di daerah vang menjalankan fungsi koordinasi,
monitoring, serta cvaluasi pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan antara
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten'Kota dengan lembaga
pengguna yang menjadi kewenangan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota,

Beberapa contoh strategis kerjasama pemanfaatan data kependudukan, antara
lain:

a. hkerjasama pemanfastan data kependudukan menggunskan metode web servis
dan web portal dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat pada proses
seleksi penerimaan Peserta Didik Baru di jenjang pendidikan yang menjadi
kewenangan Dinas Pendidikan tingkat provinsi;

b. Kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Barat dan dinas/pemangku kepentingan lainnya untuk melaksanakan
verifikasi dan verifikasi data stunting:

¢. Kerjasama pemanfastan data kependudukan dengan Dinas Sosial Provinsi
Sumatera Barat terkait penyandingan data penduduk penerima bantuan sosial;

d. Kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan Badan Pendapatan Daerah
dalam pendataan target pajek kendaraan bermotor;

e. Kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan rumah sakit milik
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

Dari fungsi koordinasi/pengawasan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
tingkat provinsi memiliki peran penting guna pemberian rekomendasi untuk
pengangkatan dan atau pemberhentian pejabat di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil tingkat KabupatenKota sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam MNegeri Momor 60 Tahun 2021 tentang Pengangkatan,
Pemberhentian, dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat
Administrator, Pejabat Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
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Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selain dari hal di atas, berdasarkan haesil Rapat Koordinasi Nasional
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diselenggarakan oleh Ditjen Dukcapil
Kemendagri pada tanggal 4 - 6 November 2024 di Mataram, Nusa Tenggara Barat

dan ditegaskan ulang pada kegiatan Forum Dukeapil Prima yang diselenggarakan
secara daring pada tanggal 19 November 2024 yang juga dikomandoi oleh Ditjen
Dukcapil Kemendagri dengan tema “Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun
2024", disampaikan bahwa Ditjen Dukcapil Kemendagri akan membenkan
kewenangan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat provinsi
untuk memfasilitasi penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) bagi
penduduk yang berada di luar domisili tetapnya, yang seyogyanya kebijakan ini
akan mulai dilaksanakan pada tahun 2025. Namun demikian, sampai dengan
triwulan IV tahun 2025 aturan baku sebagai landasan hukum pengimplementasian
kebijakan tersebut belum ada.

Jika kebijakan ini dilaksanakan, maka masyarakat potensial yang membutuhkan
layanan ini berupa:

4. Pegawai pemernintah/swasta yang bertugas dalam rentang waktu tertentu di
daerah Provinsi Sumatera Barat, tetapi tidak memindahkan data kependudukan
dari tempat tinggal asalnya;

b. Mahasiswa dari luar dacrah baik dalam maupun luar provinsi vang sedang
menempuh pendidikan di Sumatera Barat;

¢. Masyarakat lainnya yang sedang berkunjung ke Sumatera Bamat, dan lain
sebagainya.

Dalam rangka menunjang togas pokok dan fungsi terkait pengelolaan
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selain dari segi sumber daya
manusia yang tersedia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Sumatera Barat juga telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang
kelancaran pelaksansan tugas urusan maupun penunjang yang diamanahkan,
sebagaimana yang disajikan secara ringkas pada tabel berikut:
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Tabel 1.3
Rincian Asetl Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi Sumatera Barat 2025
Jenis | Jumish Huramy | Nilwi Bokn
No Sub Rincias Porsil | Jumish | Tabus Berjalan |
— (Ry) |
1 Asel Tanah |
Tetap teenth persil | 2 4,426, [92. 000,00 |
Alnt Baniu 1
electric generating sel F il
Al Angkutan Bermotor i
Alal anghutan darar hermotor 5 31.748.750.28 |
Alnt Ukur
N et wkur ] -
Alat Kantor dan Huomah
Tangga
alai tanror 34 A3 062 500 32
alal rumah tangga 226 12.250.502 40
mieser el kv kewiodrapar -
- pejubat 72 !
Alat Studio, Komunikasi dan
Pomaacar
s studio 34
alin komnmnikaxi I
Komputer
komputer uil 72 [86.8%6. 250,00 |
Peralatan kompter A3 14, 143.098, 08 |
Bangunan Gedung '
haviginan gedung lempal keria 2 5655 008 86
bangunan gedung tempat tinggal ! 36,292 800,00
2 | Asei Ased Lain-lain
Luinnya  azet lain-lain - -
Jumlah 2 5M) | 5.656.845.200,84

Sunber oo :m Keuangan Semester i 2023

Berdasarkan data di atas, per 31 Desember 2023, terdapat beberapa aset yang
dikelols Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dengan
nilai buku 0 (nol) namun secara kpantitas masih dihitung sebagai aset, diantaranya
Electric Generating Set, alat ukur, meja dan kursi kerja/rapat - pejabat. alat studio,
dan alat komunikasi.

L3 PERMASALAHAN UTAMA (Strategic Issued) Y ANG SEDANG DIHADAPI
ORGANISAS]

Sebagai suatu unit kerja yang merangkum banyak aspek penduking, tentu
dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi serta kewenangan yang diamanahkan pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas
dari berbagai permasalahan utama baik secara langsung maupun lidak langsung
yang berpengaruh pada proses perealisasian target vang telah ditctapkan baik di
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tingkat unit kerja dinas maupun untuk mewujudkan sasaran kepala dacrah.

a. Hambatan Internal

1)

1)

3)

Secara kuantitas, jumlah SDM aparatur yang masih sangat kurang (hanya
20 orang dari kebutwhan 70 orang). Kondisi ini tidak lebih baik jika
dibandingkan dengan kondisi pada tahun akhir tahun 2024, dimana jumlah
ASN vang tersedia berjumiah 31 orang dari total kebutuhan 53 orang
(berdasarkan anjab ABK sebelumnya). Selama tahun 2023, terdapat mutasi
ASN keluar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Sumatera Barat ke OPD lain di lingkup Pemerntah Provinsi Sumatera
Barat di level jabatan fungsional analis kebijakan;

Belum meratanva kapasitas/kemampuan SDM aparstur yang memiliki
kompetensi  pelaksanaan  tugas dan  fungsi  urusan  administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam hal peningkatan kualitas
aparatur, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap mengupayakan
mengirim ASN/PNS untuk mengikuti berbagai bimbingan teknis maupun
pendidikan dan pelatihan baik secara luring maupun daring. Namun tidak
semua kegiatan bimtek/ diklat vang diselenggarakan baik di tingkat daerah
ataupun pusat dapat diikuti. Hal ini lebih disebabkan terbatasnya
ketersedizan anggaran;

Masih ada catatan-catatan vang harus dipenuhi terkait dengan penerapan
standarisasi keamanan dats berdasarkan Standar Nasional Indonesia
International Organization Foy Standardization/International
Elecirotechnical Ceommission 27001 (SNT ISOJEC 27001), dimana
penerapan SO ini schagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Dalam
Megeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan
Pemanfaatan Data Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi
Administrasi Kependudukan, Walaupun secara sertifikat penerapan 150
27001 sudah diterima pada Tahun 2024 sebagai hasil asesment yang
dilakukan oleh QUBA, sebuah lembaga independen yang ditunjuk oleh
Dircktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagr.
Adapun beberapa catatan yang harus dipenuhi antara lain  belum
tersedianya antivirus untuk server dan cliens, pengadaan UPS untuk client
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serta pelaksanaan bimbingan teknis bagi aparatur pengelola SIAK. Belum
dipenuhinya hal-hal ini disebabkan tidak tersedianya anggaran; dan

4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Baral
mengalami efisiensi anggaran yang sangat mempengaruhi Kinerja, terutama

kinerja urusan. Pagu urusan pada APBD Mumi Tahun Anggaran 2025
berjumlsh Rp.460.034.000.- turun menjadi Rp.247.422.000.- pada APBD
Perubahan atau sebesar 46,22%,

b. Hambatan Eksternal

1) Salash sam komponen untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan
kuantitas pelayanan adalah ketersediaan blangko KTP-el. Penycdiaan
blangko tersebut memjadi kewenangan mutlak Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Jumlah
persediaan blangko KTP-el di Ditjen Dukecapil Kemendagri belum mampu
memenuhi kebutuhan vang diajukan. Jumlah kebutuhan blangko KTP-el
tersebul semakin tinggi setelah terjadinya bencana banjir dan tanah longsor
pada pertengahan Triwulan IV Tahun 2025 yang mengakibatkan hilangnya
dokumen kependudukan masyarakal (salah satunva KTP-el) yang
terdampak bencana;

2) Masih ada lembaga-lembaga (terutama instansi vertikal/pemerintah pusat)
yang memiliki  aturan'kebijakan  tersendin  terkait penggunaan data
kependudukan vang kadang tidak sejalan dengan aturan yang telah
digariskan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri,
Dimana Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri yang
menjadi satu-satunya instansi yang diberi kewenangan penuh dalam hal
pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kondisi mi
berakibat terkendalanya masyarakat vang membutuhkan layanan dengan
aturan/kebijakan yang saling umpang tindih tersebut;

3) Kondisi geografis kabupatenkota di Sumatera Barat turut mempengaruhi
kinerja layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Hal
berakibat pada jarak/wakiu tempuh dan biaya yang dikeluarkan masyarakat
untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil terutama di daerah kepulauvan dan perbukitan yang tidak didukung
dengan infrastrukiur jalan yang memadai. Di sisi yang berbeda,
ketersedisan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
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kabupaten/kota juga tidak memadai untuk melakukan layanan jemput bola
ke masyarakat;

4) Belum meratanva cakupan akses internet yang menjadi sarana utama
polayanan di seluruh kabupatenkota juga turut menghambat layanan
kependudukan dan pencatatan sipil kepada masayarakat. Terbatasnya
jaringan intermet ini sangat berpengaruh saat dilakukannya pelayanan
langsung ke lapangan.

5) Kendala dan permasalahan vang dihadapi dalam pencapaian target kinerja
dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil di kabupaten’kota se Sumatera Barat, diantaranya:

a) terbatasnya pelayanan jemput bola ke nagari/desa, sekolah, ke rumah
penduduk, panti sosial, dan lain-lain yang disebabkan minimnya
anggaran operasional layanan;

b) keterbatasan anggaran untuk pengadaan ribbon, film, dan blangko
KIA; serta rendahnys kuantitas dan kualitas peralatan rekam, cetak
KTP-el dan KIA dengan kondisi baik

¢} rendahnya kuantitas sumber daya manusia dalam penyvelenggaraan
administrasi kependudukan di Kabupaton/Kota.

6}  Adanya kekosongan jabatan struktural, fungsional maupun pelaksana pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota. Dengan
kebijakan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional, maka untuk
pengisian kembali posisi jabatan fungsional yang kosong akibat terjadinya
mutasi/promosi dan memasuki masa pensiun harus melalui mekanisme
ujian kompetensi. Dimana pelaksanaan  ujian  kompetensi menjadi
kewenangan penuh instansi pembina kepegawaian di tingkal pusat. Dengan
kondisi ini, berakibat pada tidak optimalnya roda organisasi‘unit kerja
dalam mengelola/mengemban amanah yang telah diberikan,

7) Terjadinya musibah beneana alam (banjir/tanah longsor) yang berdampak
sangat besar di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat pada
akhir November 2025, vang tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan
material tetapi juga mengakibatkan banyaknya dokumen masyarakat yang
hilang/rusak, termasuk dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

%) Dalam tataran yang lebih prinsipil berupa kebijakan klasifikasi urusan,
wrusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masuk dalam
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kategori urusan wajib non pelayanan dasar. Dari sisi yang berbeda,

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan hal paling
mendasar  bagi  setiap  warga negara  untuk  mendapatkan - status
kewarganegaraan berupa identitas kependudukan yang dijadikan syarat
mutlak untuk mendapatkan segala jenis layanan publik baik pemerintahan
dan atau non pemerintahan. Jika seorang penduduk membutuhkan layanan
dari instansi apapun namun terkendala dengan data kependudukan, maka
dipastikan instansi/unit kerja pemberi layanan akan mewajibkan kepada
individu tersebut untuk menyelesaikan vrusan data kependudukannya ke
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

9) Salah satu imbas kebijakan sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 8
(delapan) di atas adalah pada kebijakan anggaran. Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil baik di tingkat provinsi maupun kabupatenkota yang
bertanggung  jawab  penuh terhadap seluruh  layanan  administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil mendapatkan alokasi anggaran yang
sangat terbatas. Dengan keterbatasan anggaran tersebut, ruang gerak uniuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan adminisirasi kependudukan
dan pencatatan sipil kepada masyarakat juga terbatas. Akibat kondisi ini,
maks penduduklah yang menerima komsekuensimya. [Disaat terjadinya
“keriuhan”™ di tengah masyarakat scbagai dampak dari tidak maksimalnya
layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka yang akan
disalahkan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat
provinsi maupun kabupaten'kota.

O — ——
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| BABH | PERENCANAAN KINERIA J

2.1,

TUJUAN DAN SASARAN OPD

Tujuan maupun Sasaran Strategis Kinerja Dinas Kependudokan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Sumatera Barat merujuk pada dokumen Rencana Strategis {Rensira)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-
2026 yang telah ditetapkan dan disahkan sebelumnya. Dokumen renstra dinas ini
merupakan wujud pengimplementasian dari dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJIMD) Provinsi Sumaters Barat sesuai tugas pokok
dan fungsi yang diemban serta tetap mengacu pada visi, misi kepala daerah. Dalam
dokumen renstra  tersebut menjabarkan program/kegiastan/sub  kegiatan vang
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam periode 5 (lima) tahun vang dibagi
dalam target kinerja tahunan.

Schagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat sebagai organisasi pemerintah daerah
lingkup Pemerintah Provinsi Sumaters Barat menyelenggarakan  urusan
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil telah menetapkan tjuan dan
sasaran kinerja organisasi dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil 2021-2026, vaitu:

Tujuan I :© Mewunjudkan Database Kependudukam Sebagai Salah Satu
HBasis Data Pembangunan Daerah

Sasaran | Moeningkatnya pemanfastan data  kependuduksn  vyang
ternntegrasi

|-

Meningkatnya  penduduk  vang memiliki  dokumen
kependudukanyang lengkap

Tojuan 2 Meningkatnya Organisasi vang Akuntabel dan Melayvani
Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
1 Meningkamnya Kualitas Pelavanan Organisasi

_
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Seperti vang telah diuraikan secara singkat pada Bab 1, bahwa Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tidak menjadi
organisasi perangkat daerah yang mendukung secara langsung visi, misi, tujuan,
serta sasaran kepala daerah. Mamun sebagai sebagai unit kerja yvang menangani
urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang merupakan klasifikasi
urusan wajib non pelayanan dasar, maks Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat tetap mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran

kepala daerah, dengan hicrarki scbagai berikut:

Tabel 2.1

Hubungan Hierarki Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah
dengan Tujuan dan Sasaran OFD

Py Kt Dhedkrh

Terwuindnys Sumuters Warat Modas vang Ungaul dos Beeloionjutos

Misi Kepala Doerak {Mixi 7)
Mewujudkan Tata Kelola Pemeriniahan dan Pelayanan Poblik yang Bersih, Akuntabel
serta Berkualitns
Tujnan KDH | Sascaran KOH Tujunn OPD Sasgran OP[)
i T siran F i
!!hﬂ- il T}
Terwajudnya Meningkatnve 1 Mewnjudkan Meninghatnys
kualitas tats kelodn | Kualitas Taiabase pemanfastan daia
etz rhiila b Pelayanan Fabik Kepenadwdsksn kependodukan yung
dengan aparainr Sebagai Saluh Satu rerinbegrasi
yang melayan Hasis Data
PFembangunan
Daernh
imdlifantar kinerin imcfikaroar kinerya: rudibine Eineria dneliksaror kimerya:
Frdeky reformasy Fudeky persepsi Furadaly peorarnbufor Ferxenfare pn'n:ul.li
Aipmkras kmalinas dmfimrreuesd diero idaerumh Hogkup pravian
Pelayanmn pobiik kgpendudukan sy v faaskan divto
kepeadudukan
Meaingknimyn  penduduk
vang memilikl  dokmmen
kependudukan yang
lemghap
imalikror kinena,
Pericmiose kepemilikon
. sk agreent bpesnaludihan
I Meningkatnyn Meningkatuya
Crrganiszsl yang akumizabibiias kimerjs
Akoninbel dun irganisas
Melsyani
imtilaior kineri fnaflmtor kweria
F. Nilai ok sariraiidifa idai ark s diiras Kfmenja
kinerje OFD LR ]
2. Tinghat kepuason Menimghainya louabitas.
derhadap pelsyamnn prganisssi
pelayanin
erganisrsd
imdikator kimerja:
pelayanan organiest

Sumber data: dokumen REJMD 2021 - 2026 Prov. Sunber dan Renstra Dingy Dukeapd] 2021-2026

ke apned H Lenadern Basnd



Dari tabel di atas diketashui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat berikut dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang
sudah diumikan pada Bab I, menjalankan urusan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil vang memberikan layanan baik secara langsung maupun tidak

langsung kepada masyarakat maupun pengguna data kependudukan baik secara
institusi maupun perorangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku, Terkait dengan layanan kepada masyarakat tersebut, maka
dalam hubungannya dengan visi, misi, tujuan dan sasaran kepala daerah, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barst menjadi salah satu
organisasi perangkat daersh vang secara implisit menunjang pencapaian target
kinerja yang telah dirumuskan pada Sasaran 3 pada Tujuan - Misi 7, sebagai
terjemahan dari Visi Gubernur Sumatera Barat dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

2.2. PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perencanaan kinerja Tahun 2025 sebagai dasar penetapan perjanjian Kinerja,
diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian
sumber dava vang dimiliki. Setiap sasaran sirategis yang telah ditetapkan dijabarkan
lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terdapat sejumlah
kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada
tshun bersanghkutan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Perencanaan
kinerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera
Barat diwujudkan dalam bentuk Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2025.
RKT terscbut adalah salah sa bentuk implementasi (pemanfaatan) dokumen
Perjanjian Kinerja dan Renstra dalam perencanaan Kinerja tahunan.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan iekad dan janji dalam bentuk
kinerja vang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang
menerima  amanahfianggungjawab/kinerja  dengan pihak yang memberikan
amanah/tanggungjawab/kinerja terschut. Dengan demikian perjanjian Kinerja ini
merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima
amanzh kepada stasan langsungnya. Perjanjian kincrja ini akan menggambarkan
capatan kinerja yang akan diwujudkan olech sumiu instansi pemerintah/unit kerja
dalam suwatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber dava yang
dikelolanva. Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas
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dengan atasannya { Performance Agreement). Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar
Rencana Kinerja Tahunan, vang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya
vaitu setelah proses anggamn {(budygeling process) selesai. Aktualisasi Kinerja

sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Sumatera Barat. Dalam dokumen Peranjian Kinerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Baral terdapat kesepakatan
atou perjunjian kinerja antara Gubernur Sumaters Barat selaku Kepala Dacrah
dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja LUtama
(IKU} sesuai dengan sasaran vang termuat dalam Rencana Strategis [Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Sebagai turunan dar rumusan tujuan dan sasaran dinas pada dokumen Renstra
dalam bentuk KLU dan PK Dinas, untuk tahun 2025 telah ditetapkan target indikator
perjanjian Kinerja, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Sosaran

Meningkntkan pemanfiaton dotn | Persentase perangkot dacrah lingkup
kependudukan yang teritegrasi provinsi yang memanfaatkan data
R PO - W | kependudukan
2 | Meningkoinya penduduk ving Persenitase kepemilikan dokuemen 04, 25%
memiliki dokumen kependudokun | kependudukan
yang kengkap ——
3| Meningkstnya akuntabilite Milai alamiahilites Linerja OFD A
kincrja organisasi (BLO5}
4 | Meningkatnya kimlitas Pelayanan Tirm]r_.'u h!pm:lm terhadap pelayanan Sangat
organisasi | cmmmiem Hinik (90} |
Sumbaer dota: Perjaniion Kinerja JPT Divdnkeapil Tahu 2025

Dari 4 (empat) indikator sasaran yang menjadi bagian Perjanjian Kinerja,
terdapat 2 indikator yang dilakukan penyesuaian target kinerja. Dalam arti target
kinerja vang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 lebih vngei dari
target yang telah ditetapkan pada dokumen renstra Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Hal ini berdasarkan
hasil kesepakatan atas pembahasan penetapan target kinerja dengan Biro Organisasi
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Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada 20 Februari
2025, Penyesuaian ini berdasarkan pada realisasi/capaian dari target indikator
kinerja pada tahun 2024 yang sudah melebihi target pada tshun 2025. Secara
terperinci dapat dilihat pada tabel berikut (khusus untuk Sasaran 3 dan 4):

Tabel 2.3
Perbandingan Target Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 1.1 dan 2.2

Sasariun Indikator Realisasi  Target Herdiasarkan  Target vang

Kinerjn Taliun Henstra 2021-2026 disepakati
2024 (Tahun 2025) {Tahunm 2025}

h-I:niug}l.n_ln}'n = A BA A
#Ml':lﬂﬁlwi m"""'“’ﬂm' {B0,44) (79.5) {B0,05)
Meninghkastiya | Tinghat

kualilas bt ey Ranygsl Daik Haik S Bk
relnmn f‘:““"“"l (94,79) (80 (90}
Organ s

Sumber data: Dt diclak

Target Tahun 2025 disepakati untuk dilakukan penyesuaian dari target yang
terdapal pada rensira namun tidek disamakan dengan realisasi pada tahun 2024.
Faktor utama vang dijadikan pertimbangan dalam penetapan target indikator kinerja
tersebut (lebih tinggi dari target renstra dan lebih rendah dari realisasi Tahun 2024)
adalah faktor sumber daya baik sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran.

Dalam rangka merealisasikan target inidikator kinerja, dinas sebagai unit
organisasi perangkat daerah tentu didukung dengan anggaran yang dibagi kepada
program/kegiatan/sub kegiatan. Berikut uraian anggaran Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Tahun 2025 berdasarkan pagu mumi maupun pagu perubahan:

Tabel 2.4
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015

S T =B gt el O

212 URUSAN PEMERINTAHAN | RISLGGES0S  T.S507.164.317
BIDANG ADMINDUKCAPIL_ | ’

21201101 78.223.000
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2120010001 | Penyusunan Dokumen Perencanann 99381000 34,583,000
Perangkat Doerh =. 1 R M
| 2.12.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan 13.015.000 3, 760000
: Capaian Kinerja dom Ikhiisar Realisasi
| KimgaSKPD [—= s
ZVE0110007 | Evalvas Kine Perangkit Do | 47200000 | 39880000
21200102 Mmmn#rnl Keuangan Peranghat | 4689577077 | 4.3&3.:|'.|'_m .
| 212.011.0200 _mrmﬂdi dan Tonjangan ASN | 4510207077 | 4730623361 |
| 212.01.1.0203 | Peloksanosn Penstausihaan dan 157 0800 [ 23, 4800430
| = | Pengujian (Verifikasi Keuangan SKPD
2.12,01.1.02.07 Mﬁwm 22.200.000 8,114,000
oot | 5 :
SKPrD s
| 1200103 Administrasi Barang Milik Daerah 47,735,000 42,365, I4H)
pada Perangkat Dacrah |
2120110302 | Pengamanun Barung Milik Dacesh 38,300,000 IR.300.000
2.12.01.1. 0306 | Menatausahaan Barang Milik Ducrah 9.435.000 4.065.000
LI2000.05 | Adminisirasi Kepegawaian Peranghat 0 1.500.000
2120000509 | Pendidikan dan Pelatiban Pegawai N =N 1,500,000
=1 =8 | Berdasarkon Tugas don Fungsi :
ik Daerah : e ]
212.00,1.0601 | Penvediain Komponen [nstalasi 25 040, D60 6. 248, 200
= Listrik Pencrangan Bangunan Kontor
(LI20110604 | Penyediaan Logistik Kantor 145,547,500 | B4.T91.600
| 2120110605 | Penyediann Barang Cetakan dan © 158.926.600 61.051.250
| Penggandaan = e
| 2120110606 | Penyvediaan Bohan Bocaon dan Peraturan 13360000 10860 000
2120000609 | Penyelenggarman Ripat Koordinasi dan 1.154.639.035 Bt 929 874
| Konsulasi SKFD __=
1.52.01.1.06.11 Dﬂﬂan Pefaksanaun Sistem CAELE TR 5 (R (R
= Pemerintatian Secara Elekironik : &
Z1201.1.47 Pengadaan Barang Milik Daernh (300 EHD 213026084
Milik s
| 2120010706 | Pengudaan Peralatan dan Mesin Lainmyn | GHLO00.KK | 21 3.036.000
1.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Fenunjang Urasan 10K35.510,032 1031920032
P Femerintuh Daerak . o
2.12.00.1.08.02 | Penyedinmn Juss Komunikasi, Sumber 2531.740.0K 247,140,000
Lt A ‘Daya Alr dan Listrik Ceeee. 3 VA |
2.12.01.1.08.04 Penyedinan Jasa Pelayanan Unmm TRLTRONIZ | TR4.TRO.032
K andor =" s S g
ST : B N e - e o |
2120110902 | Penyedizan Jasa Pemelibarmun, Biayn | 135.000.000 L7295, (KK) |
Pemeliharaan, Pajak dan Periziman
Kenidurasn [Hnas Operasional ato
Eapangan LA
2120010008 P:u‘u:llh.lmrufﬂduhllm Creduny I83.533.262 |  44.640.000
-  Kantor dan Bangunan Lainnya | SNSRI
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21201010011 | Pemeliharaun/Rehabilitusi Surons don 26,950,000 21E40.I
S sai Bongunan Laimnya | o . NN
21202 PROGRAM PENDAFTARAN 195,242,060} 124.220.000
| PENDUDUK Rl =
(21202101 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk 3641000 14.497.000
| 2.12.02.1.01.01 | Penctapan Kebijakan Teknis di Bidang 4.636.000 71,000
Pendaftaran Penduduk
200102 | Pensdataan Penduduk Won Permancn dan 4075000 4.045.000
Fintes KalvaptdecyKioks dalam Sama
2.12.021.01.03 | Penatsan Tats Kelols Pelaksamaan 6.5 10,000 | H71.000
Pendnftaran Penducuk Skals Provins Sl :
212.02.1.01.04 | Pemanfuntan Dista Peristiva 18,420,000 2.110,000
2.1202.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran 9y, 1665, 000 T9.A6T.0NH)
i, Penduduk
2120210001 | Fasititasi Terkait Pendaftaran Penduduk 72800000 67.257.000
212.02.1.02.08 | Koordinasi Berkala Antar Lembaga | 13.276.000 122101000
Pemerintah dan Lenbaga Mon
Pemerintah Kewenangan Provins rerkail
Pendaftaran Perdsduk
2.12.02.1.03.01 P‘:mhnul.n dan Pengiwesan terkat 41,125.000 21,170,000
Pendaitarn Penduduk
2020210302 | Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran 1931000 o186, 000
Penduduk '
21203 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 117.534.000 57,102,000
2.12.03.1.00 .01 | Penetapan Kebijlan Teknis di Bidang 8.093.000 | 4,363,000
| Pencatatan Sipsl |
Ewmm_i_ﬂmﬁdn lhuiuurh:hﬁn l'huli:;_i BLHIM S.BAR000
2.12.03,1.01.04 | Fasilitasi Pelayonan Bidong Pencatntan. | 15.232.000 L RD4L000 |
| Sipil di Kabupaten/Kota
2.12.03,1.02,01 | Fmrhmﬂ_lg_n;!@_l | Pencatatan Sipil 15.828.000 . 700,06
2120310002 | Sosialisasi teskait Pencatatan Sipil 11.046.000 '
212.03.0.02.04 | Koondinasi Berkala Antar |embaga | 4.967 000 7,397,000
Pemerintah dam Lembagn Mon
Pemerinial Kewenangan Provinsi terkail I
Fe T _ | Pencatatan 8l |
2120310205 | Pemberian Konsultasi 4.639.000 2.296.000
2.12.83.1.03 Pemberian Konsaltasi 33,761.000 16.929,000
i Fﬂfmﬂlﬂ Peneatatan Sipil =
2120310301 | Pembinaan dan Pengawasan terkait 6,344,000 172,000
ST | i St ; ikl S )
[Z12.03.1.03.02 E:mlhmgm Teknis terkail Pencatatan 27417000 | 13.757.000
F'
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L12.M.1.02 Penyvelenggaraan hqnhh:.u 5] 2AHMI 42.2006.0HH0 |

Imformasi Administrusi
- Kepeadudukan Provimsi ECSn R T—
_ Adminisrasi Kependwdukos | |
| 2120410202 | Sosialisasi terkait Pengelolaan Informas: ARL000 | 6932000 |
| Adminisizasi Kependudukan e 8
]' 20204, 10204 mmmm 1011 44.000 10,140,000
Pemerintah don Lembaga Non
= mwm
21204,1.02.05 Pm:rdmﬂ:nm Pcml’uaunm: 315&@_ - A I3T.000
T
212041030 | Pemnbinoan den Pengowasan terkait 7076, () T.747 (M)
[ Pengelolann [uﬁzrrnm Admimi=iras
I Kependuduban
dan Penbayogunman Dute Kependudukon | |

2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN 15,440,000 7 686 000
PROFIL KEPENDUDUKAN

LIZOSLOL | Pe il 15440000 | 7686000

2120500001 | : 7 320,000 16640, 0000

2020510002 | Penywsunan Profl Duta Perkembangon | $A20000 | 402600

| l“ﬁwl. |W|';'

Sumber data- DPA dan DFA-Perubahan Dinas Dukcapil TA 2625

Berdasarkan tabel di atss, diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat mengalami rasionalisasi anggaran sebesar
16,14% atau sebesar Rp.1.444.504.189,- dari Rp.8.95].668.506,- pada APBD mumi
menjadi  Rp.7.507.164.317- pads APBD-P whun anggaran 2025 Dari
rasionalisasi/refocusing anggaran tersebut, efisiensi tertinggi terdapat pada Program
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan persentase pengurangan
sebesar 55,53%% dan ehisiens: terendsh terdapat pada Program Penunjang Lrusan
Pemerintah Daerah Provinsi dengan persentase pengurangan sebesar 14.51%.

Dari jumlah progam/kegintan/sub kegiatan terdapat penambahan 1 (satu)
kegiatan dengan | (satu) sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemeritah
Daerah Provinsi pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 yvakni Kegiatan
2.12.01.1.05 Adminmstrasi Kepegawman Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
2.12.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs
dengan anggaran sub kegiatan sebesar Rp.1.500.000.-. Penambahan kegiatan/sub
kegiatan berikul anggarannya dimaksudkan untuk biaya seleksi Calon Peserta
Pelatihan Kepemimpinan MNasional Tingkat 11 Tahun 2025, Pengiriman peserta ini
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berdasarkan lampiran Surat Pj. Sckretaris Daerah Provinsi Sumatera Baral Nomaor
B93/285/B.PKM/BPSDM-2025 tanggal 06 Mei 2025 temang Usulan Nama Calon
Peseria Seloksi PKN Tl bagi Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025,
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 BABW AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera
Barat adalah perwujudan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Sumatera Barat untuk memperianggungjawabkan keberhasilan‘kegagalan pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah ditctapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Barat. Penjelasan akuntabilitas ini dalam rangka mengetahui realisast
dan pencapaian sasaran secara terukur dengan target indikator kinerja yvang telah ditetapkan
dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2025, Uraian akuntabilitas kinerja ini terdiri dari 2 {dua) Tujuan dengan 3
(tiga) indikator kinerja dan 4 (empal) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja.
1.1. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja
kelompok indikator sasaran strategis vang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian
Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun
2025, Metode pengukuran yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana
dengan membandingkan targel dengan realisasi kinerja kelompok indikator
tujuan'sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator Kinerja

dimaksudkan untuk:

a.  Menilai keberhasilan'kegagalan pencapaian tujuan/sasaran strategis perangkat
caerah;

b. Menganalisis penyebab keberhasilan‘kegagalan pencapaian kinerjs vang
ditetapkan; dan

¢ Memadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun vang akan datang.
Metode yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah sebagai

beriku:

a. Metode I, apabila capaian dianggap baik jika realisasi berbanding lurus atau
besar sama dengan target digunakan rumus sebagai berikut:

Loidsatmed ” SR e Borsd
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b. Metode 11, apabila capaian dianggap baik jika realisasi berbanding terbalik atau
kecil sama dengan target digunakan rumus sebagai berikout:

Untuk penilaian keberhasilankegagalan pencapaian tujuan/sasaran strategis
dan keberhasilan'kegagalan capaian indikator kinerja merujuk pada Peraturan
Menteri Dalam Megeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan dikategorikan scbagai
berikut:

Tabel X1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

No Klasifikasi Penilaian Predikat

| 1% < 100% Sangat Tinge
2 76% = W lingan

3 66% = T5%

4 1% = 65%

5 = 5F%

Sumther dela; Permendagri 86 Tobun 2007

Pengukuran analisis tingkat dan nilai efisiensi penggunaan anggaran terhadap
capaian kinerja, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22./PMEK.02/2021
tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga menggunakan rumusan sebagai berikut:

dimana:

PA : Pagu Anggaran

CK : Capaian Kinerja (%)
RA » Realisasi Anggaran

dengan batas maksimal efisiensi 20% dan batas minimal -20%
(PMK Rf Nomor 22/PMK 02/2021)

nilai efisiensi penggunaan anggaran merupakan hasil konversi dari penghitungan
tingkat efisiensi penggunaan anggaran.
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3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian 3 (tiga) target indikator Kinerja tujuan dan 4 (empat)
indikator kinerja utama vang terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan
dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinss Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3 2 berikut.

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No | TujuanSasaran Strotezls Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian
%)
i Mewujodkan doiabase Jumiah proambahan 1) it} (LR
kependodaknn selaga imformas] data
salah sain hasis dats kependudukan
I | Menimgboima pemonfialan Ferserlone perangko doeral T iM% TN g gl
dipia beponududulon weng linghup provins vamg
ferire s et data
kppencuduban ——— B |
12| Monirgkaimpa pondndiok Peracarase bepemilim W2F | N TR
g ek dokurmen dodkrrmen kepemdindkar
kgpevdvidiban vang lo ¥
1 Memighatnya organisas L. Milai akuntabiliizs A A 19132
yang skuntubel dan kinerja (RLOZ) (BT}
melaviani
L Tinpkal kepuusan Sungmt Sungut 103 54
terkadap pelayvaman Balk Baik
— Ly LI Ll (93,200
& Maminghatmn akuntahifise Nilai akpatabilitas kimera A A or iz
kimeria organisasi [ {50054 LAY —
23| Menmgkarmer halies Fingkat kepuimm rerfakim Smmgarll | Somgal fo4 54
Pelgyaman argamisan jpedayaram orgamizay ik Brik
{EHH VT A
Wuta-rutn capainn indikstor kinerjs (3 Indikntor Tajuan) 101,63%
Rals-ruls capaisn indikstor kiserjs (4 Indikaior Sasaran Sirntegis) 101,17%
Huls-rals capaion isdiketor kinerja (3 Indikstor Tejuesn + 4 Indikstor Sasaran Siratogis) | 101.36%

Sumher it D izl

Berdasarkan tabel 3.2, dari 3 (tiga) indikator Tujuan dan 4 (empat) indikator
Sasaran, terdapat | (satu) indikator dengan realisasi yang dihasilkan sampai akhir
tahun 2025 dibawah target yvang telah ditetapkan dengan capaian dibawah 100%,
yakni pada indikator Sasaran 1.2 Persentase kepemilikan dokumen kependudukan,
penjelasan lebih detail terkait hal ini akan diuraikan pada penjelasan indikator
Kinetja per sasaran. Namun demikian, jika dilihat berdasarkan capaian rata-rata,
maka nilal rata-rata capaian indikator Tujuan, nilai rata-rata indikator Sasaran,
miaUpLn capaian rata-rata gabungan indikator Tujuan dan Sasaran, memperoleh nilai
rats-rata diatas 100%,. Merujuk pada klasifikasi penilaian capaian indikator kinerja
sebagaimana vang dijelaskan pada tabel 3.1 di atas, maka nilai pencapaian

—_—
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indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera
Barat tahun 2025 termasuk dalam klasifikasi berhasil dengan kategor: samgat

tinggi.

Pencapaisn’kinerja semua indikator kinerja tersebut didukung oleh perencanaan
program/kegiatan vang baik dengan segala kondisi keterbatasan dan diimbangi
dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara terus menerus dalam
rangka peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Sumatera Barat yang merupakan perwujudan dari salah satu sasaran srategis yakni
Meningkatnva Akwntabilitas Kinerfa (rganisasi dengan indikator kinerja Nilai
Akuntabilitas kinerja OPD.

3.3. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mewujudkan Database Kepeéndudukan sébagii Salah

L hiecrer of
; aaty Hasis Daty Pembangunon Bloerah

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 17 Tahun 2023 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang
Pemberian Hak Akses dan Pemanfastan Data Kependudukan menyatakan bahwa
Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan vang tersimpan
secara  sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan
perangkat lunak, peranghkat keras dan jaringan komunikasi data. Hal ini menjadi
landasan pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja vang telah dirumuskan
pada Tujuan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Data Balikan yang berasal dari OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat sebagai imbal balik atas pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan sangat
penting artinya dalam menjaga akurasi data kependudukan. Penyempurnaan dan

pembaharuan data yang teratur dari individu atau populasi merupakan bagian
penting dalam menjaga keakuratan data. Dalam mengelola dats kependudukan,
penambahan informasi jenis data adalah hal yang utama. Semakin lengkap data
yang dimiliki maka akan berdampak positif pada tingkat pemahaman akan
kebutuhan dan karakieristik individu dalam suatu wilayah., Penambahan jenis data,
seperti informasi pendidikan, pekerjaan, keschatan, keadaan sosial dan lain
sebagainya aken memberikan gambaran yang lebih komprehensil tentang
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masyarakat. Informasi yang baru akan memberikan landasan yang lebih kokoh
dalam merancang kebijakan, menyusun program, menghilung proporsi anggaran,
serta memberikan layanan vang lebih tepat dan berdaya guna. Di sisi lain,
penambahan jenis data baru membutuhkan kehati-hatian terutama dalam keamanan
data dalam rangka melindungi informasi pribadi setiap warga negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penambahan jenis data kependudukan yang
bersumber dari data balikan atas pemanfaatan data kependudukan dengan tetap
berpedoman pada tingkat kerahasiaan data individu dalam rangka memperkaya jenis
data vang seyogyanya dapat dijadikan informasi utama dalam merumuskan
kebijakan pembangunan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Sumatera Barai menjadikan substansi ini menjadi indikator kinerja Tujuan | pada
Renstra Tahun 2021-2026 dengan rumusan Tujuan Mewwiudkan Database sehagai
Salah Satu Basis Data Pembangunan Dacral dengan indikator kinerja Jumilah
penambahan informasi data kependudukan.

Berdasarkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2021-2026, target dan indikator kinegga Tujuan 1 adalah 60
(emam puluh) jenis data. Perbandingan target, realisasi, serta capaian indikator
Tujuan 1 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Tujoan 1 Tahun 2025

[mcdikaiton [t Realwasi  Capainn

|"-|I:| ||'I||| F'"1|F|
I | Jumlah Penambahan Informasi Data 60 all 100
Kependudukan

Sumeber dara: Dina diodah

Dari tabel 33 di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2025 Jumiah
Penambahan  Informasi Data  Kependuduwkar  sebagai  indikator Tujuan |
menghasilkan realisasi yang sama dengan target yang ditetapkan yakni 60 jenis data.
Dengan menggunakan metode 1 untuk pengukuran capaian, maka capaian indikator
Tuwjuan 1 sebesar [00%. Dengan capaian tersebut dan merjuk pada Peraturan
Menteri Dalam Megeri Nomor 86 Tahun 2017 maka kinerja dalam hal pencapaian
indikator Tujuan 1 masuk dalam kategori saneal finggs.

Realisasi indikator Tujuan | dilihat berdasarkan rekapitulasi jenis data balikan
dari OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatern Barat yang telah melakukan
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Perjanjian Kerjasama (PKs) pemanfaatan data kependudukan dengan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat sampai (ahun 2025

dan telah memiliki hak akses baik melalui web porfal maupun web service, Adapun
rekap data balikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahel 3.4
Jenis Data Balikan/Informasi Data Kependndukan
dari Pengguna Data Tahun 2025

b NS DRATA BALIEAN WL AH TRATA
1 | Calon murid SMA/SME berprestus imternasional (emas) b
2 | Calon murid SMA/SME berprestasi intermasional {perak) 5
3 | Calon murid SMASME berprestisi imeriesional [pumnuu} g |
4 | Calon murid SMASSME bm mmnul {emias B0
5 | Calon murid SMASME 51
6 | Calon murid SMA/SME berprestasi |1mr.|nm1 M T
7| Calon murid SMA/SME berprestasi provinsi {emis) 1
8 | Calon munid SMA/SME berprestasi provinsi {perak) &R
9| Calon murid SMASMK berprestasi provinsi {perungyu] 123
0 | Calon murid SMA/SME berprestasi kish/koba (emas) 344
il | Calon murid SMASSME kab/kotn h) 210
12 | Calon murid SMA/SME berprestas kab/kots {perunggri) 331
13 | PAW DPRD Kabupaten ID
14 | Bentuon Kewangan Partai Politik &
15 | Kesnggotman Perpustaksan 374
1 Penerima Baminn Advokas: Huboum 4
17 | Kelompok Tani 33
18 | Penerimn KKS 115
19 | Penerimn PRI 10
20 | Penerima PIP 417
21 | Penerimn PEH = 112
22 Penerima PsM id
23 | Pelutihan Digital Marketing i
24 | Pelatihan Kretifites Pemuda 449
25 | Pelntiban Youseg Enterpresenr Digital 50
26 Pefatihan Kewirausahaan Pemnsda )
27 | Pelayasan Nomor Sampel Laboratorium Kesehatan 356
28| Pengendalian Penanggulangun Penyalit Rabies a1
20 | Vaksinasi Jembhrann 56
Rl Vaksinasi Rabies Caprivac 333
31| Vaksinasi Rabies e 1670
il W aksinnai LSS0 Hid
33 | Vaksinasi FMK 12,771
|34 | Pernih Medali Emus Internusional g 5 |
35 | Pernih Medali Perak Internasional 7
36 | Peruih Medali Perunggu Internasional Y
37 | Perdh Medali Gings Nasiomal 194
38 | Peruih Medali Perak Nasional 113 |
39 | Permh Medali Perunggr Masional 115
40 | Peraih Medali Fmas Regional Proving 157
41 Fltﬂh Madali Perak Repional Provina 144
42 Fl::l‘lﬂh Miedali PuW ol Proeiness 237
43 | Hafalan Al-gur'an | .ﬁnw yEr S
44 Hafaltan Al-guran 2 Juz 121
| 45 ﬂ! ﬁ.l_-gur'ﬂ:l 3 Juz 454
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4 Hafalan Al-quran § Juz 213
4% | Hafalan Al-quran 6 Juz 48
49 | Hafilan Al-qur'sn 7 Juz 21
a0 | Hafalan Al n & Joz {1
51 | Hafolan Al-qur'an 9 Juz A
532 Hafolon Al-guran 10 Jue 11
53 | Jeep 18.446
54 | Light Truck Bk Besi 5720 |
55 | Minibus 179,087
56| Pick Up 49725
37 | Scooter 2.835
58 | Sedan 18.092
39 | Sepeda Maotor 458 851
60 | Truck 2369 |

Bidang PIAK & PD Dinas Dukcapil Sumbar 2025

Data realisasi kinerja Tujuan | sebagaimana yang disajikan pada Tabel 3.4
merupakan daw olahan dari aplikasi SIDAPENDA (Sistem Informasi Data Balikan
Organisasi Perangkal Daerah Provinsi Sumatera Barat), Aplikasi ini digunakan
schagai wadah monitoring dan evaluasi bagaimana data Kependudukan
dimanfaatkan oleh instansi pengguna data kependudukan,

Realisasi‘'capaian indikator kinerga Tujuan | pada Tahun 2025 dibandingkan
dengan realisasi/capaian pada Tahun 2024, realisasi berikut capaiannya di tahun
2025 menunjukkan kinerja yang sama, Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.1
Perbandingan Target, Realisasi, Capaian
Indikator Tujuan | Tahun 2024 dan 2025

T T

Capaian

R I 100

Realizani W Tabun 2025
7 | 60 I Tshun 024

Einerja Indikator Tswan

a £l 40 B i1 108 10

Burnfrer oot Dare diofah
Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2021-2026, maka
realisasi/capatan indikator Tujusn | sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada
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grafik berikut:

Grafik 3.2
Perbandingan Target Akhir
Periode Renstra 2021-2026 Indikator Kinerja Tujuan 1

100
| I |

Aealizax Tahun 2025 Capalan Tahun 2025 Targ=l AkFir Perode Rersilfa

Sumber date: Data diciah

Berdasarkan data di atas, realisasi indikator Tujuan | sampai akhir Tahun 2025
sudah menyamai target pada akhir periode HKenstra Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dengan target kinerja 60 (enam puluh)
jenis data, realisasi kinerja menghasilkan jumlah yang sama dengan target sehingga
diperoleh capaian 100%.

Progres kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera
Barat terkait dengan indikator Tujuan | dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat
pada grafik berikut:
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Grafik 3.3
Progres Kinerja Indikator Tujuan 1
Tahum 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

Jumlah Penambahan Informasi Data Kependudukan
Copaign % S o0
E;: Reallial. T H L]
Taget . — —————— &0
Capaion % S ¢ — 100
=
ﬁ Amalisati B
Torpel_ 1]
Capalan % = = 100
E Realivas). — 535
. e 55
Canamn % I — 3 100
(5 |
o Bednd.,. = 35
=
Targat.., 35
Capafan 3% e — 100
E Bealinas,, — 15
Target.. — 15
o 10 40 E0 80 10 120

Sumber data; Dyta dioleh

Tujuan | berikut indikatornya, ditetapkan mulai pada tahun 2021 amu sejak
berdirinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
melalui dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026, Target yang ditetapkan pada setiap
tahun periode renstra, sampai dengan tahun 2025 telah menghasilkan realisasi
kinerja yang sama dengan target, schingga diperoleh capaian 100% disetiap
tahunnya,

Indikator kinerja Tujuan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Sumatera Barat dengan indikator Jwmigh Penambahan fnformasi  Dala
Kependudukan tidak memiliki standar/target secara nasional sehingga tidak dapat
dilakukan perbandingan,

Secara substansi, indikator Tujuan | merupakan bagianthasil dari kinerja
indikator Sasaran  Strategis 1.1 vakni Meningkatma  Pemanfataton  Darg
Kependudukan yang Terimtegrasi dengan indikator kinetja Persentase Perangkat
Daerah  Lingkup Provinsi yang Memanfaatkan Data  Kependudukan, maka
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penjelasan terperinei terkait dengan aksi yang telah dilakukan, hambatan sera
tindak lanjut, kinerja keuangan, dukungan sumber daya (SDM dan sarana prasarana)
dan efisiensi pendayagunaan sumber daya dan keuangan akan dijelaskan pada
kinerja Sasaran Strategis 1.1

: iy Menimekatoya Pesntaatan Dat Kependudukan
SCENCIFOET 'I'I‘|I|.r'."_'|:|"' I i - 3

vitie Terintegmsi

Sebagaimana vang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 ientang perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan
Pemanfaatan Data Kependudukan. Dalam Pasal 4 Permendagri tersebut diatur
kriteria lembaga penvelenggara dan lembaga pengguna data kependudukan, dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Lembaga penyvelenggara
1} Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian
Dalam Negeri;

2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, dan/atau;

3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten'Kota
b. Lembaga pengguna

1} Lembaga Negara;

2) Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

3} Badan Hukum Indonesia, dan/atau;

4) Organisasi Perangkat Doerah,

Dari pointer di atas, jelas bahwa kedudukan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil ditunjuk sebagai lembaga penyelenggara baik di tingkat provinsi
maupun kabupatenkota. Dengan kewenangan tersebut dan dalam rangka
peningkatan pemanfaatan data kependudukan sebagai salah satu acuan pengambilan
kebijakan perumusan program/kegiatan pembangunan, maka Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Baral berupaya untuk mensosialisasikan
mantaat penggunaan data kependudukan ke organisasi perangkat daerah lingkup
provinsi, Hal ini diperiegas dengan merumuskan maksud tersebul menjadi salah satu
sasaran strategis yang dituangkan ke dalam dokumen Rencana Strategis Dinas
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

Pada tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera
Barat menargetkan indikator pada Sasaran Strategis .| untuk seluruh perangkat
daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan kata lain target
indikator Sasaran Strategis 1.1 ini sebesar 100% atau 50 (lima puluh) organisasi
perangkat dacrah (OPD). Target ini mengacu pada dokumen RPIMD Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2021-2026 semta dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Perbandingan target, realisasi, serta capaian indikator Sasaran Strategis 1.1
dapat dilihat pada tabel berikun:

Tabel 3.5
Capaian Indikator Sasaran Strategis 1.1 Tahun 20235

Healizass
III._II

Ikt

Fareet

I| L1 ;*'I

L apakan
{ b

Persentase Perangkat Daerah Lingkup
Provinsi yang Memanfaatkan Data
Kependudukan

Sumter cofa: Dare ool
Dari tobel 3.5 di ams dapat dilihat bahwa sampai Tahun 2023 Persemtase

Perangkat Daerah Lingkup Provinsi yvang Memanfaatkan Data Kependiudukan
sebagal indikator Sasaran Strategis 1.1 dengan ftarget Kinerja 100%% dapat
direalisasikan 100%, dengan menggunakan metode | untuk pengukuran capaian,
maka capaian indikator Sasaran Strategis 1.1 sebesar 100%. Dengan capaian
tersebut dan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 86 Tahun 2017
maka kinerja dalam hal pencapaian indikator Sasaran Strategls 1.1 masuk dalam
kategori sangai finggi.

Realisasi indikator Sasaran Strategis 1.1 dilihat berdasarkan data OPD lingkup
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama
(PKs) pemanfaatan data kependudukan dengan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 2025, Daftar OPD tersebut
duopat dilihat pada abel 3.6 berikut:
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Tabel 3.6

OFD Provinsi vang telah Melaksanakan
PKs Pemanfaatan Data Kependudukan Sampai Tahun 2025

sepata higmor Register Marmae Raghder
- taasl/ QPO Instansl/OPD | Drsclukcagil} {Inatunsl/OPD)
1 | Badan Pendapatan Syefdiman, 400.12.4/357/OUKCAPIL | 973/752/5IPD/BAPENDA-
| Daerah Prov. S 5o, MM AMBI02% | 2028
| Sumadera Darat | { —
2 | Dinas | i tdniwtrrnan A00.12.4/355/DUKCAPIL | 400.12.4/2053/ DFTPH/IX
Fangan dan
| Sumatera Barat
1 | Dimas Sosial Prov. Dra. Syaifullah, 400, 12.4/280/DUKCAPIL | 400.59/1408/ Dinsos,/Vil/ 2
Surnatera Barat MM AN 2075 25
o VOvowSommeraSeent | . | WEes . (WS |
& | Dinas Komunikasi, Ir. SIT1 AISYAH, q:rmmmnwlu D05/88. 2/ DS KOMINECT]
| Informatika dan LS Ja024 K024
| Statistik Prow
6 | RumahSakit Umum | dr. ELVI
Barat
T RSUDDr. Achmad | drg. BUSRIL MPH | a73/1S8/DUKCAPILA/I | 845/1189/RSAM/ 2024
| | Mochtar Prow 304
- Suotterg Birat i
B | BS.JiwaProf HB. | dr AMlima, MPH | 473/156/DUKCAPILATNI | 100.37/307/RS)-N/3024
SAANIN Frow Sumber 0 ; |
O | Dinss Peternakan dan | SUKARLL 5P, | S73/154DUKCAPILAM) | 524.1/01/DPEH-
n Kesehatan Hewan | .5 Sroga SRS
Prov. Sumatera Barat |
Prow, Sumatera Barat o A PP RN (S i3 |
11 | Dinas Kesehatan Prov. | dr. ULA YANWAR, = 473/152/DUKCAPILA/N) | OS0/815/DINKES/ /2024
| Sumatera Barat MARS N — 2L "
12 | KD Farlemen Fray.. | o, MUTIABA ATI/474/DUKCAPILASI | 2a5/1360/R5P/1/2023
13 Badan Perencanaan mmmnm,:.-r | AT3/306/DUKCAPILA/| nsn.fummlb,fm

| Permbangunan Dagrah | MBS

14 | Dinas Tenaga Kerja | b Miza Ul ATy .
| Prov. Sumatera Barat | e e e
15 | Hadan Pengelola Deliiyarti, A73/605/Dubcapil ANV | 903/734/sekrt/BPKAD/Z0 |
Eevangan Dan Aset M SE.ALCA CFes, | 2022 27 {
Diaeral Py,
g SEMErD Barat
Prov, Sumatera Baral e b L
7 Dinas Perindustrian lﬁh!ﬂl'l!n‘.l‘l. ATWW I?WMHW 1
| dan Perdagangan SE., MM | 2022 /2022 |

[ _| Prow. Sumatera Barat

— '
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18 | DinasSumber Daya 1R, Fathal Bari, AT3/500/ Dukcapll A | BIO/DIA/SDABK-VI-2022
Alr dan Bina M.SC. ENG w2
18 | Badan Penelitisndan | Dv. Ir. Retl Waida, | 473/584/DUkcapil /WY |mnf55=mh‘:bum-ll:lll
Pengemsbangan Pross. | BATP 2092 |
| Sumatera Barat _— =t o
0 | Birg Pengadaan Rosail Akkyari A73{SEIDUKCAPILAN | A70/176/BPBI-IN/2022
Sekretariat Dagrah S.5TF, ML
| Prov.SumateraBarat |
21 | Dinas Kebudayaan SYAIFULLAM, | A73/435/OUKCAPILAN | -
| Prov. Sumatera Barat | SPAMM | /2022
22 | Badan JUMAIDI, 473/436/DUKCAMLA/V) | 360/479/8PB0/2022
Penanggulangan SPd MPd f2022
| Prov. Sumaters Rarat e I TF Rt AL T | Pt e A FRA
13 | SEKRETARIAT DPRD HRAFLIS, SH, MM | 473/410/Dukcapil 47V/2  473/525/SET_DPRDY2022 |
022 |
8 | Dieas Porumahan | Fifda Suriani, 73/ 108/PERKIMTAN/IV/
Fabyar, kawasan 5.T.50 2022 w2
|| Sumatera Baral ]
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Berdasarkan data dan uraian di atas diketahui bahwa dari 50 unit kerja/OPD di
lingkup Pemerinizh Daerah Provinsi Sumatera Barat (selain Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat), seluruhnya telah melakukan
Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Dibandingkan dengan realisasifcapaian indikator kincrja Sasaran Strategis 1.1
pada Tahun 2024, realisasi berikut capaiannya di tahun 2025 menunjukkan kinerja
vang sama. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:
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Grafik 3.4
Perbandingan Target, Realisasi, Capaian
Indikator Sasaran Strategis 1.1 Tahun 2024 dan 2025
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Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2021-2026, maka
realisasi/capaian indikator Sasaran Strategis 1.1 sampai dengan ahun 2025 dapat

dilihat pada grafik berikut:
Grafik 3.5
Perbandingan Target Akhir Periode Renstra 2021-2026
Indikator Sasaran Strategis 1.1
100 1060 100
Acalleas Tahun 2025 Capainn Tahun 2075 Targel Akhir Periode Ronstra

Sumibor data: Data diolak

Berdasarkan data di atas, realisasi indikator Sasaran Strategis 1.1 sampai saat
i sudah 100%. Kondisi ini sudah menyamai target kinerja indikator Sasaran
Strategis 1.1 pada akhir periode Renstra 2021-2026, dengan jumlah OPD lingkup
Pemerintah Provinsi Sumateras Barat yang masih 50 OPD  selein  Dinas
kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
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Untuk melihat progres kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat terkait dengan indikator Sasaran Srategis 1.1 pada 5 (lima}
tahun terakhir dapat dilihat pada grafik benkut:

Grafik 1.6
Progres Kinerja Indikator Sasaran Strategis 1.1
Tahun 1‘“1]. mﬂ. 1‘“13. I‘“Hl 2028
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Sumiver doba: Do dielah

Sasaran Strategis 1.1 berikut indikatornya, schagaimana halnva dengan
rumusan Tujuan 1, ditetapkan mulai pada tahun 2021 atau sejak berdirinya Dinas
kKependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumaters Barat melalui dokumen
Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2021 - 2026. Target yang ditetapkan pada tahun pertama untuk Sasaran
Strategis 1.1 hanya untuk 50% OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Sampai dengan akhir tahun 2021 direalizasikan schesar 42%, sehingga capaian yang
diperoleh pada tahun 2021 hanya 34%. Sejak tahun 2022 sampai tahun 2025,
dimana target yang ditctapkan menjadi 100% untuk seluruh OPD  lingkup
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah dapai direalisasikan sama dengan target
dan menghasilkan capaian schesar (MM secara konsisten.
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Sasaran Strategis 1.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

Sumatera Barat dengan indikator Persenrase Peranghat Daerah Lingrup Frovinsi
yvang Memanfoatkan Data Kependudukan tidak memiliki standar/target secara
nasional sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa substansi dari indikator
kinerja Sasaran Strategis 1.1 saling berkaitan dengan indikator Kinerja Tujuan 1,
berikut ini diuraikan gambaran kinerja indikator tersebut mulai dan upaya vang
telah dilakukan, hambatan dan rencana tindak lanjut, kinerja keuangan, dukungan
serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pendukung capaian indikator kinerja.

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai benbut:
|, Secara konsisten dan berkesinambungan melakukan sosialisasi dan edukasi ke

setiap OPD akan pentingnya pemanfastan data kependudukan dalam

merumuskan kebijakan yang akan diwujudkan dalam bentuk program/kegiatan;
2. Melakukan rapal koordinasi lingkup OPD provinsi terkait pemanfaatan data
kependudukan secara berkala;
Terkait dengan penerapan sertifikasi ISOVIEC 27001 sebagai amanat dan

Lad

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang perubahan atas
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri NWomor 102 Tahun 2019, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat telah
mendapatkan sertifikat penerapan ISOVIEC 27001 dengan nomor sertifikat
ISMS 1001265 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri; dan
4. Melengkapi sarana dan prasarana untuk mendapatkan sertifikasi 1SOAEC
27001 sebagaimana poin 3, diantaranya peningkatan keamanan ruangan server
berikut perbaikan sistem perkabelan dan pengadaan lisensi windows dan
microsoft office.
5, Memberdayakan pemanfaatan movasi‘aphikas: dalam upava optimalisasi
pemanfaatan data Kependudukan, antira lain:
a. Sistem Inovasi Buku Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Sumatera Barat (Sibuk Data)
Aplikasi ini berbasis websire yvang menyajikan informasi data kependudukan
per semester dan data profil perkembangan kependudukan dan informasi
laimmya. Sehingga masyarakat'pengpuna  data  kependudukan  dapat
mengakses secara langsung dalam kondor data kependudukan vang legal
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diakses untuk umum.

b. Sistem Inovasi Pelayanan Online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat (Silayli)
Inovasi ini dirancang sebagai alat bantu operator/petugas dalam melakukan

verifikasi dan wvalidasi data pelayanan online pengurusan administrasi
kependudukan pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sumatera
Barat. Hal ini schbagai salah saiu uwpaya meningkatkan keakuraman data
kependudukan dalam pengolahan data sccara  clektronik/komputerisasi.
Dengan penggunaan aplikasi ini, diharapkan data kependudukan yang
dihasilkan lebih akurat dan wp fo daie.

c. Bistem  Informasi Administrasi  Perjanjian  Kerjasama pada  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat (Ampera)
Inovasi ini dimanfaatkan untuk proses pengolashan data secara elektronik
untuk memudahkan pengarsipan data perjanjian kerjasama serta mclakukan
evaluasi dokumen perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan
lingkup provinsi maupun kabupaten/kota se Sumatera Barat.

d.Sistem Informasi Data Kependudukan Ganda/Anomali Kabupaten/Kota se

sumaters Barat (SIDANDI-S2)
Salah satu kondisi data kependudukan adalah masih adanva data
ganda/anomali, sehingga diperlukan upaya secara sistematis agar data
kependudukan dapat dispdate sesuai kondisi yang seharusnya. Salah sam
upaya untuk meningkatkan kualitas data kependudukan adalah dengan
memanfantkan movasi i, dimana operator data kependudukan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten/kota tidak lagi kesulitan
dalam  melakukan identifikasi terkait dengan permasalahan  data
ganda/‘anomali pada data kependudukan sekaligus dapat  melakukan
pembersihan data,

¢. Sistem Informasi Permintasn Data OPD (SHIRA)

Penerapan inovasi ini untuk memudahkan instansi vang akan melakukan
permintaan data kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat, terutama pada data yang tidak bisa dipublis uniuk
L,

f. Sistem Informasi Data Balikan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Barat (SIDAPENDA)
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Inovasi ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi bagaimana data
kependudukan dimanfaatkan oleh instansi pengguna data.
g Sistem Informasi Data Kependudukan melalui File Trangfer Protocol
Dukeapil Sumatera Barat (RINDU FTP)
Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pertukaran
data  kependudukan, meningkatkan keamanan data  kependudukan,
memastikan standarisasi formar data kependudukan, serta meningkatkan
kualitas layanan kependudukan.
Disisi lain, hambatan-hambatan yang dibhadapi dalam merealisasikan target
kinerja antara lain:
|. Sesuai dengan kebijakan Ditjen Dukeapil Kemendagri, bahwa instansi penyedia
dan pengguna data kependudukan diharuskan memiliki sertifikat pencrapan
ISOEC 27001, Kondisi sampai akhir tahun 2025, belum ada OPD lingkup
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat vang telah memiliki sertifikat tersebut;

[

Dibutuhkan pendampingan yang komprehensil dalam penyusunan kebutuhan

Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMEKI) berdasarkan ISOVIEC 27001.

Pendampingan ini sangat penting uniuk menciptakan kerangka kerja yang kuat

dalam mengelola dan melindungi informasi;

3. Walauwpun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
telah memiliki sertifikat penerapan ISOVICE 27001, masih terdapat sarana-
prazarana wajib dan pendukung vang masih menjadi catatan dalam penérapan
ISOAEC 27001 yang harus dipenuhi, diantaranya pengadaan antivires uniuk
server dan client, pengadaan UPS untuk cliend seria pelaksanaan bimbingan
teknis bagi aparatur pengelola SIAK Kondisi ini lebih disebabkan oleh
terbatasnya ketersedizan anggaran;

4. Belum optimalnya OPD lingkup Pemenntahan Provinsi Sumatera  Barat
memanfaatkan data kependudukan berbasiskan wed porial dan web servis; dan

5. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di intermal dinas

(dalam hal ini Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan

Pemanfaatan Data) untuk mengelola keberlangsungan sistem  informasi

administrasi kependudukan dan pemanfaatan data. Sampai dengan akhir tahun

2025, persentase ketersediaan aparatur hanya scbesar 31.58% atau 6 dari total

kebutuhan 19 orang. & orang personil i sodah mencakup | orang pejabat

administrator, 2 orang fungsional analis kebijakan, | orang pelaksana/penelaah
=
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teknis kebijakan dan 2 orang pelaksana/pengolah data dan informasi.
|angkah-langkah yang akan dilakukan dalam upaya peningkatan capaian

kinerja indikator Sasaran Strategis 1.1 dan Tujuan |, diantaranya:

5

Tetap melaksanakan sosialisasi dan edukasi ke setiap OFD dalam rangka
meningkatkan pemahaman dan implementasi pemanfaatan data kependudukan
dalam herbagai forum baik formal maupun informal;

Terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan anggaran untuk  melengkapi
persyaratan penerapan sertifikasi serta keberlanjutan ISOJEC 27001 pada
setiap tahapan penyusunan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran;
Secara terus menerus melakukan koordinasi dan konsultasi ke Direktorat
Jenderal Kepondudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagn terkait pengelolaan
sistem informasi administrasi kependudukan dan penerapan  kerjasama
pemanfaatan data sesuai kewenangan yang diberikan berikut perubahan
kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan;

Meningkatkan keordinasi  dengan OPD  untuk  memanfastkan  data
kependudukan melalui weh portal dan weh servis;

Mepgupayakan pelaksanaan dan atau mengutus aparstur terkait untuk
mengikuti bimbingan teknis yang berhubungsn  dengan implementasi
pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
maupun penerapan ISOEC 27001 ; dan

Mengupavakan penambahan aparatur sesuai dengan ketentuan sembari tetap
mengoptimalkan sumber dava yang ada.

Sasaran Strategis 1.1 dan Tujuan | diampu oleh Bidang Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data vang didukung oleh 2 program,
vakni Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program

Pengelolaan Profil Kependudukan. Secara terperinci, kinerja program/kegiatan/sub
kegiatan pendukung Sasaran Strategis 1.1 dan Tujuan 1 dapat dilihat pada tabel
beriku:
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Tabel 3.7
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran serta Realisasi Fisik
dan Kenangan Pendukung Indikator Sasaran Strategis 1.1 dan Tujuan |
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Sumber deta; Laporan Realisasi Fivik dan Keuangan Simbanpda Disduwkoapil Sumbar 2025 dan data olakan
dari tabel 3.7 di atas dapat dilihat bahwa pendukung indikator Sasaran Strategis 1.1
dan Tujuan | terdiri dari 2 {dua) program. 3 (tiga) kegiatan dan 8 {delapan} sub
kegiatan dengan total anggaran Rp.66.099.000,-. Pada akhir tahun anggaran 2025
telah direalisasikan 96.55% atau sebesar Kp.63.817.000.- dengan realisasi [(isik

| (%, Jika dilihat dari sisi realisasi anggaran dengan 96.55% maka Kinerja
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keuangan berkategori sangat baik.

Dari sisi kinetja anggaran per sub kegiatan, terdapat | (satu) sub kegiatan
pendukung Sasaran Strategis 1.1 dan Tujuan | dengan realisasi dibawah 90% yakni
pada Sub Kegiatan 2.12.04.1.02.05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data yakni
78,01% dari pagu Kp.%.237.000,-. Rendahnya realisasi anggaran ini disebabkan oleh
tidak hadimya narasumber pada sant pelaksanaan kegiatan schingga honorarium
vang telah diangparkan tidak dapat direalisasikan.

Dibandingkan dengan APBD murni Tahun Anggaran 2025, secara akumulatif
terjadi pengurangan anggaran pada ke-2 program pendukung, dengan total efisiensi
anggaran scbesar Rp BO.B5Y.000.-. Efisiensi terbesar terdapat pada Program
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan jumlah pengurangan
sebesar Rp.73.105.000.- atau sebesar 55.59%. Langkah efisiensi yang dilakukan
berupa pengurangan volume pelaksanaan kegiatan dengan tetap mengupayakan
pencapaian keluaran sub Kegiatan.

Berdasarkan Kinerja keuangan tersebut dan meryjuk pada formulasi
penghitungan nilai efisiensi pengpunaan anggaran terhadap capaian indikator
Sasaran Strategis 1.1 dan Tujuan 1 sebagaimana dijelaskan pada bagian awal Bab I11
ini, diperoleh nilai efisiensi penggunaan anggaran sebesar 58,63%.

Dari uraian di atas secara ringkas bahwa Kinerja Sasaran Strategis 1.1 dan
Tujuan | menghasilkan realisasi yang sama dengan dengan target yang ditetapkan
sehingga diperoleh capaian kinerja 100%. Kinerja keuangan dengan realisasi
anggaran schesar 96,55% serta realisasi fisik pelaksanaan kegiatan 100%% dan nilai
efisiensi penggunaan anggaran pendukung capaian kinerja sebesar 58,63%., dengan
demikian Kinerja Sasaran Strategis 1.1 dan Tujuan | memiliki kategori Sangat
Tinggi.

Pencapaian Sasaran Strategis 1.1 dan Tujuan | ini, selain didukung oleh kinena
anggaran pendukung sebapaimana vang telah divraikan, juga tidak terlepas dari
kinerja sumber daya manusianya. Schagaimana yang telah disinggung sebelumnya
bahwa perseniase ketersediaan sumber daya manusia khususnyva ASN/PNS pada
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
hanya berjumlah 6 (enam) orang dan total kebutuhan 19 (sembilan belas) orang atau
sebesar 31,58%. Secara detail dapat dilihat pada tabel bertkut:
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Tabel 3.5
Rincian Ketersediaan ASN/PNS
Pengampu Sasaran Strategis 1.1 dan Tujuoan |
{Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
dan Pemanfaatan Data)

A IAHATAN JUMILAH VNI AR
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idang Pengelolasn Informasi Administrusi &
Wmmm

| | Kepala Ridang =it - T R o o

3| Analis Kehijaknn Modya ' 1 i =

1 | Anabis Kebijakan Abli Mada | 3 gy — i, 7%
e 5 . A —

5 | Penclaah Toknis Kebijskon | 3 , ] 35.33%
| Pengolah Daa dan informasi s -—I— 13 | oo _

7| Pengadminisirasi Perkantocan 3 i [ = I

Sumber data: Subbag. Umum dan Kepepmweian

Dari tbel di atas diketahui bahwa terdapat 3 jabatan yang belum terisi sama
sekali, yakni pada Jabatan Analis Kebijakan Madya. Jabatan Analis Kebijakan
Pertama dan Jabatan Pengadministrasi Perkantoran. Disisi lain, Bidang Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data juga didukung oleh 1
{3atu) orang tenaga I'T dengan status kontrak.

Selain ketersedisan anggaran dan sumber daya manusia, fakior utama yang
tidak kalah penting adalah rersedianya sarana prasarana. Adapun sarana dan
prasarana  yang terdapat pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
kependudukan dan Pemanfaatan Data berupa peralatan/perlengkapan pelaksanaan
tugas/pekerjaan sehari-hari yang terdiri perangkat elektronik utama yaitu komputer
(pellaptop), printer, server data serta perangkat elektronik pendukung berupa
pendingin ruangan dengan jumlah ketersedizan sesuai dengan kebutuhan riil
berdasarkan jumlah personil dan kebutuhan pokok lainnva.

Merujuk pada kondisi di atas, jika diperbandingkan antara kinerja/pencapaian
indikator Sasaran Strategis 1.1 dan Tujuan | dengan dukungan sumber daya yang
ada {sumber daya manusia dan sarana prasarana) maka dengan capaian kinerja yang
telah divraikan scbelumnya, penggunaan dan pendayagunaan sumber daya yang
tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan efisien.
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Meningkatnya Penduduk vang Memiliki Dokumen
Kependudukan yang Lengkap
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 2
Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak., serta Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendafiaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil dijelaskan bahwa dokumen kependudukan terdin
dari:

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el);

Kartu Identitas Anak (KIA):

Akts Kelahiran;

Akta Kematian;

Akta Perkawinan; dan

Akta Perceraian

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatstan
Sipil tingkat provinsi sebagal “perpanjangan tangan” pemerintah pusat di daerah
dalam pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sckaligus
melakukan fungsi koordinasi, pembinaan, pengawasan, monitoring, cvaluasi dan
fungsi-fungsi lainnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat
kabupaten/kota maka ke-6 jenizs dokumen pokok kependudukan ini dirumuskan
menjadi salah satu sasaran strategis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat yvang telah dituangkan dalam dokumen Renstra Dinas
Tahun 2021 - 2026.

Dasar pengukuran target dan realisasi dari indikator kinerja Sasaran Strategis
1.2 ini merupakan rata-rata realisasi dari jumlah keseluruhan target dan realisasi
setiap jemis dokumen kependudukan. Kinerja per-jenis dokumen kependudukan
berdasarkan akumulasi kepemilikan per-jenis dokumen dari Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil di 19 {sembilan belas) kabupaten/kota yang ada di Provinsi

.~ B

=0 e &

Sumatera Barst. Metode pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis 1.2 ini
menggunakan metode pengukuran 1.
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Padecarprd ” Sremider: Saes | HI




Pkt opd H Secireadern Byl

Target, realisasi dan capaian dari indikator Sasaran Strategis 1.2 dapat dilihat
pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Capaian Indikator Sasaran Strategis 1.2 Tahun 2025

Indikator Kineria larger  Realisasi®  Capaion
1 M) [l Sl

Semeber dsra; Deata diedah

Dari tabel 3.9 di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2025 Persemiare
Kepemilikan Dokumen Kependudukan sebagai indikator Sasaran Strategis 1.2
dengan target kinerja 94,25% dapat direalisasikan sebesar 94,04% dengan capaian
kinerja 99.78%. Tidak tercapainya target kinerja ini akan dijelaskan pada uraian
hambatan indikator kinerja. Pengeunaan Data Kependudukan Bersih (DKEB)
berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan mengaur penyajian data kependudukan berdasarkan
Diata Kependudukan Bersih.

Berdasarkan uraian diatas, maka kinerja dalam hal pencapaian indikator kinerja
Sasaran Strategis 1.2 masih berkategori sangar tinggi walaupun dengan realisasi
kinerja dibawah target yang ditetapkan, hal ini berpedoman pada klasifikasi capaian
kinerja sebagaimana yang diuraikan pada Tabel 3.1 (interval capaian kinerja sangat
tinggi: 91% < 100%). Pengukuran kinerja ini menggunakan formula/metode yang
sama dengan penghitungan pada Sasaran Strategis 1.1,

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa target/realisasi dari
Sasaran Strategis 1.2 ini merupakan rata-rata target/realisasi dari 6 {(enam) jenis
dokumen kependudukan, sedangkan capaian diukur berdasarkan perbandingan
antara nilai rata-rata realisasi dengan nilai rata-rata target dikali 100%. Data realisasi
dari masing-masing jenis data kependudukan tersebut bersumber dari DKB Tahun
2025 pada aplikasi SIAK/PDAK yang dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Penggunaan
aplikasi ini merupakan tindaklanjut dari pengimplementasian kebijakan/penerapan
Sistem Informasi Administrasi  Kependudukan (SIAK) terpusat yang sudah
diberlakukan sejak pertengahan tahun 2022, Dampak dari permnberlakulian




pengelolaan data informasi administrasi kependudukan secara terpusat ini adalah
unit organisasi penanggungjawab urusan administrasi  kependudukan pada
pemerintah  dacrah baik tingkat provinsi maupun kabupaten'kota hanya bisa
mengunduh data vang tersedia pada aplikesi tersebut. Karena pengelolaan data

administrasi kependudukan sudah menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat
melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Berikut target, realisasi dan capaian per jenis dokumen kependudukan pada
Tahun 2025 (berdasarkan DKB 1l Tahun 2025):

Tahel 3.10
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Strategis 1.2
Berdasarkan Jenis Dokomen Kependudukan Tahun 2025

Indikatod Kinerig Berdasarkan larget Realisasi L apiian

Dokumen Kependudukon %) (T} (Vo)
1 | Persentase Kepemilikan 98.50 9841 99,91
K TP Elektronik

2 | Persentase Kepemilikan Karu 70 66,82 95,46
Identitas Anak
3 | Persentase Cakupan  Kepemilikan 97 0R,0% 102,04
Akte Kelahiran pada Anak Usia 0-17
Tahun

4 | Persentase Cakupan Kepemilikan 100 100 100,00
Akte Kematian dari Péristiwa
Kematian yang Dilaporkan

5 | Persentase Cakupan Kepemilikan 1K) 104} 100,00
Buku Nikah/Akte Perkawinan
pada Semua Pasangan vang
Perkawinannya Dilaporkan

b me Cakupan Kepmulihm 100 106 100,00

Hata-riain % 1ururtll-lwhr.:ule
% Capaian

Suwrher deta: Dentg aienlah

Dari wabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kepemilikan dokumen
kependudukan yang menjadi dasar penghitungan kinerja Sasaran Strategis 1.2, dari
6 {enam) dokumen kependudukan yang menjadi instrumen pengukuran terdapat 2
{dua) jenis dokumen kependudukan yang belum memenuhi target yang ditetapkan
namun tetap meraih klasifikasi capaian kinerja yang sanpat tinggi, yakni
Kepemilikan KTP-el dan Kepemilikan KIA sedangkan untuk 4 {(empat) jenis
dokumen kependudukan lainnya memiliki realisasi yang besar/sama dengan target
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kinerja Tahun 2025 Untuk kepemilikan/penerbitan  akta  kematian, akta
perkawinan/buku nikah, dan akia perceraian antara target dan realisasi dipastikan

akan tetap 100%, hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Persturan Menteri Dalam
Megeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam
MNegeri Tahun 2020-2024 yang menyatakan bahwa kepemilikan/penerbitan akta
kematian, akta perkawinan/buku nikah, dan akta perceraian didasarkan pada setiap
peristiwa yang dilaporkan.
Berikut data pet indikator Sasaran Strategis 1.2:
|. KTP-elektronik
Realisasi kepemilikan KTP-el Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Persentase Kepemilikan KTP-el Tahun 2025

1 EAR. PESISIR SELATAN

2 | RAB SUHOK

3 | KAB SUUNIUNG 179 884 175579 4761
4 | KAR TANAHDATAR 191.339 IRT.003 98.5] |
5| KAB. PADANG PARIAMAN 336,344 128,349 9762
6 | KAB. AGAM ETTT] ELTNEE 48,30
7 | KAB LIMA PULLTH KOTA 03506 290288 98,61
B KAR PASAMAN 235 471 231 256 pLNE)
9 | KAB KEPULAUAN MENTAWAI 70,351 BR120 9681
10| KAR DHARMASRAYA 175823 172829 98,30
11 KAHR SOLOK SELATAN 129115 127 5015 48,71

| 17 [ RAR N BARAT 318.063 ETTRAL] 9807

13| KOTA PADANG 031361 691103 a7
14| KOTASOLOK fol 084 D28 96,69 |
5| KOTASAWAHLUNTO 50,746 500,262 95,09
6 | KOTAR G PAN], .07 45609 99,14
17| KOTA BUKITTINGG 10237 101 st 08,15
18| KOTA PAYAKUMBLIH 108 407 07925 .4
19 | KOTA PARIAMAN 75,564 75,030 04,71

Sumiher data; DER I - Aplikad POAK
Ditfen Dvkeapil Kemendagri Tahun 2025
Dari data di atas diketahui bahwa dan target kinerja 98,50%, elah
direalisasikan schesar 98.41%, schingga persentase capaian untuk Kepemilikan
KTP-el pada Tahun 2025 sebesar 99.91%.
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2. Kartu [dentitas Anak (K1A)
Realisasi kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Tahun 2025 adalah

sehagal berikut:

Tabel 3.12
Persentase Kepemilikan KIA Tahun 015

1 | KAB. PESISIR SELATAN 152,103 4,397
Z KA. SOLOK 117870 71255
1 | KAB SUUNJUNG 09,861 45008
4| KAB. TANAH DATAR 93,353 79339
5 | KAB. PADMANG PARIAMAN 124.109 76,170
o | KAB AGAM 139,350 %7
7| KABR LIMA PULUH KOTA 102.726 71,480
B | KAR PABAMAN 91,940 54352
| KAB. KEPULAUAN MENTAWAI 29,466 14682
0| RAD. DHARMASRAYA T0.301 49.525
|| RAR, SOLOK SELATAM 53,941 3B.A84
3| KAB. PASAMAN BARAT 143505 TR4T
3| KOTA PADANG 261792 166247
4 | ROTASOLOK 252K 19.9674 T
5| ROTA SAWAHLUNTO 18047 14,320 79,40
16| KOTA PADANG PANIANG 18.284 18,060 s 8l
17| KOTA BUKITTINGGI 41224 32011 67,04
] PAYA i 43462 I8 A08 7,84
19 | KOTA PARIAMAN 29,300 24,536 R4,45

Swrmbar chnter; DKE 1T - Aplikaxi PDAK
Ditfen Dhikcapd! Kemendaprl Talun 2025

Dari data di atas, diketahui bahwa dan target Kinerja 70%, telah
direalisasikan sebesar 66 82%, schingga persentase capaian untuk Kepemilikan
KIA pada Tahun 2025 sebesar 95,46%,

3. Akie Kelahiran

Realisasi cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usin 0 - 17 Tahun

pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13

Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Tahun 2025
{anak wsia 0 - 17 Tahon)

1 kAB. PESISIR SELATAN 161625 160,885 00 54
2 | KAR SOLOK 125508 134349 50,08
3 | KAB SOUNIUNG 74542 TAL .33
4 AR TAMAH BATAR 1080, 07T M.TLT b
5 | KAB. PADANG PARIAMAN 12.727 31,130 a8 80
6 | RAB. AGAM 4K.E1L 46,933 9874 |
7| KAB LIMA PULUH KOTA 110.062 106,679 96,93
# | KAR PASAMAN g 128 B6. 105 9794

—
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T @ | KAB. REPULAUAN MENTAWAI I1L647 00 :; :i
0 | KAH DHARMASRAYA T4.981 T4.386 321 |
1IE :_ﬁ.B SOLOK SELATAN 7180 57100 W
|17 | KAB. PASAMAN BARAT 152412 ISLE90 | 9.6
I3 KOTA PALDANG T7R. 264 T2 04 5
14 | ROTASOLOR 1378 77356 T
15 | KOTA SAWAHLUNTO 19213 19.151 068
16 | ROTA PADANG PANJANG 19453 19438 95,92
17 | KOTA BUKITTINGOH 1572 433000 9870
18 | ROTA PAYARUMBUH 45206 15015 0033
19 | KOTA PARIAMAN 31274 31,060 32

Kurmber denta; TR IT = Aplikeest POAK
Iitfen Prokeapil Kememdggeed Tabhun 2025

Dari data di atas, diketahui bahwa dari target kinerja 97%, telah
direalisasikan sehesar 9%,98% schingga persentase capaian untuk Cakupan
Kepemilikan Akte Kelahiran anak usia 0-17 Tahun pada Tahun 2025 sebesar
102,04%.

4. Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Kematian dari Peristiwa Kematian yang
dilaporkan

Realisasi cakupan kepemilikan Akta Kematian Tahun 2025 adalah sebagai
berikut:

Tabel 3.14
Persentasze Cakupan Kepemilikan Akte Kematian
dari Peristiwa Kematian vang Dilaporkan Tahun 2025

KAH. PESISIR SELATAN

g

s

fi

T AR LIMA PULLLE KOTA 2977 2977 1 [ Kp
§ | KAB PASAMAN 2061 2061 L
9 | KAR KEPULAUAN MENTAWAI 440 450 | 10000 |
10| KAB, DHARMASRAY A 1643 L443 | 100,00
11| KAB. SOLOK SELATAN 979 979 | 10000 |
12 | KAB PASAMAN BARAT 2904 & 1060,
13| KOTA PADANG 7.149 TI89 | 100,00
14 | KDTA SOLOK 524 524 | 100,00
15 EOTA SAWAHLITMTO ilh ik 100
]é E!& PADANG PANIANDG 413 413 1EMLEHD

T | KOTA BUKITTINGGI 103 1003 | o000 |
18| KOTA PAYAKUMBLUH L350 LOs0 | 10000 |
19 KOTA FPARIAMAN 47 747 1LY

Sumber deta: DK I = Aplikasi FOAK
IHitfen Dkcapil Kememdaeri Tabun 2025

—
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Dari data di atas, diketahui bahwa dari targer kinerja 100% telah
direalisasikan sebesar 100%, sehingga persentase capaian uniuk Cakupan
Kepemilikan Akte Kematian dari Peristiwa Kematian yang Dilaporkan pada
Tahun 2025 sebesar 100%.

Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akte Perkawinan Fada Semua
Pasangan vang Perkawinannya yang Dilaporkan

Realisasi cakupan kepemilikan Buku Nikah/Akte Perkawinan pada Tahun

2025:

Tabel 3.15
Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akte Perkawinan
Pada Semua Pasangan vang Perkawinannya Dilaporkan Tahun 2025

1 | KAB. PESISIR SELATAN 163.373
7 | KABR SOLOK 148358
3 | KAB SUUNJUNG 9] ]2 41,832 |
4 | KAB TANAH DATAR [40.1 16 140,116 1012.@4
5 | KAR PADANG PARIAMAN 137 094 137,009 | 100,00
6| RAB AGAM 154,065 154068 | 100,00 |
T | KABR LIMA PULUH KOTA 147 986 147986 | 100,00 |
B | KADL PASAMAN 92273 92272
0 B, KEPLLALAN MENTAWAL 28240 M.246 | 10000
10 | KAB, YA RL00T £3.007 | 100,00
11| KAB, SOLOK SELATAN 37,969 37969 | 100,00
12 | KAR PASAMAN BARAT 1319.742 139.742 | 100,00
13 | KOTA PADANG ILETS 3M.RTF | 100,00 |
14| KOTA SOLOK 33832 1IR3 | 10000
L5 KOTA SAWAHLLINTO 0208 20208 1(EEO0

16 | KOTA PADANG PANIANG 25.709 285m0 | 100,00
i? KOTA BURITTINGC 55503 55,503 IR ERH]
I8 | KOTAPAYAKUMBUH B2 &bz 10000
19 | KOTA PARLAMAN 14 hlh 340686 | 1

Sumher dele; KR W - Aplikasi POAK
Ditjen Dukcapil Kemendagri Talun 2025

Dari data di atas, diketahui bahwa dari target kinerja 100% telah

direalisasikan sebesar 100%, sehingga persentase capaian untuk Cakupan
Kepemilikan Buku Nikah/Akte Perkawinan pada Semua Pasangan yang
Perkawinannya Dilaporkan pada Tahun 2025 sebesar 1 00%.

F&c-l:.'r.':'l-f.-:n-f || Sripmalerel Seiety
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6. Persemtase Cakupan Kepemilikan Akte Perceraian dari Peristiwa Perceraian
vang dilaporkan
Realisasi cakupan kepemilikan Akte Perceraian Tahun 2025 adalah sebagai

baerikut:

Tabel 3.16

Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Perceraian
Dari Peristiwa Perceraian yvang Dilaporkan Tahun 2025

Swmber dana: KR IT - Aplikasi PIAK
Ditjen Dukeopil Kemendugrd Taben 2025

|| KAR, PESISIR SELATAN 1813 2812 | 100,00
7 | KAB SOLOX 4632 1632 [ 1000
3| KAH SDUNJUNG 1809 1800 | 100.00 |
1| KAB TANAH DATAR 5713 5723 | 10000
5 | KAB. PADANG PARIAMAN 4481 AAR1 | 100.00 |
o | KAB. AGAM 1615 7615 | 100,00 |
7| KAB. LIMA PULLH KOTA 5465 $.465 | 100400
§ | KAR PARAMAN L7%6 L7866 | (00400 |
9 | RAB, REPULAUAN MENTAWAIL 675 | 675 | 100,00
10| KAR. DHARMASRAY A 1.743 1745 | 100,00
11| KAB SOLOK SELATAN 1.564 1564 | 10000 |
12| KAB. PASAMAN BARAT 3.405 3405 [ 100,00
13 KOTA PADANG 11,921 11.92] 1088, G
14 | KOTA SOLOK 1387 1387 | 10000
15| KOTA SAWAHLUNTO 1.207 307 | 100,00
6| KOTA PADANG PANIANG 1040 T

7| KOTA BUKITTINGGI I8 TI08 | 100,00
18| KOTA PAYAKUMBUI 2.798 2795 | 10000
19 | KOTA PARIAMAN 1300 L300 | 1000

Dar data di atas, diketahui bahwa dari target kinerga 100% telah direalisasikan
sebesar 100%, sehingga persenlase capaian untuk Cakupan Kepemilikan Akte
Perceralan dar Peristiwa Perceraian vang Dilaporkan pada Tahun 2025 sebesar

100 %%,

Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja Sasaran Strategis 1.2 pada
Tahun 2024, realisasi berikut capaiannya di tahum 2025 sedikit mengalami
penunman berdasarkan penggunaan DKB 11 Tahun 2025, Hal ini dapat dilihat pada
grafik berikut:

e ———
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Grafik 3.7
Perbandingan Target, Realisasi, Capaian
Indikator Sasaran Strategis 1.2 Tahun 2024 dan 2025
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Dari grafik 3.7 di atas diketahui bahwa indikator Sasaran Strategis 1.2 tetap
menunjukkan kinerja vang positif (2 91%) ditengah segala kondisi yang serba
terbatas dan diperparah dengan terjadinya bencana hidrometeorologi  pada
pertengahan Triwulan IV Tahun 2025 yang hampir melanda 19 kabupaten/kota di
Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan tampilan grafik tersebut, capaian indikator
kinerja mengalami penurunan jika dibandingkan dengan data kinerja Tahun 2024
vang memiliki capaian 100,89% sedangksn di tahun 2025 menghasilkan capaian
00, 78%.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2021-2026, maka
realisasi/capaian indikator Sasaran Strategis 1.2 sampai dengan tahun 2025 dapai
dilihat pada grafik berikut:
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Grafik 3.8
Perbandingan Target Akhir Periode Renstra 2021-2026
Indikator Sasaran Strategis 1.1

F9.7E
96,16

Foabuasi Talhun 3035 Capaan Tahun 2025 Target Ahhir Petiogle Renetaa

Brumiter clores ! ot diefenk
Berdasarkan data di atas, dimana realisasi indikator Sasaran Sirategis 1.2

sampai Tahun 2025, di angka %4.04% dengan capaian 99.78%. Jika dibandingkan
target di akhir periode Renstra 2021-2026 sebesar 96,16% dengan realisasi Tahun
25 sebesar 94,04% diperoleh selisih sampai dengan saat ini sebesar -2,12%.
Untuk Tahun 2026, terjadi perubahan definisi operasional uniuk indikator kinerja
sasaran ini, yang telah dirumuskan dalam dokumen rencana strtegis periode tahun
2025-2029. Sehingea target akhir tahun pada periode renstra 2021-2026 tidak akan
diperoleh/dilakukan pengukuran berdasarkan definisi operasional indikator Kinerja
Renstra Tahun 2021-2026.

Progres kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera
Barat terkait dengan indikator Sasaran Srategis 1.2 dalam 5 (lima) tahun terakhir
dapat dilihat pada grafik berikut:

[ ——— ﬁ- — — l
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Crafik 3.9
Progres Kinerja Indikator Sasaran Strategis 1.2
Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan
Caprans BN =~ & 000 EEN
E Ry o ————— S T B 94,04
Taget- 84,25
Cupaian % [ 100.89
2 Aualisan = T 9319
Target_ e 9237
Capaian'™ HEEENS=T"- ~— * = 101.28
% Roabwam.. I 91.66
Target, _ o0 50
Capalan® SNSRI 0 = 10147
3 netuy,., DR ] £9.92
Tatget... 83 62
cagaans S T = — 102 .56
% Reatsasl. . = ER.64
Tatgel., = g6.43
75 BD 85 a0 a5 100 105
-

Srrher date; Darta dinfoak

Sama halnya dengan Sasaran Strategis 1.1, Sasaran Strategis 1.2 ditetapkan
pada tahun 2021. Dari grafik di atas, realisasi yang diperoleh setiap tahunnya telah
melebihi target yang ditetapkan dengan capaian melebihi 10096, kecuali pada
kinerja Tahun 2025 dimana realisasi yang diperoleh -0.21 dari target dengan capaian
hanya 99,78%. Di sisi fain, jika dilihat secara berkesinambungan sejak tahun 2021.
terdapat tren negatif persentase capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1.2 ini.
Capaian tertinggi terdapat pada tahun 2021 sebesar 102.56% dari target 86,43%
dengan realisasi 88,64% dan capaian terendah diperoleh pada tahun 2025 sebesar
99, 7T8% dari target 94.25% dengan realisasi 94,04%. Tren negatif vang diperlihatkan
dari penurunan persentase capaian bukan serta merta dapat diartikan bahwa kinerja
pada Sasaran Strategis 1.2 ini berkinerja buruk. Hal ini disebabkan adanya pengaruh
fluktuasi (naik/turun) realisasi yang tentu akan mempengaruhi capaian, selain it
peningkatan target dengan realisasi yang didapatkan melebihi target di sctiap

e ——————
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tahunnya juga akan mempengaruhi persentase capaian. Dengan kata lain semakin
lama target akan mendekati 100%, jika target sudah 100% dengan realisasi yang
diperoleh juga 100% maka capaian sudah akan terkunci dibesaran 100%.

Sasaran Strategis 1.2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Sumaiera Barat dengan indikator kinea Perseniase Kepemilikan Dokumen
Kependudukan juga tidak memiliki standar/ftarget secara nasional sehingga tidak
dapat dilakukan perbandingan.

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1.2 yang diperoleh dengan hasil baik ini,
tentu tidak terlepas dan upava-upaya vang telah dilakukan selama tahun 2025, yaitu:
1. Secara konsisten melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negen terkait dengan
ketersediaan dan kebutuhan blangko KTP-el yang akan didistribusikan ke Dinas
Dukecapil Kab/Kota;

Penambahan/refocusing anggaran untuk pengiriman blangko KTP-el dari Ditjen
Dukeapil Kemendagn ke Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat pada tahapan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

3. Melakukan koordinasi dan konsultasi lintas sektoral dalam upaya peningkatan

-2

dan percepatan serts penyamaan persepsi akan  pentingnya  dokumen
kependudukan;

4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala ke kabupaten/kota
dalam rangka membina dan mengawasi pencapaian targel kinerja dinas secara
khusus dan penyelenggaraan adminisirasi kependudukan di Provinsi Sumatera
Barat secara keseluruhan, terutama pasca terjadinya bencana hidrometeorologi
pada pertengahan Triwulan IV Tahun 2025:

3. Melakukan kegistan sosialisasi, bimbingan teknis sertn fasililasi sesuai
kewenangan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
maupun lintas mstansi;

6. Melakukan rapat koordinasi antara Dinas Dukcapil se¢ Sumatera Barat dengan
pemangku kepentingan;

7. Melaksanakan sosialisasi penggunaan aplikasi Sibukma (Sistem Informasi
Buku Pokok Pemakaman'Kematian), aplikasi Sindawin (Sistem Informasi
Untuk Data Perkawinan), aplikasi Sidalinmas (Sistem Inovasi Pendaftaran
online Masyarakat Sumbar) ke Dinas Dukeapil Kabupaten/Kota dan aparatur
pemerintahan kelurahan/nagari di kabupaten/kota dalam upaya peningkatan
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pendataan peristiwa kematian, peristiwa perkawinan penduduk, dan aplikasi

pelayanan  online yang bisa diduplikasi olech Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;

8. Melakukan kegistan fasilitasi pelayanan adminisirasi kependudukan dan
pencatatan sipil baik pada kegatan Car Free Doy vang bekerjasama dengan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang serta kegiatan fasilitasi
pelayanan dalam rangka memeriabkan Hari Ulang Tahun Provinsi Sumatera
Barat yang ke 80.

9. Melakukan fasilitasi perbaikan alat rekam cetak KTP-¢l dan KIA dengan
bekerja sama dengan rekanan/penyedia pada Ditjen Dukcapil Kemendagri
untuk Dinss Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kebupaten/Kota yvang
membutuhkan perawatan dan penggantian sparepart alat rekam cetaknya;

10, Berkoordinasi secara intensif lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil s¢ Provinsi Sumatera Barat dalam rangka memenuhi kebutuhan mendesak
di beberapa kabupaten/kota yang mengalami kekurangan logistik (ribbon, film,
blangko KI1A dan blangko KTP-el) pelayanan dengan cara melakukan “subsidi
silang sementara” antar Dinas Dukcapil Kab/kota vang memungkinkan
memberikan pinjaman logistik;

Il. Meminjamkan alat rekam cetak dokumen kependudukan yang dimiliki oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat ke Dinas
Dukeapil Kabupaten®ota yang membutuhkan; dan

12. Secara konsisten mendistribusikan blangko KTP-¢l ke Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan dan alokasi blangko
dari Ditjen Dukcapil Kemendagri,

Hambatan-hambatan/permasalahan  vang dihadapi dalam mercalisasikan target

kinerja Sasaran Strategis 1.2 ini adalah:

|. Terjadinya bencana hidrometecrologi pada pertengahan Triwulan [V Tahun
2025 yang melanda hampir 19 Kabupatenkota di Provinsi Sumatera Barat.
Dampak dari bencana yang sangat masif ini berpengaruh langsung pada
operasional/kinerja  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  di
kabupaten/kota diantaranya jaringan lelekomunikasi/internct serta aliran listrik
yang tidak stabil hahkan terputus seria rusaknya infrastruktur fransportasi yang
menghambat mobilisasi masyarakat untuk mendapatkan layanan administrasi
kependudukan. Disisi lain, fokes wtama masyarakat terdampak dan pemerintah
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daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupatenkota adalah percepatan

pemulihan pasca bencana terutama dar sisi masalah sosial dan kesehatan,
Masih terbatasnya pemenuhan kebutuhan blangko KTP-el dari Ditjen Dukcapil
Kemendagri, sehingpa blangko KTP-el yang didistribusikan ke Dinas Dukcapil
Kab/Kota tidak memadai secara kuantitas yang berakibat pada rtidak
maksimalnya pelayanan administrasi kependudukan khususnya penerhitan
KTP-el;

Tidak optimalnya pencetakan KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten'Kota, yang disebabkan keterbatasan anggaran untuk
penyediaan blangko KIA dan minimnya anggaran untuk persediaan ribbon dan
film di setiap dinas dukcapil kab/kota.

Maszih banvak peralatan rekam/cetak dokumen kependudukan (KTP-¢l dan KIA)
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam kondisi
apa adanya. Dengan status kepemilikan alat rekam cetak masih banvak yang
terdafiar sebagai aset Ditjen Dukcapil Kemendagri yang sampai saat ini belum
dihibahkan ke pemerintah daerah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten/Kota tidak bisa menganggarkan biaya perawatan;

Keterbatasan anggaran pelavanan administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil yang hampir tegadi di setiap kabupatenkota. Hal ini berpengaruh
langsung pada kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan pada masyarakat.
Kondisi ini juga berdampak pada kemampuan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota
untuk belanja modal pengadaan alat rekam cetak vang baru. Disisi lain, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat juga tidak mampu
berbuat banvak untuk mengatasi permasalaban tersebut;

Dari  sisi Ketersedisan  aparatur, jumiah  petugas lavanan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangal terbatas. Kalaupun ada, banvak diisi
oleh tenaga honorer yang secara aturan terkadang tidak bisa mengikuti
penerimaan ASN dalam formasi CPNS maupun PPPK. Dengan kondisi ini, dan
alokasi anggaran vang ada pada Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota banvak
tersedot untuk penyediaan gaji tenaga honorer. Hal ini juga berpengaruh
langsung terhadap minimnya alokasi anggaran untuk pelayanan.

Selain keterbatasan tenaga pelayanan, banyvak pejabat setingkat analis kebijakan
yang berasal dari penyectaraan pejabal pengawas dan  bahkan  pejabat
administrator di Dinas Dukeapil Kabupaten/Kota yang masih kosong. Dengan
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pengalihan pejabat struktural eselon 1V menjadi pejabat fungsional, maka ada

kendala untuk mengisi kembali kekosongan jabatan fungsional saat aparatur
vang menjabatl sebelumnya berpindah tugas (promosikembali ke jabatan
struktural dengan formasi yang berbeda) ataupun pensiun, dimana aparatur baru
yang akan mengisi kekosongan tersebul harus mengikuti ujian kompetensi,
Kondisi (kekosongan aparatur) ini berakibat pada satu orang ASN akan
melakukan rangkap pekerjaan bahkan sampai ke pemberian pelayanan kepada
masyarakat. Secara wmum kondisi terscbut akan benimbas pada tidak
maksimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan. Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, sesuai kewenangannya hanya
memberikan rekomendasi ke Ditjen Dukcapil - Kemendagri untuk pengisian
jabatan di tingkat kabupatenkota berdasarkan usulan dari Dinas Dukcapil
Kah/Kota. Karena kewenangan pengelolaan ASN berada sepenuhnya pada
pemenntah daerah kabupaten/kota:

8. Sampai dengan saat ini, belum ada kebijakan ataupun aturan perundang-
undangan yang diterbitkan oleh pemerintah pusal (dalam hal ini Direktorat
Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri)
terkait dengan standar harga tunjangan fungsional bagi Administrator Data
Base (ADB) kependudukan bagi ADB wvang adas di Dinas Dukcapil
Kabupaten/Kota. Di sisi yang berbeds, ADB merupakan “ujung tombak™
pengelolaan informasi data kependudukan. Sehingga baik secara langsung
maupun fidak, akan berpengarub pada kinerja; dan

9. Sama halnya dengan permasalahan intermal lingkup Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat vang wrut mempengaruhi pencapaian
Sasaran Strategis 1.1, Pencapaian Sasaran Strategis 1.2 ini walaupun didukung
oleh 2 (dua) bidang yaim Bidang Fasilitasi Pendafiaran Penduduk dan Bidang
Fasilitasi Pencatatan Sipil, secara kuantitas aparatur masih belum memadai. Hal
ini didasarkan pada kebutuhan personil vang merujuk pada dokumen
Anjab/ABK dan dibandingkan dengan jumlah riil yang ada saat ini. Sampai
dengan akhir tahun 2025 ketersediaan ASN di kedua bidang tersebut hanya
40% (12 orang) dari total kebutuhan sebanyak 30 personil.

Terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ditemui, langkah-langkah vang

akan dilakukan di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan pengelolaan

serta layanan administrasi kependudukan, adalah:
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|. Membuat kalkulasi secara cermat terkait kebutuhan blangko KTP-el minimal
untuk 1 (sat) twhun ke depan dengan berkoordinasi dengan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk diteruskan ke
Drirektorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam
Megeri dalam upaya meminimalisir kemungkinan kekurangan blangko KTP-el
di akhir tahun;

Tetap mengupayakan untuk percepatan rencana realisasi hibah baik berupa

bed

barang atsupun anggaran dalam rangka penmgkatan koalitas dan kuantitas
sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten'kota
dengan melakukan koordinasi intensif ke Ditjen Dukcapil - Kemendagri;

3. Terus berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil - Kemendagn agar diberikan
kembali Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan Administrasi
Kependudukan dengan memanfaatkan segala forum pertemuan vang ada baik
luring maupun daring. Dimana DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi
Kependudukan terakhir kali diterima pada tahun 2021, Dengan adanya DAK ini
diharapkan permasalahan keterbatasan anggaran baik di tingkat provinsi
maupun kabupaten'kota bisa sedikit teratasi, setidaknya dalam menunjang
kegiatan pelavanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada
miasyarakat;

4, Terus berupava dalam rangka mendapatkan sofusi untuk pengangkatan tenags
honorer menjadi ASN (PNS/PPPK) khususnva petugas pelayanan pada Dinas
Dukcapil Kabupaten/Kota yang terkendala dengan aturan (pendidikan terakhir,
usia, dan lain-lain) ke Ditjen Dukcapil - Kemendagri. Kondisi yang terjadi saat
ini, banyak petugas honorer pelayanan yang tidak memenuhi kriteria yang
ditetapkan untuk mendaftar menjadi ASN, di sisi lain yang bersangkutan sudah
mengabdi belasan tahun dan menjadi garda terdepan dalam membenkan
pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat;

5. Ditengah kondisi alokasi anggaran yang semakin terbatas, akan diupayakan
untuk mendapatkan dana pokok-pokok pikiran dari anggota DPRD Provinsi
Sumaters Barat untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelayanan yang secara
langsung akan membantu kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil di kabupatenkota dan secara otomatis akan meningkatkan
kinerja wrusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera
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6. Terus berkoordinasi dengan Dinas Duokeapil Kabupaten/Kota  unmuk
“menyuarakan™ percepatan penerbitan aturan tunjangan ADB pada sctiap
kesempatan/forum yang ada,

Sasaran Strategis 1.2 diampu oleh Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan
Bidang Fasilitasi Pencatatan sipil yang didukung oleh 1 program per masing-masing
bidang, vakni Program Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil. Secara
terperinei, kinerja programkegiatan/sub kegiatan pendukung Sasaran Strategis 1.2
dapat dilihat pada 1abel berikut:

Tabel 3.17

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran serta Realisasi Fisik
dan Kewangan Pendukung Indikator Sasaran Strategis 1.2
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Sumber data: Laporar Reatiscsi Fisik darn Kewenpan Simbangde Disdukcapil Swmbar 20125 den data ofahan
dari uraian di atas dapat dilihat bahwa anggaran pendukung kinerja Sasaran
Strategis 1.2 berjumlah Rp.181.323.000.- dimana sampai dengan akhir tahun
anggaran 2025 direalisasikan 94,25% atau sebesar Rp.170.897.000,- dengan
realisasi fisik 100% dan sisa anggaran Rp.10.426.000,-. Angka-angka ini merupakan
gabungan dari anggaran Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk yang terdini dari 1
(satu) program, 3 (liga) kegiatan dan # (delapan) sub kegiatan dengan jumlah
anggaran Rp. 124.220.000,- yang direalisasikan scbesar 93.51% atau sebesar
Rp.116.161.000,- dengan realisasi fisik 100% dan sisa anggaran Rp.2.059.000,-.
Pada Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil terdiri dari 1 (satu) program 3 (tiga) kegiatan

dan O (sembilan) sub kegiatan dengan jumlah anggaran program sebesar
Rp.57.103.000,- dengan realisasi 95,85% atsu Rp.54.736.000,- dan sisa anggaran
sebesar Rp.2.367.000,- seria realisasi fisik 1 00%.

Dari 17 (tujuh belas) sub kegiatan pendukung Kinerja Sasaran Strategis 1.2,
terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran diatas 80% vakni
pada Sub Kegiatan 2.12.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang
Pendaftaran Penduduk dari anggaran APBD Murni sebesar Rp.4.636.000.- menjadi
Rp.671.000,- dan pada Sub HKegiatan 2.12.02.1.01.03 Penataan Tata Kelola
Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi dari APBD Mumi sebesar
Rp.6.510.000,- menjadi Rp.671.000.- pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015,
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Kebijakan pemotongan/elisiensi vang signifikan pada kedua sub kegiatan ini
berdasarkan pertimbangan skala prioritas substansi dari sub kegiatan yang harus
dilaksanakan atan yang bisa “diunda™ pelaksanaannya. Untuk Sub Kegatan
2.12.02.1.00.01 Penectapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendafltaran Penduduk
dengan sisa anggaran Rp.671.000,- merupakan realisnsi dani rapat awal pelaksanaan
kegiatan di awal tahun anggaran. Terkait dengan realisasi fisik pelaksanaan sub
kegiatan, kondisi ini telah dikoordinasikan dengan Biro Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi Sumatera Barat, Pada Sub Kegiatan 2.12.02.1.01.03 Penataan Tata
Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi, pelaksanaan kegiatan
tetap dapat dilaksanakan dengan mengganti metode pelaksanaan yang semula tatap
muka/luring menjadi online/daring dengan peserta terdiri dari aparatur pendafiaran
penduduk pada Dinas Kependodukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
Dibandingkan dengan APBD mumi Tahun Anggaran 2025, secara akumulatif
terjadi pengurangan anggaran pada ke-2 program pendukung, dengan total efisiensi
anggaran sebesar Rp.131.753.000,-. Efisiensi terbesar terdapat pada Program
Pencatatan Sipil dengan jumlah pengurangan sebesar Rp.60.731.000,- atau 51.54%.
Sama halnya dengan efisiensi vang dilakukan pada anggaran pendukung Sasaran
Strategis 1.1, langkah efisiensi yang dilakukan berupas pengurangan volume
pelaksanaan kegiatan dengan tetap mengupayakan pencapaian keluaran sub kegiatan,
Selain itu, dari sesi kinerja keuangan pendukung Sasaran Strategis 1.2 terdapat
4 {empat) Sub Kegiatan dengan realisasi kevangan dibawah 90%, dengan uraian
sebapai berikut:
. Sub Kegiatan 2.12.02.1.01.03 Penatsan Tata Kelola Pelaksanaan Pendafiaran
Penduduk Skala Provinz
Realisasi keuangan pada sub kegiatan ini sebesar 85.25%. Rendahnya realisasi
keuangan disebabkan oleh harga pembelian makan minum rapat lebth rendah
dari standar harga yang ada pada DPA TA 2025, Sehingga selisih tersebit
menjadi sisa mati.
2, Sub Kegiatan 2.12.02.1,03.01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran
Penduduk
Pada sub kegiatan ini, realisasi anggarannya sebesar §5,03% yang disebabkan
oleh sisa belanja makan dan minum rapal. Pelaksanaan Rapat Koordinasi
Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025, telah dianggarkan untuk 60

{enam pulub) peserta dengan jadwal pelaksanaan kegiatan tanggal 04
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Desember 2025, Mamun dalam merealisasikannya, peserta yang diundang
hanya wntuk 30 (tiga puluh) orang. Hal im mempertimbangkan kondisi pasca

bencana hidrometeorologi yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat yang

mengakibatkan banyak akses jalan vang tidak bisa dilalui sehingga banyak

peseria dari kabupaten/kota tidak bisa hadir secara langsung.

3. Sub Kegiatan 2.12.03.1.01.01 Penetapan Kebijkan Teknis di Bidang Pencatatan
Sipil
Pada sub kegiatan imi realisasi kevangan scbesar 89.80% hal i berkaitan
dengan honor narasumber, dimana dalam DPA dianggarkan untuk narasumber
pusal dengan spesifikasi setara eselon |1 Namun yang ditugaskan oleh instansi
pergirim adalah setara eselon 111.

4. Sub Kegiatan 2.12.03.1.01.03 Permanfaatan Data atas Peristiwa Penting
Realisasi keuangan pada sub Kegiatan ini sebesar 87,50%, Rendahnya realisasi
keuangan disebabkan oleh perubahan narasumber daerah yang awalnya berasal
dari luar instansi diganti menjadi parasumber  intermal, schingga  hanya
dibayarkan 50% dari SHS.

Berdasarkan kinerja kevangan tersebut  dan  merujuk  pada  formulasi
penghitungan nilai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian indikator
Sasaran Strategis 1.2, dengan metode vang sama pada Sasaran Strategis 1.1, nilai
efisiensi anggaran berdasarkan kinerja keuangan adalah 63,82%,

[ari data-data kinerja Sasaran Strategis 1.2 mulai dari Kinerja indikator sasaran
dengan realisasi 94,04% dari target 94,25% serta capaian 99,78%, kinerja keuangan
dengan realisasi 94,25%, yang disertai dengan realisasi fisik pelaksanaan keglatan
100% dan nilai efisiensi penggunaan anggaran sebesar 63,82% dengan demikian
Kinerja Sasaran Strategis 1.2 memiliki kategori Sangat Tinggi.

Sama halnya dengan Sasaran Strategis 1.1, pencapaian Sasaran Strategis |.2
juga tidak terlepas dari kinerja sumber daya manusia yang tersedia. Memjuk pada
tabel 1.2, secara akumulasi jumiah ASN/PNS yang terdapatl pada kedua bidang
pendukung kinerja Sasaran Strategis 1.2 berjumlah 12 orang dengan persentase
ketersediaan hanya 40% dari total kebuiuhan personil. Secara detail dapat dilihat
pada tabel berikui:
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Tabel 3.18
Rincian Ketersedinan ASN/PNS Pengampu Sasaran Strategis 1.2
(Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
dan Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil)
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Sumber clestes: Subbaag Ui dan Kepeganeaian
Berdasarkan kebutwhan personil, ketersediaan ASN/PNS di kedua bidang
pendukung kinerja Sasaran Strategis 1.2 hanya 12 (dua belas) dari total kebutuhan
30 (tiga puluh) orang. Di Bidang Fasilitasi Pendafiaran Penduduk jumlah pegawai
yang tersedia hanya 5 (lima) orang dari total kebutuhan 15 (lima belas) personil.
Adapun formasi yang masih belum terisi yakni pada labatan Analis Kebijakan
Madva, Jabatan Analis Kebijakan Pertama, Jabatan Pengolah Data dan Informasi,
serta Jabatan Pengadministrasi Perkantoran. Di Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil,
ketersediaan PNS hanya 46,67% dari kebutuhan 15 (lima belas) orang. Terdapan 3
{tiga) formasi yang masih lowong yaitu Jabatan Analis Kebijakan Madya, Jabatan
Analis Kehijakan Pertama, dan Jabatan Pengadministrasi Perkantoran.

Ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi faktor penting dalam proses
pencapaian indikator kinerja. Sama halnya dengan Bidang Pengelolzan Informasi
Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, Bidang Fasilitasi Pendaftaran
Penduduk dan Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil sebagai pendukung pencapaian
indikator  kinerja  Sasaran  Strategis 1.2 juga  dilengkapi  dengan
peralatan/perlengkapan  pelaksanaan tugas/pekerjsan  sehari-hari  yang  terdiri
perangkal elektronik utama yaitu komputer (pc/laplop), printer, serla perangkat
elekironik pendukung berupa pendingin ruangan dengan jumlah ketersediaan sesuai
dengan kebutuhan riil berdasarkan jumlah personil dan kebutuhan pokok lainnya.
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Merujuk pada kondisi di atas, jika diperbandingkan antara Kinerja pencapaian
indikator Sasaran Strategis 1.2 dengan dukungan sumber daya manusia yang minim
dan sarana prasarana maka dengan capaian kinerja 99,78% dari target 94,25% seria
realisasi 94,04%, berdasarkan indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.2 maka
penggunaan dan pendayagunaan sumber daya vang tersedia dapat dimanfaatkan
secara optimal dan efisien.

Meningkatmya Organisasi yang Akuniabel dan

b Icloyam

Substansi Tujuan 2 adalah gambaran bagaimana perangkal daerah mengelola
dan melaporkan pendayagunaan segala sumber daya yang tersedia dalam rangka
merealisasikan target kinerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat
daerah tersebut.

Sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2016,
pengukuran kinerja Tujuan 2 Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan
Mefavani mengpunakan 2 (dua) instrumen pengukuranfindikator, yakni Nifai
Akuniabilitas Kinerja yang digunakan sebagai instrumen pengukuran atas kepatuhan
pelaporan kinerja organisasi terkait dengan capaian seluruh indikator kinerja berikut
penggunaan sumber daya pendukungnya serta Timgkar Kepuasan Terhadap
Pelavanan Organisasi sebagai instrumen pengukuran terhadap gambaran pelayanan
perangksi daersh secara keseluruhsn, terutama pada instansi penerima manfaat
layanan stas pelaksanaan tgas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Indikator kinerja Tujuan 2 yang terdiri dari 2 (dua) indikator tersebut,
mempunyai substansi vang sama demgan indikator Kinerja Sasaran Srategis 2.1
vakni Nilai Akwwabilitas Orgonisasi dan indikator kinerja Sasaran Strategis 2.2
Meningkatnya Kualitas Pelaveman Organisasi, schingga kinerja indikator Tujuan 2
akan dijabarkan secara terperinci pada uraisn Kinerja Sasaran Strategis 2.1 dan
Sasaran Strategis 2.2
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Salah saw prinsip tata pemerintzhan yang baik ((rood Covernance) adalah
akuntabilitas yang merupakan salah satu wujud komitmen organisasi penyelenggars
negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber
daya dalam pelaksanaan kebjakan pada setiap akhir tahun. Pelaksanaan kebijakan
sesuai dengan tugas dan kewenangannya dipertanggungjawabkan kepada publik
sebagai pemegang kedaulatan nepara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistern Akuniabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Substansi
(SAKIP). bahwa SAKIP adalah rangkaian sistematik dan berbagai aktitivitas, alat,
dan prosedur vang dirancang untuk tujuan penctapan dan pengukuran, pengumpalan
data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi
pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi
pemerintah. Lebih lanjut, implementasi pelaksanaan SAKIP juga diatur berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Gubernur
Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Penerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumaters Barat sesuai
dengan  kewenangannya dalam  pengelolaan  dan  penyelenggaraan  urusan
administrasi  kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat provinsi serta
pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas
penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di
seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Dalam rangka
monitoring dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat sebagni salah satu
organisasi perangkat daerah sudah barang tentu turut menyusun laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai dasar penentuan nilai Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2021 - 2026, dan berdasarkan hasil
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kesepakatan penetapan target kinerja sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya,
nilai akuntabilitas kinerja organisasi telah diremuskan menjadi salah satu indikator
sasaran strategis dinas vaitu pada Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - | dengan
target A (80,05) pada tahun 2025. Target, realisasi dan capaian Sasaran Strategis 2.1

dan Tujuan 2 - | ini dapat dilihat pada tabel 3.17 berikut:

Tabel 3.19
Capaian Indikator Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - | Tahun 2025

Indikator kinena Farpet Realisasi  Capaan (%)
| |Nilii Akumiabilitas  Kinerja
Ohrganisasi :
(IK S5 2.1) A A 101,32
(8005} | (8111}
Nilai Akuntabilitas Kinerja
(IKT2-1) |

Sumbar dova; Deta olahen

Dari tabel 3.17 di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2025 Nilai Akuntabilitas
Kinerja | Nilai Aksntabilitas Kimerja Organisasi sebagai indikator kinerja Sasaran
Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - | dengan target kinerja A (80,03) dapat direalisasikan
dengan nilai A (%1,11) sehingga dengan menggunakan metode pengukuran |
diperoleh capaian kincrja sebesar 101.32%. Dengan capaian tersebut maka kinerja
dalam hal pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1
masuk dalam kategori sangal tinggi.

Realisasi ini berdasarkan dokumen Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinetja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/1 19/ HE/INSP(2025 tanggal 24 Juli 2025 yang
dikeluarkan olch Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Secara ringkas, aspek
penilaian dalam laporan tersebut mencakup hal-hal sehagai berikut:

1. Perencanasn kinerja;

2. Pengukuran Kinerja;

3. Pelaporan Kinerja; dan

4. FEvaluasi akuntabilitas kinegja internal,

merujuk dari dokumen laporan evaluasi tersebut dengan 4 {empat) kriteria penilaian,
pada tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provisi Sumatera Bara
memperoleh nilai sebagai berikut:
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Tabel 3.20
Komponen Penilaian dan Hasil LHE AKIP
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2025

5 & . i
MO komponen Penilaian w1l Hisl i

Maksmal Peuloan  Capman
1 ; Kinerja 30 26,25 37,50
2 kuran Kinerja 30 2331 | T
i | Pelaporan Kinerja 15 12,00 RO00
4 | Evaluasi Akuntabilitas 25 19,5 16

Sumber deva; LHE inspekiorat Nomor 70001 1 LR INSP2025
dari 4 (empat) komponen penilaian tersebut, terdapat 2 (dua) komponen dengan
persentase capaian di atas 80% dan 2 {dua) lainnya masih di bawah 8%,

Jika dibandingkan dengan realisasi/capaian indikator kinerja Sasaran Strategis
2.1 dan Tujuan 2 - | pada Tahun 2024, realisasi berikut capaiannya di tahun 2023
menunjukkan kinerja yang masih baik. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.10
Perbandingan Target, Realisasi, Capaian
Indikator Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1
Tahun 2024 dan 2025
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Sumber duta: Data dieloh

Dari grafik 3.10 di atas dapat dilihat bahwa indikator Sasaran Strategis 2.1 dan
Tujuan 2 = 1 tetap menunjukkan kinerja yang positif. Dimana pada Tahun 2024
memiliki capaian 101,82% dan di tabun 2025 menghasilkan capaian 101,32%.
Berdasarkan data, capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1 mengalam:
penurunan pada tahun 2025 dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024, hal im
berbanding terbalik dengan realisasi kinerja. Kondisi ini sama halnya dengan kinerja
Sasaran Strategis 1.2, disast target yang ditetapkan semakin mendekati nilai
maksimal, maka capaian yang diperoleh akan mendekati angka 100%.
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | 2025

maksimal, maka capaian yang diperoleh akan mendekati anghka 100%%,

Realisasi‘capaian indikator Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuwan 2 - 1 sampai
dengan tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2021-
2026, dapat dilihat pada grafik berkut;

Grafik 3,11
Perbandingan Target Akhir Periode Renstra 2021-2026
Indikator Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1

101.32
B1.11 | EO
Realisas Tahun 302% Capaian Tabun JOX5 Target duchar Ponode Bensira

Sumbser duta: Deta diolah

Dari grafik 3.11, dimana realisasi indikator Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 -
indikator | sampai Tahun 2025 sudah memperoleh nilai 1,11 dengan capaian
101.32%. Jika dibandingkan target di akhir periode Renstra 2021-2026, nilai Sakip
vang ditargetkan adalah B0, Data-data ini  menunjukkan bahwa realisasi kinerja
Sasuran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - | pada Tahun 2025 telah melebihi target akhir
periode Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barar
Tahun 2021-2026,

Progres kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera
Barat terkait dengan indikator Sasaran Srategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1 dalam 5 {lima)
tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:
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Grafik 3.12
Progres Kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.1

dan Tujuan 2 -1
Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi
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Sumber deatar- Detta diclh
Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa kinerja indikator sasaran strategis
2.1 dan Tujuan 2 - | pada setiap tahunnya dapat direalisasikan melebihi dari target
vang telah ditetapkan. Capaian tertinggi diperoleh pada Tahun 2022 di angka 102,42,
dan terendah terdapat pada tahun 2021 dengan capaian 101,23, Mulai Tahun 2023
sampai dengan tahun 2025, dari segi capaian kinerja terlihat penurunan persentasc
namun dengan kinerja realisasi vang semakin naik/membaik setiap tahunnya
Seperti yang telah dijelaskan, bahwa ketika kenaikan target yang dimngi dengan
realisasi yang baik, maka secara capaian akan menunjukkan nilai yang menurun
imendekati 104, Secara kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Sumatera Baral lorus berupaya untuk meningkatkan operasional organisasi
mengikuti kaidah-kaidah akuntabilitas yang telah diatur oleh pemangku
kewenangan/pemerintah. Hingga Tahun 20235, Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Sumatera Barat telah meraih predikat A selama 3 (tiga) tahun
berturut-turut yakni pada Tahun 2023, 2024 dan Tahun 2025,
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Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - |1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Sumatera Barat dengan indikator kinerja Nilai Akuwmabilitas Kinerfa
Organisasi / Nilai Akuntabilitas Kinerjo juga tidak memiliki standar/target secara
nasional sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan, sama halnya dengan Sasaran
Strategis 1.1 dan Sasaran Strategis 1.2.

Merujuk pada LHE yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera
Barat terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025,
hal-hal yang telah dilakukan terkait dengan pelaksanaan/peningkatan akuntabilitas
kinerja adalah sebagai berikut:

I. Perencansan Kinerja

a  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah menyusun seluruh
dokumen perencanaan kinerja yang meliputi perencanaan strategis,
indikator kinerja utama, perjanjian Kinerja, rencana aksi, dan dokumen
pelaksanaan anggaran dengan mempedomani pedoman teknis perencanaan
kinerja vang sudah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat
Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

b. Dokumen perencanasn kinerja telah menggambarkan kebuluhan atas
kinerja sebenamya yvang akan dicapai, tujuan dan sasaran telah jelas
menggambarkan kondisi vang akan dicapai, indikator kinega sudah
memenuhi kriteria SMART serta target vang ditetapkan dapat dicapai;

¢. Indikator Kinerga Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja
utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan dan tidak sering
diganti selama periode perencanaan strategis; dan

d. Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan hubungan yang
berkesinambungan, serta selaras antara kondisihasil yang akan dicapai di
setiap level jabatan (cascading) serta telah memperhatikan kinerja antar
bidang (croscutting);

2. Pengukuran Kinerja

a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun Standar
Operasional Prosedur (SOP) pengukuran kinerja pengumpulan data kinerja
dan sudah terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengukuran dan
pengumpulan data kinerja;
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b. Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berkala melalui realisasi

rencana aksi setiap triwulan;
¢. Data kinerja yang dikumpulkan cukup mendukung capaian kinerja yang
diharapkan:
d. Setiap level organisasi telah melakukan pemantauan atas pengukuran
capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang; dan
¢. Seluruh pegawai cukup memahami dan peduli atas pengukuran kinerja.
3. Pelaporan Kinera
a. Dokumen Laporan Kimerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan
sipil telah disusun, diformalkan, direviu, dipublikasikan, dan disampaikan
tepat waktu: dan
b. Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil telah disusun sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera
Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat.
4.  Ewvaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun S0P
pemaniauan capaian kinerja internal.
Dari catatan positif yang dituangkan dalam LHE LKjIP Tahun 2025, juga
terdapat beberapa catatan perbaikan yang akan ditindaklanjuti, yakni:
l. Perencanaan Kinerja
a. Melengkapt analisiz aktivitas-aktivitas dalam rencana aksi yang memuat
program, kegiatan, dan sub kegiatan, dan sub kegiatan serla target yang
harus dicapai setiap triwulan oleh sotiap level jabatan;
2. Pengukuran Kinerja
a, Pemantavan atas capaian kinerja sccara berjenjang pada setiap unit kerja
belum lengkap menginformasikan hambaian dan permasalahan dalam
pencapaian target;
b. Belum semua unit kerja menyajikan tindaklanjut yang telah dilakukan oleh
masing-masing level organisasi, hal ini bisa dilihat dari realisasi rencana
aksi di triwulan | tabun 2025,
3. Pelaporun Kinerja
a. Informasi dalam laporan kinera berkala (realisasi rencana aksi) schaiknya
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digunakan dalam penvesuaian aktivitas, tidak hanya penyesuaian

pengunann capaian anggaran;
b. Informasi dalam laporan kinerja belum scpenuhnya digunakan dalam
penvesuaian perencanaan kinerjs tahun berkutnya
4.  Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intemal
3. Rekomendasi atas evaluasi mtemal vang dilakukan setiap periodik
cenderung sama dan belum lengkap memberikan saran perbaikan kedepan
atas permasalahan'kendala yang dihadapi.

Dari poin-poin di atas, hal-hal yang telah dilaksanakan dalam rangka
perbaiakan/peningkatan  akuntabilitas kinerja pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, diantaranya:

I. Masing-masing personil telah/selalu menyusun dokumen rencana aksi yang
mencakup sassran  kinerja, target per triwulan, serta langkah-langkah
pencapaian targel. Pemantauan progres pelaksanaan rencana aksi telah
dilakukan secara rutin setiap bulan per unit kerja yang dapat dibuktikan dengan
notulen pelaksanaan rapat evaluasi;

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan secara rutin dan berjenjang,

bl

memang tidak semua progres pencapaian indikator Kinerja di level individu
vang mendapatkan kendala vang berarti sehingga secara substansi dianggap
tidak perlu dinarasikan dalam laporan progres kinerja individu;

3. Dokumen pelaporan kinerja secara optimal tetap diupayakan menjadi salah satu
scuan dalam penyusunan perencanaan dan atau sebagai alat mengukur
prakiraan keberhasilan kinerja baik pada tahun berjalan maupun pada lehapan
perencanaan  iahun  berikutnya. Namun demikian, kondisi lazim terkait
perencanaan (setidaknya sampai dengan saat ini) dokumen perencanaan belum
berdampak signifikan, dengan kata lain hanya scbagai “rumah sementars”™
sebelum dilanjutkan ke tahap penganggaran, Sebaik apapun perencanaan yang

disusun dalam upaya mencapai target kinerja berbasis anggaran, keputusan
finalnya masih dihadapkan pada kebijakan pengangiaran.
4. Tetap berupava dengan maksimal terkait perbaikan dan peningkatan AKIP di
internal dinas di tengah keterbatasan sumber daya;
Hambatan-hambatan vang dihadapi dalam perbaikan dan atau peningkatan
pengimplementasian AKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Sumatera Barat, yakni:
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I. Tingkat kedisiplinan baik di tingkat individu mawpun unit kerja dalam
penyusunan dokumen rencana aksi maupun laporan hasil pemantauan belum
cukup baik, walaupun sudah disampaikan/diingatkan melalui nota kepala dinas
dan rapat internal;

I Walaupun dalam penyesuaian dan altsu penyusunon rencana kerja pada tahun
berjalan/tahun berikutnya telah merujuk pada laporan kinerja, dalam realitanya
dinas sebagai OPD sebagai unit kerja pemerintah daerah tidak mempunyai
kuasa penuh dalam menerapkan kebijakan anggaran untuk pencapatan kinerja
yang telah disusun sedemikian rupa berdasarkan dokumen perencanaan. Karena
penerapan kebijakan yang diproveksikan untuk pencapaian kinerja, tidak akan
luput dan dukungan anggaran. Pada kenyataannya, sering kali alokasi anggaran
tidak mampu mengakomodir perencanaan terutama dalam upaya pencapaian
mdikator kinerja;

3. Terbatasnya sumber daya, terutama sumber dava manusia secara keseluruhan
terutama  di  lingkup terkecil perencanasn dan keuangan. Di lmgkup
perencanaan dan keuangan jumlah personil yang tersedia hanya 5 (lima) dari
total kebutuhan 11 {sebelas) orang.

Dalam upaya melakukan perbaikan dan peningkatan, langkah-langkah kongkrit
vang akan dilaksanakan di masa yang akan datang adalah:

L. Secars berkesinambungan akan terus memantau tingkat kepatuhan setiap unit
kera sampai level individu dalam menyampaikan kewajiban sesuai tugas dan
kewenangannya;

2. Mengupayakan menyusun penganggaran sesuai dokumen perencanaan dengan
berpijak pada target indikator kinerja yang telah ditetapkan padas dokumen
Rencana  Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Sumatera Barat sesuai periodesasinya.

Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1 diampu oleh Sekretariat yang digawangi
oleh Sekretaris berdasarkan arahan dari Kepala Dinas. Terkait dengan anggaran
pendukung, rincian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pendukung Sasaran
Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - | dapat dilihat pada tabel berikut:

Ll il ” Sttt dree Soaemrt




I i e
_ Apordn Bivsrje bk
Tabel 3.21
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran serta Realisasi Fisik
dan Kevangan Pendukung Indikator Sasaran Strategis 2.1
dan Tujuan 2 -1
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dari umian di atas dapat dilihat bahwa anggaran pendukung kinerja Sasaran
Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1 berjumlah Rp.7.259.742.317,- dimana sampai dengan
akhir tahun anggaran 2025 direalisasikan 98.45% atau sebesar Rp.7.146.969.021 -
dengan realisasi fisik 100% dan sisa anggaran Rp.112.773.295.-. vang terdiri dari 1
{satu) program, § (delapan) kegiatan dan 22 (dua pulub dua) sub kegiatan,

Secars akumulasi, anggaran pendukung Sasaran Stategis 2.1 dan Tujuan 2 - |
mengalami efisiensi sebesar 14,51% dari APBD Mumni yang berjumiah
Rp.2.491.634.506,- menjadi Rp.7.259.742.317,- pada APBD Perubahan TA 2025
Jika dilihat per sub kegiatan, terdapat 8 (delapan) sub kegiatan vang mengalami
efisiensi anggaran lebih dan 50% dengan persentase pengurangan terbesar ada pada
Sub Kegiatan 2.12.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yakni scbesar 75,68% dari pagn awal Rp.183.533.262,- menjadi
Rp.44.640.000,-, Adapun sub kegiatan yang mendapatkan efisiensi anggaran
terkecil yakni pada Sub Kegiatan 2.12.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik sebesar 2,60%.

Walaupun secara keseluruhan anggaran pendukung Sasaran Strategis 2.1 dan
Tujuan 2 - | mengalami efisiensi, terdapat sub kegiatan yang mendapatkan
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penambahan anggaran. Sub kegiatan yang mendapatkan penambahan tersebut
adalzh Sub Kegiatan 2.12.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar
Rp.220326.284,- atau 4,88% dan Sub Kegiatan 2.12.01.1.08.04 Penvediaan Jasa
Pelayanan U'mum Kantor yang mendapatkan penambahan anggaran sebesar 0,38%
menjadi Rp.784.780.032.- dari Rp.781.780.032,-. Selain itu terdapat penambahan |
(satu) sub kegiatan baru yakni Sub Kegiatan 2.12.01.1.05.09 Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran Rp.1.500,000,-.
Penambahan sub kegiatan baru ini untuk menindaklanjuti Surat Pj Sekretaris Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor B93/285/B.PEM/BPSDM-2025 tanggal 06 Mei
2025 tentang Usulan Nama Calon Peserta Seleksi PKN [l bagi Pejabat
Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tabun 2025,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengutus 1 (satu) orang pejabat
administrator an. Yulfina. SE, Ak, MM selaku Sekretaris Dinas. Pada poin 6 sural
tersebut, biaya perjalanan dinas dan biava seleksi sebesar 1 500.000,- ditanggung
masing-masing OPD pesena seleksi. Dikarenakan biaya kontribusi peserta sebesar
Rp. 1.500.000.- belum tersedia pada APBD Murni TA 2025, sehingga dianggarkan
pada Perubahan APBD TA 2025,

Pengurangan/efisiensi anggaran dan penambahan anggaran sebagaimana vang
telah divraikan, telah diatur sedemikian rupa berdasarkan tingkai urgensi
penyediaan anggaran di sctiap sub kegisfan, terutama terkait dengan penambahan
anggaran. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan 2.12.01.1.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN untuk memenuhi pembayaran TPP Bulan Desember
Tahun 2024 yang menjadi TPP terhutang yang dibayarkan pada Tahun 2025 serta
penambahan anggaran instruktur untuk pelaksanaan senam/olahraga sampai dengan
akhir tahun anggaran. Begitupun dengan pengurangan anggaran., walaupun
mengalami efisiensi tetap diupayakan substansi/sisa alokasi anggaran pada sub
kegintan tersebut tetap mampu mengakomodir kebutuhan operasional dinas
meskipun dengan kondisi yang sangat mimim,

Dari segi realisasi kevangan, terdapat | (safu) sub kegiatan dengan realisasi
dibawah 0% yakni pada Sub Kegiatan 2.12.01.1.0902 Penyvediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan  Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan, dari pagu anggaran Rp.107.295.000,- direalisasikan
sehesar Rp.95.647.604,- atau §9,14%. Realisasi anggaran pada sub kegiatan ini

berkaitan dengan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas. Dimana pemeliharaan
e — s
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dilakukan berdasarkan kondisi per unit kendaraan dan atau jadwal pemeliharaan.

Berdasarkan kinerja keuvangan tersebut dan dengan menggunakan rumusan
penghitungan nilai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian indikator
Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1, dengan metode yang sama pada Sassran
Strategis 1.1 dan 1.2, nilai efisiensi anggaran berdasarkan kinerja kevangan adalah
57,18%.,

Dari data kinerja Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1 mulai dari kinerja
indikator sasaran dengan realisasi 81,11 dan target 80,05 serta capaian 101,32%,
kinerja keuvangan dengan realisasi 98 45%, yang disertai dengan realisasi fisik
pelaksanaan kegiatan 100% dan nilai efisiensi pengpunaan anggaran schesar
57.18% dengan demikian Kinerja Sasaran Strategis 2.1 dan Tujusn 2 - | memiliki
kategori Sangat Tinggi.

Dari aspek sumber dayas manusia, ketersediaan personil lingkup sekretariat
dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22
Rincian Ketersediaan ASN/PNS Peagampu Sasaran Strategis 2.1
dan Tujuan 2 -1
(Sekretariat)

NAMA JABAT AR TUALE &l MR AR i
BRETLTUMAN ITTRSEDTA KETERSEOLAAN

11
i 1 r.ep-JnI:ﬂnu 17 i | i ] | 100,00
| 7 |5 S ) [ T = U
muul.hlﬁm .| 4 2300
| 3 _ihmha.!lmmkl:w _I' = [ 100,00
4| Penclaah Teknis Kebijakan | [ 100,01
"5 | Pengolah Data dan Informasi 0 i 3 0,57 !
L | rmp.mmmlrunm Sy M W [ O 000
g i y —
I Ierencans Muda | 0 [}
8 | Perencana Pertama B - -t o
0 | Penelash Teknis Kebejakan T RE e S i 75
10| Pengodab Dats dan informasi e 2 = 100 =
e : ! E = o |

Sumber data: Subbag, Umus dan Kepegawaian
Dari tabel 3.22 di atas, ketersediaan ASN/PNS lingkup sekretariat schagai
pendukung Kinerja Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - | hanya sebesar 52,38% dari

total kebutuhan 21 (dua puluh satu) orang. Pada lingkup vang lebih kecil,
kekurangan personil terbesar terdapat pada unit perencanaan dan keuangan, dimana
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kebutuban ASN/PNS berjumlah 11 {sebelas) orang dengan ketersediaan sebanyak 5
{lima) orang atau hanya 43.45%. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terdapat
pada unit kerja Subbag, Umum dan Kepegawaian, dengan jumlah ketersediaan
hanva 50% atau 4 {empat) orang dari kebutuhan 8 (delapan) personil. Formasi
jabatan vang masih belum terisi pada Subbag. Umum dan Kepegawaian yakni pada
Jabatan Pengadministrast Perkantoran dan pada unit kerja Perencanaan dan
Keuangan, formas: yang Kosong terdapat pada Jabatan Fungsional Perencana Muda,
Perencana Pertama dan Pengadmimstrasi Perkantoran. Uniuk Jabatan Fungsional
Perencana, 1 (satu) orang ASMN/PNS di unit kerja perencanaan dan kevangan sudah
mengikuti Ujian Kompetensi Perencana vang diselenggarakan oleh Bappenas pada
akhir November 2025.

Sama halnya dengan pendukung Kinerja sasaran lainnya, unit kerja Sekretariat
sebagai pendukung pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2
- | juga dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan pelaksanaan tugas/pekerjaan
schari-hari vang terdiri perangkat elekironik utama yaitu komputer (pcflaptop),
printer, serta perangkat clektronik pendukung berupa pendingin ruangan dan
peralatan/periengkapan aktivitas perkantoran lainnya.

Berdasarkan kondisi di atas, perbandingan antara kinerja pencapaian indikator
Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - | dengan dukumgan sumber daya manusia yang
terbatas berikut ketersediaan sarana prasarana pendukung maka dengan capaian
kinerja 101.32% dari target 80,05 {A) vang direalisasikan sebesar 81,11 (A}
berdasarkan indikator kinerja Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1, maka
penggunaan dan pendayagunaan sumber dava vang tersedia dapat dimanfaatkan

secara optimal dan ehisien,

Serzeorin Steanteeiy 2.2 iemneKainvn Roualins Pelnanan Urganisis)

Indikator Sasaran Strategis 2.2 berupa Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan
Crrganisasi diukur dengan metode pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SkM).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 235 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Bab |
Pasal | menjelaskan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegintan dalam rangka pemenuban kebutuhan pelayvanan sesuai dengan peraturan
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perundang-undangan, bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,
dan‘atau pelayanan administratif yang disediakan olch penyelenggara pelayanan
publik. Hal tersebut mempertegas bahwa pelayanan publik menjadi tanggung jawab
pemaerintah kepada masvarakat, baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik,
jasa publik, maupun barang publik. Pelavanan publik vang diberikan harus

berkualitas. Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari scjauh mana pelayanan
publik vang diselenggarakan pemerintah dapat memenuhi harapan dan tuntutan
masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri. Kuoalitas layanan publik menjadi
salah satu indikasi terselenggaranya pemerintah vang baik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat sebagai
salah satu organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,
walaupun secara langsung tidak memberikan pelavanan administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil dalam bentuk penerbitan dokumen kependudukan, tapi tetap
memberikan lavanan sesuai kewenangan dan atau memberikan layanan konsultasi
baik kepada institusi maupun perorangan. Dari aspek kewenangan/fungsi pembinaan,
pengawasan, monitoring dan cvaluasi pada Dmas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten/kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provins: Sumatera
Barat memberikan layanan dalam bentuk penyelenggaraan Bimbingan Teknis,
Sosialisasi, Fasilitasi, dan lain sebagainya.

Pada Tahun 2025, target indikator Sasaran Strategis 2.2 ditetapkan dengan nilai
9. Target kinerja Sasaran Strategis 2.2 ini lebih tinggi dan target yang ditetapkan
pada dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Kenaikan imi sama halnya
dengan perubahan penetapan target kinerja Sasaran Strategis 2.1 sebagaimana yang
telah dijelaskan pada Bab II, Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat dalam hal
pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kerjasama dengan
Lembaga Penelitian dan pengabdian Masvarakat (LPPM) Universitas Andalas.
Rerikut target, realisasi, dan capaian indikator Sasaran Strategis 2.2 pada tahun 2025:

_ —
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Tabel 3.23

Capaian Indikator Sasaran Strategis 1.2 dan Tujuan 2 -2
Tahun 2025

Indikatof Kineria Renlisas Capaian

(IK852.2) Sangat Baik | Sangal Baik 103.56
(90) (93,20)

Szmther datas Dt Diolak

Dari tabel 3.23 di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2025 Tingkar Kepuasan
terhadap Pelavanan Organisasi sebagai indikator Sasaran Strategis 2.2 dan Tujuan
2 = 2 dengan target kinerja Sangat Baik (90) dapat direalisasikan Sangat Baik
193,20}, Dengan nilai 93,20 ini dan berdasarkan pada Permenpan dan BB Nomor 14
tahun 2017 maka indeks kepuasan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025 masuk kategori samgat

Tabel 3. 24
Predikat Survei Kepuasan Masyarakat

RORVETN AYRE TEAVARAR
1 23,00- 6499 D Tidak Baak
1 63,00~ 76,60 C Kurang Bak
k T661—858.30 B Baik
i BB.31- 100,00 A Eanzat Bak

Stmber duta; Permenpan dan BE Nomor 14 Takun 2007

Memujuk  pada laporan  kegiatan  Survei Kepuasan Masyarakat  Dinas
Kependudukan dan Pencatalan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang
dilaksanakan oleh LPPM - UNAND, wakiu pelaksanaan survey mi dilakukan
selama 45 (empat puluh lima) hari kerja berdasarkan Surat Kontrak Swakelola
dengan nomor 070061 Dukeapil. 1/X/2025 dan B267/UNL6.19/PT.01.03/KS5/2025,

Adapun lokus pelaksanaan survei terdiri dan 11 (sebelas) Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan 9 (sembilan) OPD lingkup Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota:
1. Kota Padang;
2. Kota Paniaman;
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3. Kabupaten Agam;

4. Kabupaten Solok;

5. Kota Solok;

.  Kota Padang Panjang;
7. Kabupaten Bukittingsi;

8.  Kota Payakumbuh;

9. Kabuaptem 50 Kota;

10. Kabupaten Tanah Datar; dan
11. Kabupaten Padang Pariaman.

OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumaters Barat:
l.  Dinas Pendidikan:
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;
Dhnas Sosial.
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. HB. Saanin - Padang;
Dinas Kesehatan;
Rumah Sakit Umum Dacrah Mohammad Matsir;
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar;
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik
pemilihan  respondenflokus  pelaksanaan  survei  mutlak  ditentukan  oleh
penyelenggara dalam hal ini LPPM-UNAND.

Dasar hukum pelaksansan Survey Kepusan Masyarakal berpedoman kepada
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
25 Tabun 2004 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang disempumakan dengan Permen PAN & RB
Nomor 16 Tahun 2014 dan direvisi kembali pada Permen PAN & RB Nomor 14
Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat yang sekaligus

I3
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mengatur ruang lingkup pelaksanaan survei. Adapen ruang lingkup dalam
pelaksanaan survey ini adalah sebagai benikut:
1. Persyaratan; svarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan,

baik persvaratan teknis maupun administratif;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur; prosedur adalah tata cara pelayanan yang
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dibakukan bagi pemberi dan penenima pelayanan, termasuk pengaduan;

3. Waktu Penyelespian; merupakan jangka wakin yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;

4. Bisyva/tarif, merupakan ongkos yang dikenakan pada penerima layanan dalam
mengurus dan‘atan mempereleh layanan dari penvelenggara yang besamya
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penvelenggara dan masyarakat;

5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan; adalah hasil pelayanan yang diberikan dan
diterima sesuai dengan ketentuan vang telah ditetapkan., Produk lavanan ini
merupakan hasil dan spesifikasi jenis layanan;

6. Kompetensi Pelaksana; kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana
meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;

7. Perilaku Pelaksana; adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan;

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, merupakan tata cara
pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut; dan

9, Sarana dan Prasarana; sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai
sehagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala
sesualu yvang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses,
Unsur-unsur pelayanan terscbut dibreakdown ke dalam berbagai pertanyaan di

dalam lembar kuisioner yang ditanyakan pada penerima layanan publik, yaiu:

. Kesesuaian persyaratan pelayanan (bimiek, sosialisasi, dil) dengan jenis
pelavanan (unsur ke-1);

2, Tata cara prosedur pelayanan (pemintaan data, bimtek, sosialisasi, dil} (unsur
ke-2),

3, Kebutuhan waktu penvelesaian pelayanan (unsur ke-3);

4. Ketepatan wakiu jadwal pelayvanan (unsur ke-3 )

5. Kesesuaian biava pelayanan vang dikeluarkan dengan biaya vang telah

ditetapkan (unsur ke-4);
6. Kesesuaian hasil pelayanan yang didapatkan dengan yang ditetapkan
{unsur ke-5);

7. Kemampuan dan keterampilan petugas dalam melayans (unsur ke-6);

8. Komunikasi petugas lavanan (unsur ke-6);

9, Perilaku (misal: kesopanan dan keramahan) petugas dalam memberikan
layvanan (unsur ke-T};

10, Kedisiplinan petugas selama proses pelayanan berlangsung (unsur ke-T);

= — —
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1. Penanganan pengaduan pelayvanan dan tindaklanjut lainnya (unsur ke-8);

12. Kelengkapan sarana pelayanan (misal komputer, printer, wifi, kursi tunggu,
aplikasi‘website/layanan online, dil} sesuai kebutuhan (unsur ke-9);

13. Kelengkapan prasarana pelayanan (misal: ruang wmgge, tempat parkir, toilet,
mushalla, dil) {unsur ke-9); dan

14. Kenyamanan area parkir di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat (unsur ke-9%),
Hasil pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap tingkat kepuasan

lavanan yvang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.25
Hasil Penilaian Survei Kepuasan Masvarakat terhadap
Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

: E t“.; 1 [ |
1.1 | Kesesuaian persyarutan pelaynnamn 152 4,000
{bimitek., sosialisasi, dll}
2.1 | Tata cara prosedur pelayanan (permintsan | 149 | 3,921 '
duty, bimiek, sosialisnsi, dil)
Em an Layanan Seis | oA
31 | Kebutuhan walkiu penvelesnion peloyanan 135 31553 :
32 | Ketepatan wakiu jadwal pelayamn ka2 3737
4| biaya Tawe | oas
4.1 | Kesesmaian biava peloyanan yvang P52 2000
dikeluarkan dengan hiaya yang tclah
ditzta : ; _ :
3.1 | Kesesumian hasil layanan yang didapatkan | 144 3.78%
6| Kompetensi Pelaksana _ A% | edie |
6.1 | Kemnampuan dan keterampilan petugis |43 3763
dalnm melayani
6.2 | Komunikasi petigas layanan 142 3,77 _
7.1 | Kesopanan den keramahan petugas datam | 142 1,737
memerikan pelayanan =F
| 72 | Kedispilinan petugas selama proses 141 1711
_pelayonun berlangsmg —
| il e :
8.1 | Penanganan pengaduan pelayanan dan 137 3.605
tirudak lanjuinyo

—— —
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Q.III Kelengkapan sarana pelayanan [knmgnm. I..Eu ."I.JIIEII
printer, wifi, kursi ruang tunggu. dl1 sesuai

kebutuhan)
4.2 | Kelengkapen prasarana pelayanan 16 3,222
{ bungunien Kantor: rang unggu, empal
parkir, toilet, mushalla, dil)
TS AV norkir di Disdukenpil |05 2T

TOTAI 1926 SLo07 EEED T
NILALIKM UNIT LAY ANAN 03,20
MLTL 1
RINERIA FELAYANAN SANGAT BAlK
Sumber dota; Laporan Kegiatarn SKM Discukeapd! Suntbar, LPPM -UNAND 2025

berdasarkan uraian di atas, dari target ™0 dapat direalisasikan 93,20 dengan capaian
| 03,56%, dengan menggunakan menggunakan metode | pengukuran capaian kinerja
maka capaian kinerja Sasaran Strategis 1.2 dan Tujuan 2 - 2 masuk dalam
kategori sangar tinggi.

Jika dibandingkan dengan realisasi/capaian indikator kinerja Sasaran Stralegis
2.2 dan Tujuan 2 - 2 pada Tahun 2024, realisasi berikut capaiannya di tahun 2025
mengalami sedikit penurunan berdasarkan hasil pengukuran/survey TKM. Hal ini
dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.13
Perbandingan Target, Realisasi, Capaian
Indikator Sasaran Strategis 1.2 dan Tujuan 2 - 2 Tahun 2024 dan 2025

Capaian

e I
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Sumber date: Dara diodaolk

Dari grafik 3.12 di ats dapat dilihat bahwa terjadi deviasi negatif nilai TKM
Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024, vakni -1,59. Dimana pada Tahun
2024 memiliki realisasi 94,79 dengan capaian 118.49% dan di tahun 2025 memiliki
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realisasi 93,20 dengan capaian 103,56%, Penjelasan penyebab terjadinya pentriunan
ini akan diuraikan pada hambatan pelaksanaan/kinerja indikator sasaran.

Realisasi/capaian indikator Sasaran Strategis 2.2 dan Tujuan 2 - 2 sampai
dengan tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2021-
2026, dapat dilihat pada grafik berikur:

Grafik 3.14

Perbandingan Target Akhir Periode Renstra 2021-2026
Indikator Sasaran Strategis 2.2 dan Tujuan 2 - 2

103,56
33.20
a0
feafisasl Tafun 2035 Capatan Fabum 25025 Target Akhir Perlods Benslira

Simber diarer Dt afiodale

Berdasarkan grafik 3.14, realisasi indikator Sasaran Strategis 2.2 dan Tujuan 2 -
2 sampai Tahun 2025 memperoleh nilai 93,20 dengan capaian 103,56%. Jika
dibandingkan target di akhir periode Renstra 2021-2026, nilai IKM vang
ditargetkan adalah 90. Data-data ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja Sasaran
Strategis 2,2 dan Tujuan 2 - 2 pada Tahun 2025 telah melebihi target skhir periode
Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun
2021-2026.

Adapun progres kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Sumatera Barat terkait dengan indikator Sasaran Srategis 2.2 dan Tujuan 2 - 2 dalam
5 (lima} tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:
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Grafik 3.15
Progres Kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.2 dan Tujuan 2 -1
Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

Jopd FliFS | 2034 2025
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Dari data di atas dapat diketahui bahwa realisasi indikator Sasaran Strategis 2.2
dan Tujuan 2 - 2 mengalami flukiuasi dalam rentang wakin Tahun 2021 sampai
dengan Tahun 2025, Realisasi tertinggi diperoleh pada Tahun 2021 dengan nilai
95,07 dengan capaian 118.84% dan nilai terendah terdapat pada Tahun 2025 dengan
nilai 93,20 serta capaian 103,56%.

Sasaran Strategis 2.2 dan Tujuan 2 - 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Sumatera Barat dengan indikator kinerja Tingkar Kepuasan terladap
Lavanan Organisasi juga tidak memiliki standartarget secara nasional sehingga
tidak dapat dilakukan perbandingan, sama halnya dengan Sasaran Strategis 1.1,
Sasaran Strategis 1.2 dan Sasaran Strategis 2.1.

Dari laporan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan
Pencatatan  Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, diperolech beberapa
rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, yakni:

1. Mengidentifikasi dan menentukan jenis layanan koordinasi, bimtek, dan akses
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data yang bisa dilakukan secara online dan offline. tanpa harus tatap muka:
Memberdayakan Satpam atau petugas lain mengatur parkir saal kunjungan

layanan ramai/ada kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi;

Evaluasi Kinetja cfeaning service terkait keborsihan toilet, mushalla, dan
penataan ruang layanan;

Melakukan update data secara berkala sehingga bisa diakses OPD lain;
Memperhatikan kebersihan ruang tunggu layvanan;

Menyediakan nomor kontak resmi pengaduan layanan setiap bidang lavanan;
dan

Menindaklanjuti dan mendokumentasikan secara resmi pengaduan layanan
vang masuk dan selesai,

Dari poin-poin di atas, hal-hal yang telah dilaksanakan dalam rangka

perbaiakan/peningkatan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat, diantaranva:

b

Pada tahun 2025, beberapa pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan secara
daring/online, Secara umum, pelaksanaan kegiatan baik bimtek/sosialisasi
dilaksanakan secarn tatap muka/offline, dengan pertimbangan bahwa
pelaksanaan kegiatan secara luring diharapkan setiap peserta lebih fokus
menerima materi dari pemateri/narasumber;

Pada sitwasi normal dan  atau  pada  saat dilakukannya  kegiatan
{himtek/sosialisasi, dll) petugas Satpam sudah berada di sekitar lokasi parkir
kantor yang berjumlah 2 {dua) orang;

Terkait dengan kebersihan toilet, mushalla dan rmuang tunggu lavanan, petugas
cleaning service sudah dibrigfing secara berkals baik dan internal kantor
{Koordinator dan Kasubbag. Umum dan Kepegawaian) maupun dar pihak
eksternal (perusahaan penyedia jasa/petugas kebersihan);

Sehubungan dengan update data, data kependudukan telsh dikelola sedemikian
rupa sesuai dengan kewenangan schagai unit kerja pemerintah tingkat provinsi
yang menanganai urusan adminisirasi kependudukan secara berkala ataupun
pada kondisi tertentu;

Nomor kontak resmi layanan pengaduan, secara lengkap telah dipajang pada
bagan/papan informasi layvanan, dimana pada papan informasi tersebut telah
mencantumkan nama  ASN/PNS  berdasarkan struktur organisasi  yang
dilengkapi dengan nomor telpiwa masing-masingny; dan
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Dalam hal penangananan pengaduan, sebagai bagian dari poin nomor 5 di atas,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat juga telah
membentuk Tim Layanan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Baral vang dibentuk berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Sumaters Barat Nomor 800002 1 /Dukcapil. 171-2024,

Hambatan yang dihadapi dalam pemberian pelayanan kepada penerima manfaat

layanan vang turut mempengaruhi turunnya indeks kepuasan masyarakat adalah
sebagai berikut:

Drkoaped

Berdasarkan rekomendas) hasil pelaksanaan survey |KM, pelaksanaan kegiatan
vang bersifat pertemuan, diviamakan penyelenggaraannya secara online.
Adapun kendala utama jika pelaksanaan kegiatan dilakukan secara daring
adalah adanya potensi terjadinya gangguan tekms (misal: kendala jaringan
internet, pasokan listrik, dll) vang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan,
Selain itu, penyedisan ruang rapat secara daring untuk pelaksanaan pertemuan
yang membutuhkan kapasitas peserta vang banyak dan atau dalam waktu vang
lebih dari 2 jam, harus mengajukan permohonan terlebib dabulu ke Dinas
Komunikasi. Informasi dan Statistik Provinsi Sumatera Barat yang mina
terkadang terkendala dengan kapasitas vang tersedia dan urgensi penvediaan
l[avanan terutama yang berkaitan dengan kegiatan kepala daerah yang pada
wakfu bersamaan juga membutuhkan lavanan pertemuan secara onling;

Dalam hal pengelolaan perpakiran, pada situasi tertentu terutama kegiatan yang
mengundang banyak peserta. Jumlah petugas Satpam tidak sebanding dengan
volume dan atan waktu kedatangan peserta yang membawa kendarnan,
walaupun pada wakiu-wakiu tertentu telah dibantu oleh personil lain selain
Satpam;

Terkait dengan kebersthan, kendala utama yang dihadapi adalah sering
terbatasnya ketersediaan air bersih dan pihak penyedia terlebih pada triwulan
IV Tahun 2025 (suplai air bersih dari PDAM sering terkendala/mati). Adapun
dengan kebersihan Mushalla, kondisi bangunan Mushalla saat ini belum
sepenuhnya memiliki dinding sehingga sangat rentan dengan faktor’keadaaan

vang mengurangi  kebersihannya terlebih samt hujan dan  atau  angin
kencang/badai. Untuk mengatasi ini telah diupayakan untuk menganggarkan
hiava rehab/membangun bangunan Mushalla yang baru, namun sampai dengan
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akhir Tahun 2025 belum dapat direalisasikan karena terjadinya efisiensi
anggaran yang sangat signifikan;

4, Kendala utama dalam wpdare data kependudukan adalah, keterbatasan
kewenangan pengelolaan data kependudukan i tingkat provinsi seiring
berubahnya kebijakan sistem pengelolaan data kependudukan yang semula
berbasiskan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Konsohdasi
menjadi SIAK Terpusat. Perbedaan mendasar dari sistem ini adalah pada SIAK
Konsolidasi, unit kerja di pemerintah dacrah baik tingkat provinsi maupun
kabupaten'kotz yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil
masih diberi akses oleh Ditjen Dukecapil - Kemendagri untuk mengolah dan
menyajikan data kependudukan secara sistem/aplikasi data kependudukan.
MNamun, sejak diganti menjadi SIAK Terpusat yang mulai berlaku sejak
pertengahan Tahun 2022, kewenangan pengolahan data sepenuhnya menjadi
kewenangan pemeriniah pusat, dalam hal ini Ditjen Dukeapil Kemendagri.
Sechingga pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten’kota hanya
bisa menyajikan data sebagaimana data yang tersedia pada aplikasi dats
tersebul;

5. Papan infomasi yang secara khusus menampilkan nomor kontak resmi
pengaduan memang belum tersedia, karena dianggap telah cukup dengan
informasi vang ada pada papan struktur organisasi vang dilengkapi dengan
nomor telp/wa yang dipajang di lobi kantor;

6. Selain poin-poin rekomendasi hasil pelaksanaan survey [KM, hambatan lainnya
adalah Gdak adanva kegiatan pelatihan terhadap petugas lavanan, yang
dischabkan terbatasnya anggaran;

[ masa vang akan datang, langkah-langkah vang akan dilakukan dalam rangka
perbaikan dan peningkatan layanan adalah sebagai berikut:

. Pada Tahun Anggaran 2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat telah menganggarkan biaya paket rapat secara daring
schingga tidak lagi bergantung pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik
Provinsi Sumatera Barat selaku unit kerja vang meénvediakan ruang rapat virtual
bagi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sumaters Barat;

2 Akan memaksimalkan petugas yang ada dan atau menambah personil vang bisa
membantu penanganan perpakiran terutama pada situasi tertentu;

3. Selain tetap melakukan kontrol dan evaluasi terhadap kinerja petugas

_
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kebersihan, penyediaan air bersih sebagai komponen wajib penyelenggaraan

kebersihan di toilet akan diupavakan dalam bentuk pembelian air bersih dengan

mobil tangki disaat terbatasnya air bersih di lingkungan kantor,

4. Dalam hal peningkatan kebersihan Mushalla, akan tetap diupayakan
pengalokasian biaya rehab/pembangunan bangunan baru pada setiap tahapan
perencanaan/penganggaran. Walaupun pada tahap penyusunan APBD Tahun
2026 masih belum terakomodir yang disebabkan oleh kebijakan eflisiensi
anggaran;

5. Terkait dengan update data, akan berupava untuk meningkatkan koordinasi
dengan Ditjen Dukeapil - Kemendagri jika terdapat data-data khusus
berdasarkan  permintaan  vang Udak'belum tersedia pada aplikasi data
kependudukan;

6. Akan menyediakan papan informasi khusus yang menyediakan contact person
petugas penanganan pengaduoan di lobi kantor; dan

7. Sama halnya dengan poin no 4, akan diupayakan pengalokasian anggaran untuk
pelaksanaan pelatihan terhadap petugas layanan di setiap tahapan penyusunan
anggaran.

Anggaran pendukung kinerja Sasaran Strategis 2.2 dan Tujuan 2 - 2 sama
dengan anggaran pendukung kinerja Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1,
schingga tidak dijabarkan kembali.

Berdasarkan kinerja keuangan dan menggunakan metode pengukuran/
penghitungan nilai cfisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian indikator
Sasarun Strategis 2.2 dan Tujuan 2 - 2 dengan metode vang sama pada Sasaran
Strategis 1.1, 1.2 dan 2.1, nilai efisiensi anggaran berdasarkan kinerja keuangan
adalah 98,45% dan nilai efisiensi penggunaan anggaran untuk Sasaran Strategis 1.2
dan Tujuan 2 - 2 adalah 62,78%.

Sama halnva dengan kinerja keuangan, Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - |
dan 2.2 dan Tujuan 2 - 2 juga didukung oleh ketersediaan sumber daya baik manusia
maupun sarana prasana di bawah koordinasi sekretariat, maka tambahan penjelasan
pada Sasaran Strategis 2.2 dan Tujuan 2 - 2 adalah ketersediaan tenaga owisourching
dan ursian lentang sarana mobilisasi,

Sebagaimana vang telah divraikan pada Bab [, selain didukung oleh
ketersedizan ASN/PNS dengan jumlah vang sama dengan pendukung Sasaran
Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provisi
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 Laporan ;

Sumatera Barat vang dibawahi olch sekretariat juga didukung oleh tenaga
outsarching yang berjumlah dari 15 (lima belas) orang dengan rincian:

. & {enam) orang Tenaga Pengamanan/Satpam

2. 4{empat) orang Tenaga Sopir

3. 5 (lima) orang Tenaga Kebersihan

penvediaan tenaga ewlsorching ini berdasarkan kontrak kerjasama dengan PT. Sinar
Insani TenagaWirasta dengan nomor kontrak 020/001/Dukeapil.1/1/2025 untuk
Tenaga Keamanan/Satpam, 020/002Dukcapil. 1//2025 untuk Tenaga Sopir, dan
020/003/Dukcapil. 112025 untuk Tenaga Kebersihan dengan nilai  kontrak
keseluruhan sebesar Rp. 765,400,000, -

Selain tenaga owfserching, dalam upaya memberikan pelayanan berbasis
teknologi‘digital, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera
Barat juga menvediakan | (satu) orang Tenaga IT yang diadakan secara swakelola,

Penyediaan sarana prasana pendukung capaian kinerja Sasaran Strategis 2.2 dan
Tujuan 2 - 2, selain vang telah diuraikan pada penjelasan Sasaran Strategis 1.1, 1.2,
dan 2.1 dan Tujuan 2 - 1, peralatan/perlengkan pendukung utama lainnya adalah
tersedianyva sarana mobilisasi vang berjumlah & (enam) unit kendaraan dinas roda 4
dan 2 (dua) unit kendsrsan roda 2. Keseluruhan kendarsan dinss ditempatkan
dibawah sekretariat (di pool-kan) untuk memudahkan kontrol penggunaan dan
perawatan kendaraan. Sebaran penggunaannya diperunfukkan untuk kendaraan
dinas jabatan (operasional kepala dinas) | unit, kendaraan operasional sekretaris
dinas 1 unit, dan 4 unit kendaraan yang dipoolkan yang berada dalam kendali
Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian., Dari 4 (empat) unit kendaraan
operasional tersebut, terdiri dari 3 (tiga) unit kendaraan minibus dan | (satu) unit
kendaraan dewble cabin. Kebijakan untuk mempoelkan kendarsan dinas di
sekretariat (subbag. Umum dan kepegawaian) dalam rangka menjamin ketersediaan
kendarsan dinas untuk operasional bidang dan sckretariat sesual kebutuhannva.
Seluruh unit kerja lingkup dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Sumatera Barat dapat menggunakan kendaraan dinas operasional berdasarkan
kondisi harian vang tersedia. Sehingga tidak ada ckslusifitas satu unit kerja atas unit
kerja lain dalam hal penyedinan kendaraan operasional dinas. Begitupun dengan
kendaraan roda 2 vang berjumlah 2 (dua) unit. Kendali penggunaanya juga dibawah
wewenang sekretariat dinas dengan wjuan kebijakan vang sama dengan kendaraan
operasional roda 4. Unk mengantisipasi terjadinya pemadaman arus histrik baik
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vang terencana (berdasarkan informasi dari PLN) maupun vang terjadi akibat
gangguan mendadak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provins: Sumatera
Barat juga telah dilengkapi dengan Generator Set (Genset) dalam upava optimalisasi
layanan data kependudukan/server data dan operasional dinas secara umum. Selain
itn, untuk pelaksanaan rapat secara daring baik schagai peserta ataupun
penyelenggara dan sehagai media penyampaian data/informasi sesuai tugas pokok
dan fungsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga dilengkapi dengan
ruangan Media Cenier yang sudah dilengkapi denpan sarana dan prasarana yang
cukup memadai.

Dari wraian di atas, berdasarkan data-data Kinerja sasaran Strategis 2.2 dan
Tujuan 2 - 2 dengan realiasi indikator 93,20 berikut capaian 103,56%, persentase
realisasi kewangan pendukung sebesar 98.43% dan realisasi fisik pelaksanaan
kegiatan 100%, nilai efisiensi penggunaan anggaran 62,78% serta ketersediaan

sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana prasana utama/penunjang,
maka dapat disimpulkan bahwa Strategis 2.2 dan Tujuan I - 2 dengan indikator
kinerja Tingkar Kepuasan terhadap Pelavanan Organisasi memiliki Kinerja yang
sangat baik,

314. REALISASI ANGGARAN

Seperti yang telah disinggung pada Bab 1, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Baral pada APBED-P Tahun Anggaran 2025
memiliki pagu anggaran sebesar Rp, 7.507.164.317.- dengan rincian per jenis
belanja dapai dilihat pada tabel 3.25 berikut:

Tabel 3.26
Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumbar
Tuhun 2025

JENTE BELAMIA 1% 58 RISA AMGIARAN

7294128317 6367751805 e T
470835361 | 4604976052 . T
2 $63504. 958 | 2407350970 THLIET]

e ¥

213,036,000 199 356,000 |
UMLAH PALG] TLETTRIE T AHLAKI002

Sumber data: DPA-P Discukcapil Swmbar 2023 den data elahan
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase belanja operasi 97,16% dan
belanja modal hanya 2,84% dari total pagu dinas. Berdasarkan pembagian belanja
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operasi, belanja pegawai memiliki porsi 64,85% dari jumlah belanja operasi atau
63,01% dari total pagu dinas. Untuk belanja barang dan jasa dialokasikan schesar
35.15% dan belanja operasi atau 34,14% dari total pagu dinas. Dari sisi realisasi,
realisasi anggaran belanja operasi sebesar 8730% dan realisasi belanja modal
93,58%. Sisa anggaran belanja modal disebabkan oleh sehsih dari standar harga

dengan nominal belanja riil.

Dilihat dari kinerja anggaran per pendukung realisasi/capaian indikator kinerja
dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.27
Kinerja Anggaran, Capaian dan Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja
{Tujuan dan Sasaran Strategis)

Ll Il s IO TU I AN

SASARAN S TRATELIS

AN ARAN
L

HE AL %A%
LNGLAHA™S
i)

IR
AN ARAN
{EpY

L AFALAN
RIMERLA

|l

L2 | Perseriose kepemilibon TRT 323 (v FTTORET MY | 2T T3 M) TR
ok kepemdvakae i : e e ST
2| 1- Nilai akuntabilitas 13
kinerja
1 - Tingkai kepuasan 103,56
Terhsdap peluyanan
| arpambasi T2 TUZAT | T4E %0022 | 9848 T2 TT 2%
A1 Nilal abwuahlitas kirerja iz
[ | e
23 | Timghat kopuman ferkadap 103,56

JUANLAN LT TORE | e L L

Sumrher dinta: Dot odahan

Dari tabel 3.27 di atas dapat dilthat bahwa persentase capaian kinerja tertinggi
terdapat pada Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 2 Meningkatma Kualitas
Pelayanan organisasi / Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Ovganisasi dengan
capaian kinerja 103.56% berikut realisasi anggaran sebesar Rp.7.146.969.022,- atau
9%,45% dan capaian kinerja terendah ada pada Sasaran Strategis 1.2 Meningkatnya
Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan yang Lenghap dengan capaian
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kinerja 99,78% yang dilkuti realisasi anggaran sebesar Rp.170.897.000.- atau
94,25%.

Dilikat dori kinerja anggaran pendukung indikator, penyumbang sisa anggaran
terbesar adalah pada anggaran pendukung indikator kinerja Sasaran Strategis 2.1,
2.2/ Tujuan 2 - 1, 2 - 2 sebesar Rp.112,773.295 dan penyumbuang sisa anggaran
terkecil adalah pada anggaran pendukung indikator kinerja Sasaran Strategis 1.1 /
Tujuan | yvakni sebesar Rp.2.282.000,-

Berdasarkan tabel-tabel realisasi angparan di setiap wraian indikator kinerja
Tujuan dan Sasaran Srategis, sub kegiatan dengan realisasi anggaran terendah
terdapat pada Sub Kegiatan 2,12.04.1.02.05 Penyelenggaran Pemanfastan Data
Kependudukan sebesar 78,01% dan realisasi anggaran tertinggi terdapat pada Sub
Kegiatan 2.12,01.1,02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengukian/Verifikasi
Keuangan SKPD, 2.12.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatthan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi, 2.12.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,
2.12.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD, 2.12.02,1.01.02 Pendataan Penduduk MNon Permanen dan Rentan
Adminisirasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi, dan Sub
Kegiatan 2.12.03.1.03.01 Pembinaan dan Pengawasan terkat Pencatatan Sipil,
dimana untuk 6 (enam) sub kegiatan tersebut memiliki realisasi anggaran 100%.

Terkait dengan nilai efisiensi penggunaan angparan, dengan menggunakan
data-data sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 3.27 dan metode penghitungan
nilai efisiensi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka nilai efisiens:
penggunaan anggaran dengan menggunakan mta-rata indikator kinerja Tujuan (3
mdikator) diperoleh  nilai  efisiensi sebesar  58,00%, nilai efisiensi dengan
menggunakan rata-rata indikator kinerja Sasaran Strategis (4 indikator) diperoleh
nilai efisiensi sebesar 37,10%, dan dengan menggunakan rata-rata pabungan seluruh
indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis (7 indikator), diperoleh nilai efisiensi
sebesar 57.58%. Jika dipilah per indikator, maka nilai efisiensi tertinggi terdapat
pada indikator kineria Sasaran Strategis 1.2 scbesar 63,82% vang berasal dari
formulasi jumlah anpgaran pendukung indikator kinerja Rp.181.323 000~ realisasi
anggaran Rp.170.897.000,- serta capaian indikator kinerja 99,78%. Nilai efisiensi
terendah terdapat pada indikator kinerja Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 1 - 1 yang
berasal dari formulasi anggaran pendukung indikator kinerja Rp.7.259.742.317 -
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realisasi anggaran Rp.7.146.969.022.- serta capain indikator kinerja 101,32%
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m Kinerja Instansi Pemerintah | 2025

| BaBIV || PENUTUP )

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 merupakan salah satu instrumen

yang menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang
dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dalam
periode tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dijadikan tolak
ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator Sasaran Strategis dalam Rencana
Strategis (Renstra) dalam mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi di bidang
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penyajian data Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada indikator kinerja yang ada pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 2 (dua)
Tujuan dengan 3 (tiga) indikator kinerja serta (empat) Sasaran Strategis yang masing-
masingnya memiliki 1 (satu) indikator per sasaran. Secara garis besar, berdasarkan
hasil evaluasi terhadap pencapaian indikator Sasaran Strategis Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat disimpulkan hal-hal
sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025 mencakup pengukuran atas capaian indikator kinerja yang terdiri dari
3 (tiga) indikator kinerja Tujuan dan 4 (empat) indikator kinerja Sasaran Strategis.
Penetapan target kinerja di setiap indikator merujuk/berpedoman pada dokumen
Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera
Barat periode Tahun 2021-2026 dan kesepakatan atas penetapan 2 (dua) target
indikator kinerja berdasarkan hasil pembahasan dengan Biro Organisasi

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

2. Dari data kinerja sebagaimana yang disajikan pada Bab 111, realisasi indikator per
masing-masing indikator kinerja mendapatkan hasil yang memenuhi target yang
telah ditetapkan, kecuali pada Sasaran Strategis 1.2. Realisasi dan capaian
indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2025 sebagai berikut:
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4.2

Data-data yang disajikan di atas merupakan capaian kinerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025 dalam rangka
menjalankan tugas dan fungsi sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai Koordinator
Bimbingan, Supervisi, Konsultasi, Pembinaan, Sosialisasi, Pengawasan serta
Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota. Selain itu juga kewenangan
dalam penyajian data dan penyusunan Profil Kependudukan di tingkat provinsi serta
sebagai instansi penyelenggara pemanfaatan data kependudukan, yang dalam hal ini
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat menjadi
perwakilan dari pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan
Sipil - Kementerian Dalam Negeri. Pelaksanaan segala tugas dan fungsi terkait
pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tersebut tentu dalam
kerangka menyukseskan misi dan visi kepala daerah demi keberhasilan program

pembangunan/kemajuan Provinsi Sumatera Barat.

SARAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan terkait realisasi dan capaian kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025
berikut dengan kinerja anggarannya, hal-hal perbaikan untuk masa yang akan datang

diantaranya yang harus menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat aspek-aspek yang perlu mendapatkan perhatian untuk dilakukan
perbaikan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat seperti: peningkatan
kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana prasarana, dan yang tidak

kalah penting terkait ketersediaaan dukungan anggaran;

2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama yang lebih intens baik ke pemerintah pusat
(Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam
Negeri RI) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota guna
mempertahankan dan atau meningkatkan layanan urusan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap masyarakat;

3. Melakukan evaluasi berkala secara berjenjang, konsisten dan berkelanjutan

terhadap setiap tahapan/proses pencapaian indikator kinerja yang menjadi
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tanggungjawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera
Barat baik internal dan eksternal yang diarahkan oleh pimpinan;

4. Menerapkan asas-asas tertib administrasi, transparan, meminimalisir pemborosan
(un-efisiensi), dan mencegah potensi timbulnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN) dalam upaya meningkatkan capaian riil (nyata) seluruh program, kegiatan,
dan anggaran di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

Sumatera Barat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang dapat disajikan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai
berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan

perundang-perundangan yang berlaku.

Atas perhatian semua pihak diucapkan terima kasih.

Padang, Januari 2026
Kepala [Jinas,

k’\

Drs. Beg#i Rahimad, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660919 198602 1006
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

J Emmasm No. Bt Kode Pos. 25114, Tamq!-'a; 07518952930 Padang
sumharprov.go.d - E-mad o

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

Mama - Drs. BESRI RAHMAD, MM
Jabatan . Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Mama : MAHYELDI
labatan ; Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengaminl tindakan yang diperiukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, lanuari 2025

GU MATERA BARAT KEPALA DINAS DUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

MAHYELDI
MIP. 19 198602 1 006



PERJANIIAN KINERIA

QD : BINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN S1PIL
Tahun : 2025

MO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERUA TARGET
(1) 2] (3} (4}
1 |Meningkainya pemanfaatan data Persenlase perangkat daerah lingkup 100%,
kependudukan yang terintegrasi provinsi yang memanfaatkan data
kependudukan
2 |Meningkatnya penduduk yang memiliki Persentase kepemilikan dokumen §4.25%
dokumen kependudukan yang lengkap kel otk 3
3 |Meningkatnya akuntabilitas kinetja organisasi INilai akuntabilitas kinerja OPD A (80,05]
4 |Meningkatrya kualitas pelayanan organisasi Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Sangat Baik IW]I
SIESNN
NO PROGHRAM ANGGARAN KET
(1) (2) {3) (4]
DIMNAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL B.951.668.506( APBD
1 |Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi £.491.634.506 APRD
2 |Program Pendaftaran Penduduk 195.242. APBD
3 _|Program Pencatatan Sipil 11?.EH.HI§ APBD
4 |Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 131518000 APRD
> _|Program Pengeiolagn Profil Kependydulan _13.440,0001 __ APBD

Padang,  Januari 2025
Gl MATERA BARAT

MAHWELDI

NIP. 196560919 198602 1 006
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Penghargaan OPD Tahun 2025



PENGHARGAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

L. OFPD dengan nilai SAKIP “Memupaskan™Tahun 2025
[Gubernur Sumatera Barat], 06 Agustus 2025

OPD dengan nilai SAKIP “A" (Memuaskan) 3 Tahun Berturut-turut (2023,
2024, 2025)
[Gubernur Sumatera Barat], 06 Agustus 2025

;
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J. OPD Terbaik Il dengan Kontribusi Pengajuan Rekomendasi Statistik
Terbanyak Tahum 2015

[Kepala BPS Sumbar], 13 November 2025
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4. Lembaga Terbina Terfavorit, Program Pengutamaan Bahasa Negara Tahun
2025

[Balai Bahasa Provinsi Sumbar], 10 Desember 2025
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5. OPD dengan Indeks Imovasi Terbaik | Tahun 2025
[Gubernur Sumatera Barat], 18 Desember 2025
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Lampiran 111
Bukti Dukung Realisasi Indikator Kinerja



Bukti Dukung Realisasi Indikator Kinerja
Tujuan 1

Screenshot Aplikasi SIDAPENDA




Bukti Dukung Realisasi Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 1.1

Sampel Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data




PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH
FROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 400.12.4/ %t [DUKCAPIL.4/IX/2025
NOMOR : 973 /12 L/ S1PD/ BAPEHDA _ 20726

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP
TUGAS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Pada hari im1 Kamis tangpal Delapan Belas bulan September tahun Dua ribu dua

puluh lima, bertempat di Ruang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumalera Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. BESRI RAHMAD, K MM
Alamal : Jl. Rasuna Said No.81, Ujung Gurun, Kec. Padang Barat, Kota Padang,
Sumatera Barat
Jabatan :Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatastan Sipil Provinsi Sumatera
Barat
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang sclanjutnya disebut PIHAK
KESATU.

2. Nama : SYEFDINON, 8.50oa., M.M.
Alamat  :Jln. Khatib Sulaiman No. 43 Padang

Jabatan :RKepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sumalera Baral yang selanjuinys disebul PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU dun PIHAK KEDUA yvang sclanjulnya sccara bersama-sama disebul
PARA PIHAK. terichih dahulu menerangkan schagai berikut:
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1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang
administrasi kependudukan dan pencatalan sipil yang menjadi kewenangan
Daerah Provinsi Sumatera Barat

3 hahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang
keuangan, khususnya pengelolaan pendapaian dacrah Provinsi Sumatera Baral.

dengan memperhatikan kelentuan peraluran perundang-undangan sebagai berikut:

1,  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nemor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4674}, scbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5475);

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminisirasi kependudukan
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 6354);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak
Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berila Negarn Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomer 161 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan
Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 862);

4. Peraluran Menleri Dalam Negeri Nomor 537 Tahun 2021 tentang Sistem
Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan;

5. Peraturan Menieri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Siandar Dan
Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk
Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital;

6. Sural Direklur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

Dalam Negeri Rl Nomor 400.8.1.2/11226 /Dukcapil tanggal 11 September 2025
perihal Persetujuan Pemanfaatan Data Kependudukan.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor
Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Dalam Lingkup Tugas Badan Pendapatan Dacrah Provinsi Sumatera Barat dengan
ketentuan sebagai berkut:
Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan (ujuan Perjanjian Kerja Sama ini adajah untuk mengefekiifkan hungs
dan peran PARA PIHAK dalam rangka verifikasi dan validasi data pemilik kendaraan
pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui pemanfaatan Nomor

Induk Kependudukan [NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk
Elekironik (KTP-cl).
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(1)
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Pasal 2
Kewajiban PARA PIHAK

PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk:

.

memberikan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemukan®, “sesuai”,
atau “tdak sesuai” atas akses data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen
data berupa NIK dengan No, KK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir,
tangeal /bulan ftahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat
sekarang yang dilakukan PIHAK KEDUA dengan mekanisme web sermice;
memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9
{sembilan) clemen data berupa NIK, No. KK, nama lengkap, jenis kelamin,
tempat lahir, tangzal fbulan ftahun lahir, status perkawinan, jenis pelkerjaan,
dan alamal sekarang (Cortoh) kepada PIHAK KEDUA berdasarkan NIK
melalui metode web portal;

. menyediakan jaringan komunikasi data dari PIHAK KESATU kepada PTHAK

KEDUA untuk 1 {satu) titik jaringan berbasiskan jaringan tertutup stas biava
Dinas Komunikast, Informatika dan Statistik Provins: Sumatera Barat,

. memberikan informasi proscs personalisast Secure Access Module dan aktivasi

perangkat pembaca KTP-el, sesum kelenlvan perrundang-undangan;

. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan. '

memberikan user id dan password kepada PIHAK #EKEDUA yang
pengelolaannyva menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA: dan

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:

b,

mencaniumkan MNIK vang sudah dijamin kKetunggalannya dalam dolkumen
vang diterbitkan PIHAK KEDUA;

memberikan data berupa Nomor Registrasi Kendoraan dan Jenis Kendaraoan
sebagai dala balikan kepada PIHAK KESATU vang dala kependudukannva
telah diakses oleh PIHAK KEDUA;

. bertanggung jawab sebagal pemegang hak akses atas data kependudukan

yang diakses dari PIHAK KESATU:

. menyediakan lenaga teknis dan perangkal pembaca KTP-el, sesuai dengan

spesifikasi yang diberikan PIHAK KESATU beseria karlu secure access
mioctuile;

. memberikan layanan PIHAK KEDUA berdasarkan KTP-ol dan/atau Identitas

Rependudukan Digital (IKD] dan Ldak mempertimbangkan tempat penerbitan
KTP-el dan/atau IKD;

membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el dan/atau IKD melalui media cetak
dan /atau elekironik;

bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan
vang diakses dari PIHAK KESATU;

. menjamin Keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan

program PIHAK KEDUA:

menerapkan  standar nasiwonal  Indonesta  inlernational | organizsation for
standardesalions mlemdational electnodechnical CONUITESS IO 27001 dan
menyerahkan sertifikat [S0/IEC 27001 dimaksud paling lambat & (enam) bulan
sejak ditandatanganmya perjanjian Kerja sama ini;

menjamin  kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak

melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dori PIHAK
KESATU dan Udak memberikan data kepada pihak lain walaapun jangka

wakiu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
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Pasal 3
Hak PARA PITHAK
(I} PIHAK KESBATU mempunyai hak untuk:
g, mengawas pelaksanaan kewajiban PTHAK KEDUA,

b. mendapatkan data balikan berupa Nomor Regisirasi Kendaraan dan Jenis
Kendaraan dari PIHAK KEDUA yvang data kependudukannya telah diakses
oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;

c. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari PIHAK KEDUA
terhadap sistem, data, jaringan dan program PIHAK HEDUA atas akses data
kependudubkan dari PIHAK EESATU.

d. mendapalkan jaminan dari PIHAK KEDUA terhadap kerahasiaan, keutuhan,
dan kebenaran data vang telah diakses oleh PIHAK KEDUA serta tidak
dilakukannya penyimpanan dan lUdak diberikannya data kependudukan
kepada pthak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah
berakhir.

(2] PIHAK KEDUA mempunyai hak untulc

a. mendapatkan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai”,
atau “tidak sesuai” dan PIHAK KESATU, atas akses data kependudukan
meliputi & (sembilan) elemen date berupa NIK dengan No, KK, nama lengkap,
jenis kelamin, tempal lahir, tanggal /bulan/tahun lahir, status perkawinan,
jenis pekerjaan, dan alamat sekarang yang dilakukan dengan mekanisme web
SETEADE]

L. omendapatkan hak akses secara lerbalas dats kependudukan meliputi 9
(sembilan) clemen data berupa NIK, No. KK, nama lengkap, jenis kelamin,
tempat lahir, tanggal/bulan / tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan,
dan alamal sekarang dari PIHAK KESATU berdasarkan NIK melalui metode
web portal,

c. mendapatkan wser id dan  password dari PIHAK HKESATU vyang
pengelolaannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA,;

d. mendapatkan hasil personalisasi Secure Access Module dan aktivasi peranglkat
pembaca KTP-el milik PIHAK KEDUA,

Pasal 4
Jangka Walktu
Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja
Sama ini oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal Delapan Belas bulan September

tahun Dua ribu dua puluh tujuh, dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA
PIIIAK.

Pasal 5
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila;

a. jangka wakiu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA
PIHAK untuk mengakhiri kerja sama sehelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama
ini berakhir; dan

b. adanya perubahan nomenklatur/kelembagaan PIHAK KEDUA, schingga perlu
pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.
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Pasal 6
Headaan Memaksa (Force Majeure)

Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAR atau keadaan memaksa,
dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan PARA
PIHAK.

Keadaan memaksa scbagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya
kebijakan  pemerintah  yang mengakibatkan  tidak dapat  dilanjutkannya
pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar
kekuasaan PARA PIHAK.

Pasal 7
Penyclesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan
pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara PARA PIHAK akan disclesailkan
secara musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal musyawarah dan mufakat sebaganimana dimaksud pada ayat (1) tidak

tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
Lndargan.

Paszal 8
Evaluasi dan Pelaporan

PIHAK KEDUA herkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NTK, Data
Kependudukan dan KTP-el per semesler, bulan Juni untuk semesiler pertama
dan bulan Desember untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan
dan KTP-cl sccara berkala atas laporan PIHAK KEDUA schagaimana dimalesud
pada ayat (1).

PIHAK KESATU dapat meclakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data
Kependudukan dan KTP-el sewakiu-waktu,

Hasil evaluasi schagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3} dilaporkan

kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direkiur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2}, maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerja
Sama ini.

Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan  materi
Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas perselujuan PARA
PIHAK yang diluangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tdak
terpisahkan darn Perjanjian Kerja Sama ini,

Ketenluan yang bersifal teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja

Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis vang disepakati olch PARA PIHAK dan
meTupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
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Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, perangkat pembaca KTP-e¢l milik PIHAK
KEDUA skan dinonaktilkan sesus ketentusn peraluran perundang-undangan.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama imi dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing
dibubuhi meteral cukup dan mempunyai kekualan hukum yang sama setelah
ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK

Ii. -

2

-wm
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DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN
DINAS SOSIAL PROVINEI SUMATERA BARAT

NOMOR: . 80 [DUKCAPIL.4/VI1/2025
NOMOR: 400. 9 [ 1403 /Dinses [ yn [/ 2025

TENTANG
PEMANFAATAN NOMOR INDUK EEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN

DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP
TUGAS DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT

Pada hari ini Benin tanggal Dua Puluh Satu bhulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh
Lima, bertempat di Ruang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

MNama : Drs. BESRI RAHMAD, MM

Alamat : JL Rasuna Said No.8!, Ujung Gurun, Kec. Padang Barat, Kota
Padang, Sumatera Barat

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
sumatera Barat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut PIHAK

KESATU.

Mama : Drs. SYAIFULLAH, MM

Alamat : .JI Khatib Sulaiman No.5, Flamboyan Baru, Kec. Padang Barat, Kota
Padang, Sumatera Barat

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

dalam hal imi bertindak uniuk dan atas nama Dinas Sosial Provinsi Sumatera

Barat vang sclanjutnyva disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA vang sclanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:
1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang

administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang
menjadi kewenangan daerah Provinsi Sumatera Barat: dan
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2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Urusan Pemenintahan bidang
Sosial daerah Provinsi Sumatera Barat.,

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminisirasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nemor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674}, schagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5475);

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tehun 2013
Teniang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6354);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian
Hale Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Herita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611); jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data
Kependudukan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem
Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan;

5. Burat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri  Nomor 400.8.1.2/ 15754 /Dukeapil tanggal 27
Oktober 2023 perihal Persetujuan Perpanjangan  Pemanfaatan Data
Kependudukan untuk 10 {sepuluh) OPD Provinsi Sumatera Barat,

FARA PTHAK scpakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor
Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Dalam Lingkup Tugas Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan ketentuan
schagai berikut:
Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi
dan peran PARA PIHAK dalam rangka verifikasi dan validasi data layanan PIHAK
KEDUA melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK}, Data
Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2
Kewajiban FPARA PIHAK
i1} PIHAK KESATU mempunyai kewsjiban untul:
a. memberikan hak akses sccara terbatas data kependudukan meliputi 9
{sembilan) elemen data berupa No. KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin,
tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan

dan alamat sekarang kepada PIHAK KEDUA berdasarkan NIK melalud
metode web portal,




.

d.

menyediakan jaringan komunikasi data dari PIHAK KESATU kepada PIHAK
KEDUA untuk 1 (satu) titik jaringan berbasiskan jaringan tertutup
difasilitasi oleh Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat;

memberikan informasi proses personalisasi Secure Acress Module dan akiivasi
perangkat pembaca KTP-el, sesuai ketentuan perundang-undangan;
memberikan wser id dan password kepada PIHAK KEDUA yang
pengelolaannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA; dan

e.memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2] PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:

B,

b.

c.

mencantumkan NIK vang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen
vang diterbitkan PIHAK KEDUA;

memberikan data berupa nomor ID penerima bantuan dan jenis bantuan
sebapgal data balikan;

bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses alas data kependudukan
vang diakses dari PIHAK KESATU;

menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesual dengan
spesifikasi vang diberikan PIHAK KESATU beserta kartu sSecure Gooess
moctule;

memberikan layanan PIHAK KEDUA berdasarkan KTP-el danfatau Identitas
Kependudukan Digital (IKD) dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan
KTP-el dan/atan IKD;

membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el danfatau KD melalui media cetak
dan/fatau elektronik;

bertanggung jawab sepenubnya, dalam hal terjadi kebocoeran data
kependudukan vang diakses dari PTHAK HESAT;

menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan
program PIHAK KEDUA;

. menerapkan standar nasional Indonesia intermational organization  for

standardization/ infternational electrotechnionl commission 27001 dan
menyverahkan sertifikat IS0/IEC 27001 dimaksud paling lambat 6 (énam) bulan
sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini,

menjamin  kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, seria tidak
melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dan
PIHAK KEBATU dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun
jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3
Hak PARA PIHAK

(1} PIHAK KESBATU mcmpunyai hak untulk:
a. mengawasi pelaksanaan kewajiban PTHAK KEDUA ;
b. mendapatkan data balikan berupa nomer [D penerima bantuan dan jenis

bantuan dari PIHAK KEDUA vang data kependudukannya telah diakses
oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dan PIHAK KEDUA

terhadap sistem, data, jaringan dan program PIHAK KEDUA atas akscs data
kependudukan dari PIHAK KESATU.

. mendapatkan jaminan dan PIHAK KEDUA terhadap kerahasiaan,

keuwtuhan, dan kebenaran data yvang itelah diakses oleh PIHAKE KEDUA
serta tdak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data
kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka wakiu Perjanjian Kerja

Sama ini telah berakhir.
: £
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(2} PIHAK EEDUA mempunyail hak untuk:

a. mendapatkan hak akses sccara terbatas data kependudukan meliputi 9
{sembilan) elemen data berupa Ne KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin,
tempat lahir, tanggalfbulan/tahun Iahir, status perkawinan, jenis
pekerjaan dan alamat sekarang dari PIHAK KESATU berdasarkan NIk
melalul metode wel: portal,

b, mendapatkan user id dan password dari PIHAK KESATU vang
pengelolaannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;

c. mendapatkan hasil personalisasi Secure Acoess Module dan aktivasi peranghkat
pembaca KTP-el milik PIHAK EEDUA;

Pasal 4
Jangha Waktu
Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja
Sama ini oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli
tahun Dua riba Dua Puluh Tujuh dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA
PIHAK.

Pasal 5
Berakhirnya Perjanjian Kerja Bama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kescpakatan
PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama scbelum jangka waktu Perjanjan
Kerja Sama ini beralchir; dan

b. adanya perubahan nomenklatur/kelembagaan PIHAK KEDUA, sehingga perlu
pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
Eeadaan Memaksa (Force Majeure)

(1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa,
dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan PARA
PIHAK.

2] Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya
kebjjakan pemerintah  yang mengakibatkan tidak dapatl dilanjutkannya
pelaksanean Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar
kekuasaan PARA PIHAK.

Pasal 7
Penyelesalan Perselisihan
(1] Apabila dikemudian hari imbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan
pelaksanaan Peganjian Kerja Sama ini antara PARA PIHAK akan disclesaikan
secara musyawarah untuk mulakat.

(2] Dalam hal musyvawarah dan mulakat schagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
tercapal, maka akan diselesaikan sesual dengan  ketenfuan peraturan
perundang-undangan.

Pas=al 8
Evaluasi dan Pelaparan
(1} PIHAK EEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data
Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama
dan bulan Desember untuk semester kedus kepada PIHAK KESATU.
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(3}

(4)

(1)

(4]

(31

4

PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan
dan KTP-el sccara berkala atas laporan PIHAK EKEDUA  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KESATU dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data
Kependudukan dan KTP-el sewaktu-walktu.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dan ayal (3] dilaporkan
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

Pasal 9

Lain-Lain
Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2], maka PIHAE KESATU dapat mengakhiri
Penanjian Kerja Sama ini.
Dalam hal diperlukan adanya penambahan danfatau pengurangan materi
Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persctujuan PARA
PIHAK vyang dituangkan dalam Adendum vang merupakan bagien tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
Ketentuan yvang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian
Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA
PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama
ini.
Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, perangkat pembaca KTP-el milik
PIHAK HEDUA akan dinonakiifkan sesuai ketentuan perafuran perundang-
undangan.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing
dibubuli meterai cukup dan mempunya; kKekuatan hukum yang sama setelah
ditandatangani PARA PIHARK.

Drs. BESRI RAHMAD, MM

NIP. 19660919 198602 1 006




Bukti Dukung Realisasi Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 1.2

Rekapitulasi Kepemilikan
per Jenis Dokumen Kependudukan



Data Dukung Capaian Indikator Sasaran Strategis 2.1
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat

Sasaran Strategis H

Jenis Data Dukung

: Kepemilikan KTP-elektronik

No Kabupaten/Kota Jumiah Jumlah Kepemilikan %
Wajib KTP-el KTP-gl
1 |Kabupaten Pesisir Selatan 391,238 384 880 o83
2 |Kabupaten Solok 301.162 286 476 Of 44
3 _|Kabupaten Sijunjung 179.884 175.579 97.61
4 |Kabupaten Tanah Datar 291.338 287.003 UR.51
5 |Kabupaten Padang Pariaman 336 344 328.349 97.62
& |Kabupaten Agam 364 824 388.122 98,30
7 |Kabupaten Lima Puluh Kota 303 506 299 288 98,61
& |Kabupaten Pasaman 225477 221.256 98,13
9 |Kabupaten Kepulauan Mentawai 70.351 68.120 96,83
10 |Kabupaten Dharmasraya 175.823 172.829 9,30
11 |Kabupaten Solok Selatan 128.175 127.505 98,71
12 |Kabupaten Pasaman Barat 318.063 311.939 98,07
13 |Kota Padang 699.120 591.193 OR.87|
14 |Kota Solok 61.084 60.281 GE65%
15 [Kota Sawahlunto 50,7486 50.282 99,09
16 {Kota Padang Panjang 46 097 45,699 949 14
17 JKota Bukittinggi 102.371 101.089 UK 75
18 |Kota Payakumbuh 108.407 107.825 949,56
19 |Kota Pariaman 75.564 75.030 99,29
SUMATERA BARAT 4.260.575 4.1 9841

Sumber data: DKB Il Tahun 2025 - Aplikasi PDAK Ditjen Dukcapil - Kemendogri

Padang, Januarn 2026

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi Sumatera Barat,

Kepala Bia:lnmg___Fa.".iiﬁi!i_1

IP. 19790808 200003 1 001

aftaran Penduduk



Data Dukung Capaian Indikator Sasaran Strategis Dokumen LKjIP Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi 5umatera Barat

Sasaran Strategis i ||

lenis Data Dukung  : Kepemilikan KIA

No Kabupaten/Kota Jumiah Jumliah Kepemililan %

Anak Wajib KIA Eia
1 |Kabupaten Pesisir Selatan 152.103 Q4 597 62,19
2 |Kabupaten Saolok 117.870 73255 6215
3 |Kabupaten Sijunjung 69,861 15668 65,37
4 |Kabupaten Tanah Datar 03,353 79.339 84,99
5 |Kabupaten Padang Pariaman 124.109 76,170 61.37
6 [Kabupaten Agam 139,350 90,786 65,15
7 |Kabupaten Lima Puluh Kota 102.726 71.480 69,58
g |Kabupaten Pasaman 91.940 54.352 59,12
9 |Kabupaten Kepulavan Mentawai 29.466 14.682 49,83
10 [Kabupaten Dharmasraya 70.301 49.525 70,45
11 |Kabupaten Solok Selatan 23,941 Jh.8504 72,09
12 |Kabupaten Pasaman Barat 143.805 98.047 6,1 R!
13 |Kota Padang 202,792 166.247 63,2
14 |Kota Solok 25.825 19.974 77,33
15 |Kota Sawahlunto 18.047 14.329 79,40
16 |Kota Padang Panjang 18.284 18.064 Ok, B0
17 |Kota Bukittinggi 41.224 28.011 67.95
18 |Kata Payakumbuh 42 482 25 808 67.54
19 |Kota Pariaman 29.409 24.836 B4.45
SUMATERA BARAT 1.626.871 1.087 66,82

Sumber data: DKB Il Tohun 2025 - Aplikasi PDAK Ditjen Dukcapil - Kemendogri

Padang,

Januari 2026
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsl Sumatera Barat,

Kepala Bidang Fasi

Ad

utra, 5 AP, M.Si

. 19790808

31001

aftaran Penduduk



Data Dukung Capalan Indikator Sasaran Strategis Dokumen LKjIP Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat

Sasaran Strategis 4 |

Jenis Data Dukung

: Kepemilikan Akta Kelahiran

No Kabupaten/Kota Jumlah Jumiah Kepemilikan| %
Anak Usia 0-17 Akta Kelahiran
Tahun
1 |Kabupaten Pesisir Selatan 161.625 1601885 949,51
2 |Kabupaten Solok 125.508 124.349 9401
3 |Kabupaten Sijunjung 74.542 74042 94,27
4 |Kabupaten Tanah Datar 100,077 90,717 99 68
5 |Kabupaten Padang Parlaman 132727 131.130 98,7
b _|Kabupaten Agam 148 811 146,933 98 64}
7 |Kabupaten Lima Puluh Kota 110.062 106.679 96,7
8 |Kabupaten Pasaman 08 328 96,305 97.72|
9 |Kabupaten Kepulauan Mentawai 31.647 29.029 91,45
10 |Kabupaten Dharmasraya 74981 74.386 97.67
11 |Kabupaten Solok Sefatan 57.160 57.109 99,91
12 |Kabupaten Pasaman Barat 152412 151 899 99,65
13 |Kota Padang 278.260 277.022 99,56
14 |Kota Solok 25373 27.356 90,91
15 |Kota Sawahlunto 19.213 19.151 §9.65
16 |Kota Padang Panjang 19.453 19.438 90,97
17 |Kota Bukittinggi 43,672 43,300 08,64
18 |Kota Payakumbuh 45. 226 45.015 99,26
19 |Kota Pariaman 31.274 31.060 99,26
SUMATERA BARAT 1.732.55 1.714.805| 98,98

Sumber data: DKB Il Tahun 2025 - Aplikasi PDAK Ditjen Dukcapll - Kemendagri

Padang, lanuari 2026
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat,

Kepala Bidang Fasil

Pencatatan Sipil

i, 5.Kom, MT

NIP. 19690526 199703 1 002



Data Dukung Capaian Indikator Sasaran Strategis Dokumen LKjIP Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat

Sasaran Strategis o |
lenis Data Dukung  : Kepemilikan Akta Kematian
No Kabupaten/Kota Jumlah Jumilah Kepemilikan %
Peristiwa Kematian Akta Kematian dari
vang Dilaporkan Peristiwa Kematian
yang Dilaporkan
1 |Kabupaten Pesisir Selatan 3,060 3. 1 (M)
2 |Kabupaten Solok 2B47 LB4T 100§
3 _|Kabupaten Sijunjung 1.321 1.321 I!JLII
4 |Kabupaten Tanah Datar 2 K61 2 861 100§
5 _|Kabupaten Padang Pariaman 4075 4.075 HJ[II
6 |Kabupaten Agam 4,266 4.266 100§
7 [Kabupaten Lima Puluh Kota 2977 2977 100
& |Kabupaten Pasaman 2 061 2 061 100
9 [Kabupaten Kepulauan Mentawai 450 490 ]{H.'ll
10 [Kabupaten Dharmasraya |.645 1645 100}
11 |Kabupaten Solok Selatan 979 979 100y
12 |Kabupaten Pasaman Barat 2 Ogu 2904 1004
13 |Kota Padang 7189 7.189 1000
14 |Kota Solok 524 524 1064
15 |Kota Sawahlunto 516 516 1004
16 |Kota Padang Panjang 413 413 1004
17 |Kota Bukittinggi I.003 1.003 1KY
18 |Kota Payakumbuh 10500 1.050 L 00N
19 |Kota Pariaman T47] 747 100
SUMATERA BARAT 40.928| 40. 100,00

Sumber data: DKEB Il Tahun 2025 - Aplikasi PDAK Ditfen Dukcopil - Kemendogri

Padang,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Januan 2026

Provinsi Sumatera Barat,

Kepala Bidang Fasil

NIP. 19690526 199703 1 002

catatan Sipil



Data Dukung Capaian Indikator Sasaran Strategis Dokumen LKjIP Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat

Sasaran Strategis [}

Jenis Data Dukung

¢ Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan

No Kabupaten/Kota Jumlah Pasangan yang | Jumiah Kepemilikan
Perkawinannya Buku Nikah/Akte
Dilaporkan Perkawinan dari
Peristiwa Perkawinan

vang Dilaporkan
1 [Kabupaten Pesisir Selatan 163.373 163.373 1004
2 |Kabupaten Solok 148.258| 148258 100]
3 |Kabupaten Sijunjung 9].832 9] 832 100|
4 |Kabupaten Tanah Datar [ 4001 1h| 140116 JUU1
5_|Kabupaten Padang Pariaman 137.069] 137.099 100|
6 |Kabupaten Agam 1 54,069 154,069 100]
7 |Kabupaten Lima Puluh Kota 147 986| 147 986 100
8 |Kabupaten Pasaman 92272 92272 100
9 |Kabupaten Kepulauan Mentawai 28.246{ 28.246 100
10 |Kabupaten Dharmasraya 83087 13.097 1K)
11 |Kabupaten Selok Selatan 57.969] 57.960] )
12 |Kabupaten Pasaman Barat 139.742] 139.742| 1)
13 |Kota Padang 330.879 330.879| ()
14 |Kota Solok 33,832 33.832} 1K)
15 |Kota Sawahlunto 24 3() 29.208] (M)
16 |Kota Padang Panjang 25,704 15 'ﬂ-‘r‘ll 1M
17 |Kota Bukittinggi 55.503 55503 100
18 |Kota Payakumbuh 60.732 60.732] 100
19 |Kota Pariaman 34.686 34.tiﬁﬁ| 1EM)
SUMATERA BARAT 1.954. 1.954.608) 100,00

Sumber data: DKB If Tahun 2025 -

Padang,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Aplikasi PDAK Ditien Dukcapil - Kemendagri

Januari 2026

Provinsi Sumatera Barat,

Kepala Bidang Fasil

Pencatatan Sipil

NIP. 19690526 199703 1 002



Data Dukung Capalan Indikator Sasaran Strategis Dokumen LKJIP Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat

Casaran Strategis i
Jenis Data Dukung  : Kepemilikan Akta Perceraian
No Kabupaten/Hota Jumilah Peristiwa Jumilah Kepemilikan %
Perceralan yang Akte Perceralan dari
Dilaporkan Peristiwa Perceraian
yang Dilaporkan
1 |Kabupaten Pesisir Selatan 2817 2812 104
2 |Kabupaten Solok 4632 4.632 1M
3 |Kabupaten Sijunjung 1. 1509 100
4 |Kabupaten Tanah Datar 5.723 5.723 | (W
5 |Kabupaten Padang Pariaman 4441 4481 1004
6 |Kabupaten Agam 7615 7.615 100}
7 |Kabupaten Lima Puluh Kota 5, 405| 5465 1040
8 |Kabupaten Pasaman 1,785 1. 786 100
9 |Kabupaten Kepulauan Mentawai 675 673 100
10 |Kabupaten Dharmasraya 1.745 | 745 100
11 |Kabupaten Solok Selatan 1.564 1.564 100
12 |Kabupaten Pasaman Barat 3.405 3405 1004
13 [Kota Padang 11.921 11.921 100
14 |Kota Solok 1.387 [.5387 1040
15 |Kota Sawahlunto | 207 1.207 I
16 |Kota Padang Panjang 10 1.0411 100
17 |Kota Bukittinggi 2,118 2.118 I
18 |Kota Payakumbuh 2.795 2.195 101
19 |Kota Pariaman 300 1,300 100{
SUMATERA BARAT 63 63 100,00
sumber data: DKB Il Tahun 2025 - Aplikasi PDAK Ditjen Dukcapil - Kemenduogri
Padang, Januari 2026
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kepala Bidang Fasil

Provinsi Sumatera Barat,
n Sipil

Syolvani, S.Kom, MT

NIP. 19690526 199703 1 002



Bukti Dukung Realisasi Indikator Kinerja
Tujuan 2 - 1 dan Sasaran Strategis 2.1

LHE LKjIP Tahun 2025
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. Tujuan Evaluasi

|. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP,

1 Menilai tingkat implementasi SAKIP,;

3. Menilai tingkat akuntabilitas kineja;

4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup evaluasi meliputi :

a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk
mewujudkan hasil yang berkesinambungan,

b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi
kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;

c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja,
baik keberhasilan’kegagalan kinega serta upaya pﬁhmhm'pmycmpmmnfa
yang memberikan dampak bésar dalam penyesuaian strategi’kebijakan dalam
mencapai kinerja berikutnya; | | .

d. Penilaian evaluasi akuntabilitay kineda internal yang memberikan kesan nyata
E;fupﬂk] dalam peningkatan Imlziemenhsl SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi

a;
e. Penilaian capaian kinerja atas uuq:rur dan outcome serta Kinerja lainnya;
f. Periode Evaluasi Tahun 2025,

. Jangka Wakiu Evaluasi
Dari tanggal 19 Mei s.d 20 Juni 2025.

. Susunan Tim Evaluasi

1. Penanggung Jawab : Andri Yulika
2. Wakil Penanggung Jawab  : Alfianori
3. Pengendali Teknis : Megah Vivyawati
4. Ketua Tim : 1) Jelita Alamsyah
: 2) Dewi Selvie
: 3) Fakhru Rozi
5. Anggota 1) Khairul .
2). Gerhana Bulan Butet Lubis
3). Yanti Jasvia
4). Viranita Arief
5). Yunhesvo Melya
6). Ranita Jasman
7). Jelly Nostiva
8). Egi Kurniawan
9). Muthia Ramatri

. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang dapal digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari
metodologi kualitatif dan kuantitatif dulzm mempenimbangkan segi kepraktisan dan
kegunaan (kemanfaatan) karens akan discsuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah



Mo Komponen Yang Dinilai Bobot Nilai 2024
1. | Perencanaan Kinerja 30,00 26,25
2. | Pengukuran Kinerja 30,00 23,32
3. | Pelaporan Kinerja 15,00 12,00
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 19,54
b | 25,00 5
Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja 100,00
Milai Hasil Evaluasi SAKIP, 81,11
Tingkat Akuatabilitas Kinerja (Kategori) A

Dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja
Hasil evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja sebesar 26,25 dengan uraian sebagai
berikut :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah menyusun seluruh
Dokumen Perencanaan Kinerja vang meliputi Perencanaan Strategis,
Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran dengan mempedomani Pedoman Teknis Perencanaan
Kinerja yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat
No 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistern Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera
Barat.

Dokumen Perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja
sebenarnya yang akan dicapai, Tujuan dan Sasaran telah jelas
menggambarkan koodisi yang akan dicapai, indikator kinerja sudah
memenuhi kriteria Specific, Meastrable, Achievable, Relevan, Time Bound
(SMART) serta target yang ditetapkan dapat dicapai.

Indikator Kinerja Utama (TKU); telah menggambarkan kondisi Kinerja
Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan dap tidak sering
diganti selama periode Perencanaan Strategis.

Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan hubungan yang
berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di
setiap level jabatan (Cascading) senta telah memperhatikan kinerja antar
bidang (crosscuiting).

Catatan yang perlu menjadi perhatian Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil untuk menyempumakan Perencanzan Kinerja adalah melengkapi
analisis aktivitas-aktivitas dalam rencama aksi yang memuat program,
kegiatan, dan sub kegiatan serta target yang harus dicapai setiap triwulan
oleh setiap level jabatan.

2. Pengukuran Kinerja
Hasil evaluasi teshadap Pengukuran Kinerja sebesar 23,32 dengan uraian sebagai
berikut

a.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumatera Barat sudah
menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengukuran kinerja
pengumpulan data kinerja dan sudah terdapat mekenisme yang jelas
terhadap pengukuran dan penpumpulan data kinerja.




cendening =ama dan belum lengkap memberik
Ledepan atas permasalahan/kendaln yang dihadapi, W saran perbmikan

o dasi Atas Catatan Kekurangan Untuk Perbaikan

B, hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerjn Instansi Pemeri
:;ml‘ judukan dan Pencatatan Sipil direkomendasikan scbagai be:::m o

(. Perencanaan Kinerja —

' e clakukan analisis pencapaian kinerja tahun berjalan untuk mengetahyi
(ngkal capaian kinerja telah sesuai dengan rencana, dilengkapi bukti dokumen yang
tertib.

7, ngnknm Ki[lﬂ'j'—-

Agar pemantauan capaian kinerja dilakukan secara berjenjang pada setiap
unit, dan menginformasikan hambatan dan permasalahan dalam pencapaian

et serta menyajikan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh masing-
masing level organisasi.

3. Pelaporan Kinerja. ‘ 1 o .
a. Agar menggunakan mf“”;ﬂ-‘{ laporan kincrja berkala (realisasi rencana
aksi) dalam penyesuamnﬂzh_mtas, penyesuaian penggunaan anggaran
dan seharusnya digunak l dalam evaluasi pencapaian keberhasilan
kinerja. i
b. Agar menggunakan informasi laporan kinerja dalam penyesuaian
perencanaan kinerja yang akan.dihadapi ditahun berikutnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Agar Pemantauan Capaian Kinerja Intemnal dilaksanakan pada seluruh unit
kerja/perangkat daerah dalam bentulk laporan monev kinerja/ rapai-rapat/
pengukuran PK eselon Ml/realisasi rencana aksi dan rekomendasi atas evalyasi
internal yang dilakukan setiap periodik dan dilengkapi dengan saran perbaikan
kedepan atas permasalahan/kendala yang dihadapi.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti
sebagaimana mestinya. .
Pit. INSPEKTUR,

ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAF.
Pembina Utama Madya
NIP.19721026 199703 1 003



Bukti Dukung Realisasi Indikator Kinerja
Tujuan 2 - 2 dan Sasaran Strategis 2.2

Laporan SKM Tahun 2025



I|||-r.4.|||l'«r stk
n.-l rueulnl‘l'il.l

LAPORAN KEGIATAN
SURVEI KEPUASAN MnE‘I'AHAHAT

{EPENDUDURA

DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Tk PEMYUEUN
[ar F:';Iﬂ.inm A Mot}

Krigdarin ' B F' (1) ta)
Wisnar Sikfants S ﬁg Argoola)

i . i Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Ma (LPPM)
i Universitas Andalas 2025

LVHYS VREIVINDG IENIADUY IS N LY LW NG TN W RTINS SWNIG NS VLG8
i ; £ -u —



LAPORAN KEGIATAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
(SKM)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
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Munar Sitnwanti, 5 AP, M_51 (Anggota)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian
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Universitas Andalas

2025



KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kami panjatkan kepada ALLAH SWT, berkat rahmat dan
hidayahNya schingga kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatora Barat ini bisa diselesaikan
sesuai target yang telah ditentukan sebelumnya.

Terimakasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada :

+ Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan seluruh stafnya yang
memberikan informasi pelavanan penunjang survey ini agar berjalan lancar.

+ Seluruh instansi/masyarakat yang terjaring sebagai responden, atas kerjasamanya
vang baik sehinggn kegiatan survei ini dapat berjalan dengan lancar.

« Ketua LPPM Universitas Andalas, atas arahan-arahannya.

« Rekan-rekan tim pelaksana kegiatan ini atas kerjasamanya vang baik schingga
kegiatan survei untuk penyusunan SKM di Dinss Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Sumatera Barat ini bisa terselesaikan dengan baik.

Tersusunnya laporan hasil kegiatan SKM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Sumatera Barat ini, semoga bermanfast dan menjadi langkah awal
bagi tercapainya tujuan bersama yaitu memberikan pelayanan terbaik bagi
masyarakat melalui pembenahan-pembenahan yang akan dilakukan kedepannya.
Akhir kata, kami Tim Kegiatan dari LPPM Universitas Andalas memohon maaf
apabila selama proses pelaksanaan kegiatan survei ini ada hal yang tidak berkenan.
Terimakasih.




BAB VI LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT

Rab ini akan menjelaskan hasil Survei Kcpuasan Masyarakat {SKM) Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Pada unit kerja pelayanan
ini, ditetapkan sebanyak 38 orang responden guna menjawab pertanyaan yang tersebar
pada berbagai jenis layanan yang ada dan dituangkan dalam beberapa kriteria penilaian
antara lain Indeks per unsur Pelayanan dan Prioritas peningkatan Kualitas pelayanan.

6.1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil penggabungan semus layanan yang disediakan olch Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang telah dilakukan
survel, terdapat 14 butir pertanyaan dan telah sesumi dengan ruang lingkup Permenpan &
RB Nomor 14 Tahun 2017 yang dijadikan acuan dalam merumuskan pertanyaan survei.
Adapun ke-14 butir pertanyaan pelayanan berikut dengan jumlah vang diperolch dari 3%
responden  untuk masing-masing  unsur  pelayanan  di Dinas Kependudukan dan
Pencatstan Sipil Provinsi Sumatera Barat, seperti tampak dalam tabel 6.1.1 berikut ini.
[alam tabel dikctahui nilai kualitas pelayanan berdasarkan 14 butir pertznyaan pelayanan




Tabel 6.1. 1 Jumlah 14 Butir Pertanyaan

No Unsur Pelayanan Jumlah Per
Unsur
= Pelayanan
| | Kesesuaian persyaratan pelayanan (Bimiek, sosialisasi, dil) 152
2 | Tata cara prosedur pelayanan (Permintaan data, Bimtek, 149
sosialisasi, dil) i
3 | Kebumhan waktu penyelesaian pelayanan 135
4 | Ketepatan waktu jadwal pelavanan 142
5 | Kesesuaian biaya pelavanan yang dikeluarkan dengan biaya 152
yang ielah ditetapkan
f I{Iewmmia.n hasil layanan yang didapatkan dengan yang |44
ditetapkan N
T | Kemampuan dan keterampilan petugas dalam melavani 143
8 | Komunikasi petugaes layanan - 142
9 | Kesopanan dan keramahan petugas dalam membenkan 147
pelayanan N
10 | Kedisiplinan petugas selama proses pelayanan berlangsung 141 |
11 | Penanganan pengaduan pelayanan dan tindak lanjutnya 137
12 | Kelengkapan sarana pelavanan (komputer, printer, wifi, kursi
ruang tunggu, aplikasi/website/layanan online, dil sesuai 126
kebutuhan)
13 | Kelengkapan prasarana pelayanan (Bangunan kantor © ruang 116
| tunggu, terpat parkir, wilet, mushalla, dif)
4| Kenyamanan area parkir di disdukcapil 105
1 == TOTAL 1926

Sumber: data primer, 2025, ditabulasi oleh penulis.

Tabel 6.1.1 menggambarkan jumlah nilai masing-masing kualitas unsur
pelavanan yang diperoleh dari 38 responden. Untuk memperoleh nilai indeks rata-rata

ke-14 butir pertanyaan tentang unsur pelayanan, masing-masing skor yang telah
dijumlahkan i dibagi dengan jumlah responden seperti tampak pada tabel 6.1.2. di

bawah ini : "

26



Tahel 6.1. 2 Nilai Rata-Rata PPer Butir Pertanvaan

No Unsur Pelayanan Rata-Rata Per
Unsur
) - Pelayanan
| | Kesesualan persyaratan pelayanan (Bimiek, sosialisasi, dll) 4,000
2 | Tata cara prosedur pelayanan (Permintaan data, Bimick, 3.021
sosinlisasi, dil) = ’
3 | Kebutuhan wakiu penyelesaian pelayanan 3,553
4 | Ketepatan wakiu jadwal pelavanan 3,737
3 | Kesesuaian biaya pelayanan yang dikeluarkan dengan biaya 4.000)
yang telah diteiapkan b
6 | Kesesumian hasil layanan yang didapatkan dengan yang 3780
ditetaphkan - !
1| Kemampuan dan keterampilan petugas dalam melayani 31.763
8 | Komunikasi petugas layanan = 3,737
% | Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan 1737
pelayanan :
10 | Kedisiplinan petugas selama proses pelavanan berlangsung 3,711
11 | Penanganan pengaduan pelavanan dan tindak lanjutnya 3.605
12 | Kelengkapan sarana pelavanan (komputer, printer, wifi, kursi
ruang tunggu, aplikasi/'website/layanan onling, dli sesuai 3316
kcbutuhan)
13 | Kelengkapan prasarana pelayanan (Bangunan kantor : ruang 3272
tunggu, tempat parkir, toilet, mushalla, dil) i
14 | Kenvamanan arca parkir di disdukcapil 2917
TOTAL 5L007

Sumber: data primer, 2025, ditabulasi oleh pmﬁlis.

Untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara mengalikan
nilai unsur per pelayanan dengan bobot nilai rata-rata tertimbang. Nilai rata-rata terlebih
dahuly dikelompok kan dalam 9 ruang lingkup unsur pokok yang terdapat dalam
Permenpan Nomor 14 Tahun 2017. Adapun nilai rata-rata tertimbang adalah jumlah
bobot yang telah ditetapkan dibagi dengan semua jenis unsur pelayanan (1/9) = 0,111)
Dengan demikian masing- masing nilal unsur pelayanan yang terdapat di dalam tabel
6.1.2 setelah dikali dengan nilai rata-rata bobot tertimbang maka hasilnya seperti tampak
pada tabel 6.1.3 :




Tabel 6.1. 3 Pengelompokan 14 Butir Pertanyaan Kedalam 9 Ruang Lingkup
1

NRR Fer
No Unsur Pelayanan Total Butir NRR U9 AL
Konversi
. Pertanyaan
1 | Persvaratan layanan ' 4,000 0,444
11 | i{e%eslmia_-n persyvaratan pelayvanan (Bimiek, 152 4,000
sogialisas, dil)
2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layvanan 3921 0,435
23 | A u pecsedir petsyanan (Permistasa 149 3,921
data, Bimtek, sosialisasi, dll} [ i
3 | Wakiu Penyelesaian Layanan 3645 | 0405
1.1 | Kebutuhan waktu penvelesaian pelayanan 135 1,553
11 | Ketepatan waktu jadwal pelayanan 142 3,737 |
4 | Biaya/Tarif 4000 0444
a1 Kesesuaian biayva pelayanan yang dikeluarkan 152 4.000
| dengan biaya yang telah ditetapkan -
5 | Produk Spesifikasi Jenis Lavanan 3,789 0421
51 Kesesuaian hafll layanan yang didapatkan 144 3789
dengan vang ditctapkan
6 | Kompetensi Pelaksana 3750 | 0416
1 Kemamqunn dan keterampilan petugas dalam (43 1763
melavani VR [N 1
6.2 | Komunikasi petugas layanan 142 3,737
7 | Perilakn Pelaksana 1,724 0413
Kesopanan dan keramahan petugas dalam
e memberikan pelayanan 142 i
73 Kedisiplinan petugas selama proses pelayanan 141 3711
= | berlangsung ’
Penanganan Pengaduan, Saran, dan ‘
$ Masukan 403 b4
Penanganan pengaduan pelayanan dan tindak
Kl lanjutaya 137 3,605
9 | Sarana dan Prasarana 152 | 0350
Kelengkapan sarana pelayanan (komputer,
91 pnl:tt:r,_mﬁ. kursi ruang tangzgu, _ 126 1316
aplikasi/website/lavanan online, dil sesuai '
kebutuhan) =
Kelengkapan prasarana pelayanan | Bangunan
9.2 | kantor : ruang tunggu, tempat parkir, toilet, 116 3,222
mushalia, dll)
9.3 | Kenyamanan area parkir di disdukcapil 105 2,917
TOTAL 1926 | 51007 | 33586 3178
Sumber: Data Olahan Pencliti, 2025
Seielah dilakukan pengelompokkan unsur berdasarkan 9 ruang lingkup.
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sclanfutnya nilai rata-rata kclompok unsur dikalikan nilai penimbang 0,111 dapat
dijadikan nilai indeks konversi yang akan dikalikan dengan miai dasar unit pelayanan
vang ditetapkan standarmya = 25. Hasil dari perkalian nilai indeks pelayanan dengan 23

ini memiliki interval atas 4 kategon dengin kisaran

1. Interval 25,06 - 64,99 :  mulu pelayanan tidak baik atau D
2. Interval 65,00 - 76,60 . mutu pelayanan kurang baik atau C
3. Interval 76,61 - 88,30 : mutu pelayanan bak atau B

4, Interval 88,31- 100,00 :  mutu pelayanan sangat baik atau A

Tabel 6.1 4 merupakan perhitungan nilai SKM Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut

Tabel 6.1. 4 Perhitungan Nilai SKM 9 Unsur Pelayanan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat

Nilai | Nilai IKM
No Kelompok Unsur Rata-Rata |  Konversi
1 | Persyaratan layanan 4,000 0,444
2 | Sistem, Mekanisme. dan Prosedur Layanan 3,921 0,435
3 | Waktu Penyelesaian Layanan 3,645 0,405
4 | BigyaTanf 4 () 0,444
5 | Produk Spesifikasi Jenis Layanan . 3,789 | 0,421
& | Kompelensi Pelaksana 3.750 0,416
7 | Perilaku Peluksana o 3,734 0413
8 | Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 1,605 04
9 | Sarana dan Prasarana 3,152 0350
Tuotal 33,586 3,728
MNilal IKM Unit Layanan 93,20 I
~ Mutu A E
| Kinerja Pelayanan Sangat Baik

Sumber ; Data Olahan Peneliti, 2023

Jadi dari tabel 6.1.4 hasil Survei Kepuasan Masyarakat dapar disimpulkan sebagai
berikut:
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Sumatera Barat adalah:

A, Nilai Indeks Konversi (NIK) =3,728x 25= 93,10
B, Muta Pelayanan = A
C. Kinerja Unit Pelayanan = Sangat Baik

6.2. Pembahasan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pada Dinas Kependudukan
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